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RINGKASAN

Mahkamah Agung (MA) adalah salah satu pelaksana kehakiman
sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

- Disamping itu MA, membentuk badan-badan peradilan lain, sebagaimana

bunyi pasal 24 UUD 1945.

Apa yang dimaksudkan dengan kekuasaan kehakiman (judiciaf
power) tidak dijelaskan, selain dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman
ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh
"kekuasaan pemerintah”. Jika yang dimaksudkan dengan kekuasan
pemerintah itu executive power, dapat diartikan bahwa kekeuasaan
kehakiman tidak terlepas dari pengaruh flegisfatif power. Persoalannya
apakah fungsi MA tersebut sudah berjalan sevara semestinya ?

Banyajknya suara-suara yang berupa kritik yang ditujukan terhadap
keberadaan, fungsi dan peran keadilan. Fungsi dan peran keadilan,
dianggap mengalami beban yang terlampau padat, lambat dan buang
waktu, biaya mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum,
atau dianggap terlampau formalistk dan terlampau teknis. Hal ini
mengakibatkan penyelesaian perkara pidana menjadi lambat dan berlarut-
larut. :

Dalam suatu negara hukum dan bermasyarakat demokrasi,
eksistensi peradilan, sebagai lembaga dan kekuasaan yudikatif, masth
tetap diakui dan dibutuhkan sebagai katup penekan atas setiap
pelenggaran hukum; tempat terakhir mencari kebenaran dan keadilan;
penjaga kemerdeakaan warga masyarakat dari pelenggaran HAM.

Salah satu penghambat penyelesaian perkara yang cepat dan biaya
ringan, antara lain disebabkan semua jenis perkara apapun dapat
dimintakan upaya hukum seperti banding, kasasi, dan permintaan
peninjauaian kembali. Akibatnya semua perkara mengalami proses yang
panjang dan menumpuk di MA (dalam tingkat kasasi).

Salah satu masalah Kklasik, tetapi tetap relepan dan ramai
dibicarakan ialah sistem “kemandirian” kebebasan kakuasaan kehakiman.
Pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman dan kekuasaan eksekutif,
mempunyai dua sasaran pokok, Pertama, untuk mejamin teralaksananya
peradilan yang jujur dan adil, dan Kedua, agar peraditan mampu berperan
mengawasi semua tindakan pemerintahan.

Berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menimbulkan perubahan
mendasar, baik secara konsepsional maupun secara implemental
terhadap tata cara penyelasaian perkara pidana di Indonesia. Obsesi
adanya kepastian hukum dan keadilan di Indonesia saat ini jauh dari apa
yang diharapkan masyarakat. Kekecewaan masyarakat terhadap praktik
pelaksanaan KHAP sudah sedemikian meluas sehingga saat ini erosi




kewibawaan hukum dan integritas sebagian besar aparatur hukum sudah
mencapai titik dibawah nadir.

Jadi pada pokoknya kakuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk
menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan fungsinya itu maka
sudah sepantasnya bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus;
permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili,
permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap; melakukan pengawasan tertinggi
terhadap perbuatan pengadilan lain, menguji dan menyatakan tidak sah
peraturan perundang-undangan yang berada dibawah undang-undang;
memberikan nasehat dan pertimbangan hukum kepada lembaga-lembaga
tinggi lainya.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Mahkamah Agung {(MA) adalah salah satu pelaksana kekuasaan
kehakiman sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD
1945). Disamping itu Mahkamah Agung, UUD 1945 memberikan kewenangan
kepada pembentuk undang-undang untuk membentuk badan-badan peradilan
lain. Selengkapnya, Pasal 24 UUD 1845 menyatakan sebagai berikut

(1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-
lain badan kehakiman menurut undang-undang.

(2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan
undang-undang.

Apa yang dimaksudkan dengan kekuasaan kehakiman (judicial power)
tidak dijelaskan, selain dikatakan bahwa kekuasaan kahakiman ialah
kekuasaan yang- merdeka, artinya terlepas dari pengaruh “kekuasaan
pemerintah”. Jika yang dimaksud dengan kekuasaan pemerintah itu execitive
power, dapat diartikan bahwa kekuasaan kehakimantidak harus terlepas dari
pengaruh “kekuasaan pmerintah’. Jika yang dimaksud dengan kekuasaan
pemerintah itu executive power, dapat diartikan bahwa kekuasaankehakiman
tidak harus terlepas dari pengaruh legisfatif power. Akan tetapi, dalam
Ketetapan MPR No. IIIMPR1978 Tentang Kedudukan dan Hubungan Tata
Kerja Lembaga tertinggi Negara Dengan atau antara Lembaga-Lembaga Tinggi
Negara, kemudian diartikan tidak hanya terlepas dari pengaruh pemerintah,

melainkan dari pengaruh-pengaruh lainnya.




Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan
Kehakiman, memberikan arti “kekuasaan kehakiman® sebagai berikut :
“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negra yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia.”
Jadi pada pokoknya, kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan untuk
menegakkan hukum dan keadilan. Sesuai dengan fungsinya itu maka sudah
sepantasnya :
1. Bertugas dan berwenang memeriksa dan memutuskan ;
a. Permohonan kasasi.

b. Sengketa tentang kewenangan mengadili.

c. Permohonan peninjau kembali putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuataan hukum tetap.

2. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap perbuatan pengadilan lain.

3. Menguiji dan menytakan tidak sah peraturan perundang-undangan yang
berada di bawah undang-undang.

4. Memberikan nasehat dan pertimbangan hukum kepada lembaga-

lembaga negara lain.

Persoalannya, apakah fungsi Mahkamah Agung-sudah berjalan sebagaimana
mestinya ?.

Pada masa akhir-akhir ini, semakin banyak suara-suara yang dilontarkan,
berupa kritik yang ditujukan terhadap keberadaan, fungsi dan peran pengadilan.
Fungsi dan peran peradilan, dianggap mengalami beban yang terlampau padat
(overloaded). Lamban dan buang waktu (waste of time). Biaya mahal (very

explisive). Atau dianggap terlampau formalistik (formalistic) dan terlamapu




teknis (technically)’, hal ini mengakibatkan penyelesaian perkara (pidana)
menjadi lambat dan berfarut-larut.

Dalam suatu lembaga hukum dan masyarakat demokrasi, eksistensi
peradilan sebagai lembaga dan kekuasaan yudikatif, masih tetap diakui dan
dibutuhkan sebagai katup penekan atas setiap pelanggaraan hukum; tempat
terakhir mencarikebenaran dan kedilan; penjaga kemerdekaan warga
masyarakat dari pelanggaran HAM.

Salah asatu penghambat upaya penyelesaian perkara yang cepat dan
biaya ringan, antara lain disebabkan semua jenis perkara apapun dapat diminta
upaya hukum seperti Banding, Kasési, dan permintaan Peninjauan Kembali.
Akibatnya semua perkara yang tersebar diseluruh pengadilan yang ada di
nusantara ini, menumpuk di Mahkamah Agung (dalam tingkat lasasi). Semakin
meningkat jumlahnya, diperkirakan antara 150-200 % perTahun semakin
membengkak jumlahnya pada tingkat kasasi dan semakin lambat puloa
penyelesaiannya.

Salah 'satu masalah klasik, tetapi relevan dan ramai dibicarakan ialah
sitem “kemandirian” kebebasan kekuasaan kehakiman (the independence of
the judiciary), yang diamanatkan Pasal 24 UUD 1945.

Tuntutan pokok kemandiriian kemerdekaan kehakiman selain dari benar-
benar menegakkan peradilan yang “imparsial” (imparsiality), dalam arti bebas

sepenuhnya dari pengaruh pihak-pihak yang berpekara, juga harus bebas dari

| Robert N, Corley — O Lee Reed, Fundamentals of The Legal Environment of Business, Mc. Graw-Hill
Book Company. New York. 1986, p.54. ‘

2 M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum Buku Kesatu, Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1997, hal. 161. S




pengaruh .dan genggaman eksekutif (independence. from the executive
power).?

Pengadilan sebagai kekuasaan kehakiman, harus merdeka dari
kekuasaan eksekutif. Tujuan utama kebebasan dari pengaruh dan kekuasaan
eksekutif, mempunyai dua sasaran pokok : Pertama, untuk menjamin
terlaksananya peradilan yang jujur dan adil, Kedua, agar peradilan mampu
berperan mengawasi semua tindakan pemerintah.

Perkembangan dunia yang ditandai dengan globa!isaéi dalam kegiatan
ekonomi telah berimplikasi- pada bidang hukum, sehingga terdapat beberapa
peraturan perundang-undangan yang ketinggalan dan perlu disesuaikan.
Integrasi kegiatan ekonomi seperti dalam perjanjian area perdagangan bebas
“ASEAN Free Trade Area (AFTA)", Organisasi Perdagangan Dunfa (World
Trade Organization), serta Asian Pacifik Economic Community (APEC) telah
berimplikasi pada kebijaksanaan pembangunan hukum suatu negara, termasuk
Indonesia.

Globalisasi mengandung -sekaligus dimensi tantangan dan peluang.
Dirasakgn sebagai tantangan, karena berbagai kenyataan yang ada dipandang
belum memadai untuk memungkinkan kita berperan secara wajar dan
memperoleh manfaat dari arus globalisasi tersebut. Tantangan itu tidak hanya
di bidang hukum apalagi hukum ekonomi.

Fenomena globalisasi tidak lagi terbatas pada maslah ekonomi melainkan

mencakup pula bidang-bidang lain seperti isu demokrasi dan hak asasi

® M. Yahya Harahap, Beberapa Tinjauan Permasalahan Hukum Buku Kesat_Citra Aditya Bakti,
Bandung, 1997, hal. 5.
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manusia dan lain-lain isu diluar ekonomi menjadi prasyarat bagi suatu bangsa
untuk turut serta dalam hubungan ekonomi global. Karena itu meskipun penting
kesiapan menghadapi globalisai, tidak cukup sekedar kesiapan ekonomi
ataupun hukum ekonomi, tetapi herus serentak disertai kesiapan lain temasuk
kesiapan politik, sosial, budaya, bahkan hankam.

Sebagai peluang, globalisai memberikan kesempatan yang lebin terbuka
bagi bangsa-bangsa memperoleh bergabagai keuntungan dari proses
globalisasi yang dapat menjadi tumpuan dalam mencapai kemakmuran rakyat.

Dari perspektif diatas, kesiapan dalam rangka globalisasi yang dapat
menjadi tumouan dalam mencapai kemakmuran rakyat.

Dari persfektif di atas, kesiapan dalam rangka globalisi tidak hanya
memerlukan hukum ekonomi. Hkum-hukum di bidang lain juga tidak kalah
penting untuk mendukung hubungan ekonomi global. Dan kesiapan tersebut
tidak hanya terbatas pada materi hukum, melainkan keseluruhan perangkat
hukum.*

Berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang
Hukum Acara Pidana telah menimbulkanperubahan mendasar, baik secara
konsepsional maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian
perkara pidana Indonesia.

Hukum Acara Pidana merupakan peraturan hukum yang mengatur,
menyelenggarakan dan mempertahankan' eksistensi ketentuan Hukum Pidana

(Materieel Strafrecht) guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran




materialatau yang sesuangguhnya.® Tugas untuk mewujudkan dan menemukan
kebenaran material ini merupakan kensekuensi logis dari bagaian Hukum
Publik yang mengatur kepentingan umum, juga sedapat mungkin memberi
perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dengan bertitik tolak bahwa hukum Pidana merupakan bagian dari Hukum
Publik dan hukum yang mempertahankan esensi dari Hukum Pidana, maka
sifat Hukum Acara Pidana tersebut haruslah memberikan kepastian prosedur
dan rasa keadilan baik dari anasir orang yang dituntut maupun dari kepentingan
masyarakat itu sendiri.

Adanya kehendak kalangan pakaf hukulm dan praktisi hukum merevisi
KUHAP dapat dipahami karena dalam kenyataan praktik peradilan pidana,
sering terjadi antara lain, konflik atau kesimpangsiuran pelaksanaan tugas
penyidikan antara kepofisian dan kejsksaan, kekerasan dan penganiayaan
dalam pelaksanaan kepolisian serta kolusi antara aparatur penegak hukum dan
pencari keadilan. Dugaan dan sinyalemen adanya kolusi sampai dengan tingkat
Mahkamah Agung, menunjukan bahwa aturan main yang telah diterapkan
dalam KUHAP telah dilanggar atau "ditafsirkan” sedemikian rupa dengan tujuan
menc.ari kemenangan atas suatd perkara dibalik baju keadilan.

Obsesi adanya kepastian hukum dan keadilan di Indonesia saat ini jauh

dari apa yang diharapkan masyarakat. Kekecewaan masyarakat terhadap

praktik pelaksanaan KUHAP sudah sedimikian meluas sehingga saat ini erosi

4 Bagir Manan, Pembangunan Dan Pembinaan Hukumn Ekonomi Nasional Dalain Globalisasi, makalah
dalam seminar tentang Pendekatan Ekonimi Dalam Pengembangan Sistem Hukum Nasional Dalam

Rangka Globalisasi, Bandung, 30 April 1998, hal 2.




kewibawaan -hukum dan integritas sebagaian beasr aparatur hukum sudah
mencapai titik di bawah nadir.

Ada dua hal mendasar yang melatar belakangi munculnya berbagai
perilaku negatif hukum yang merugikan masyarakat pada umumnya dan
pencari keadilan pada khususnya. Pertama, dengan mengacu kepada program
pembangunan hukum sebagai salah satu sub-sistem di bawah pembangunan
sosial budaya selama du puluh lima Tahun Pelita, masyarakat Indonesia
memang tidak dipersiapkan sepenuhnya untuk menjadi masyarakat sadar
hukum. Konsekuensi penganak tirian tersebut tercermin dari persepsi dan
perilaku masyarakat pencari keadilan dan juga aparatur penegak hukum yang
berada dalam tahap bagai mana memenangkan perkara, bukan bagaimana
menengakka kebenaran dan mencapai keadilan. Bagi masyarakat (termasuk
penasehat hukum), keadilaﬁ identik dengan keberhasilan memenahgkan suatu
perkara yang dihadapi/ditangani. Jadi, prinsip WIN-LOSE menjadi penting dan
atas dasar PRINSIP WIN-LOSE inilah biasanya dan pada umumnya para pihak
akan selalu mencari jalan apapun untuk memenangkan perkaranya, antara lain
dengan memanfaatkan peluang yang diperbolehkan menurut KUHAP (banding
atau kasasi atau PK) sekalipun menurut analisis hukum, resiko kalah sudah
tampak transparan, dan memanfaatkan kelmahan integritas aparatur penegak
hukum dan mengedepankan kolusi.®

Berkaitan dengan benturan tersebut perlu menjadi perhatian para teoritis

hukum dan praktisi hukum Indonesia tentang posisi kepastian hukum dan

3 Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana Sglatu Tinjauan Klhwsus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan
Putusan Peradilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 4. T




keadilan dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Perlu adanya
perubahan di dalam pemahaman tentang kedua hal tersebut, yaitu soal hukum
seharusnya dipandang bukan sebagai tujuan akan tetapi sebagai landasan
berpijak dalam pelaksanaan sistem berpijak dalam pelaksanaan sistem
peradilan, sedangkan soal keadilan merupakan tujuan akhir dari keberadaaan
hukum dalam mengatur kehidupan masyarakat. Pemahaman seperti ini
memungkinkan disatu sisi, keadilan yang hendak dicapai cleh suatu hukum
adalah keadilan yang berada tetap d_alam rambu-rambu hukum yang berlaku,
dan disisi lain, pemakaian asas kapastian hukum tetap berada dalam
kerangka untuk menemukan keadilan. ”

Di sisi lain, bagi aparatur penegaka hukum, prinsip efisiensi dalam

penanganan suatu kasus merupakan target utama yang tidak dapat ditawar-

tawar (ultimate targef) sehingga dalam proses penyelidikan, penuntutan dan

pemeriksaan dimuka pengadilan, diperoleh petunjuk, pola sikap dan perilakuy,
“lebih cepat terungkap dan selesai, lebih baik, atau lebih cepat disidangkan dan
diputus, lebioh baik”. Prinsip ini telah menjiwai pelaksanaan tugas kepolisian
sejak lama dan dianut hampir disemua negara. Prinsip ini menghandaki agar

crime clearance setinggi-tingginya dan crime rate serendah-rendahnya.

6 Romli Atmasasmita, Hak Asasi dan Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung, 1997, hal. 3-4.

7 Romli Atmasasmita, Pemikiran Konseptual Mengenai Kerangka Peningkatan Kualitas Penegakan
Hukum Di Dalam Proses Peredilan, makalah dalam Seminar — Loka Karya “Penertiban dan
Peningkatan Kualitas Profesi Penegak Hukum Indonesia”, Tanggal 22 s/d 23 April 1998, Auditorinm
Departemen Kehakiman R1, J akarta. :




Muladi® menegaskan bahwa di dalam sistem peradilan pidana perlu
dibedakan antara sinkronisasi struktural, substansial dan sinkronnisasi kultural.

Sinkronisasi diartikan sebagai keserampakan dan keselarasan dalam
hubungan antar lembaga penegak hukum di dalam mekanisme administrasi
peradilan.

Sinkronisasi substansial diartikan sebagai keserampakan baik secara
vertikal maupun dalam konteks dengan hukum positif yang berlaku, sedangkan
sinkronisasi kultural mengandung arti, untuk selalu serempak/sefaham di dalam
menghayati pandangan-pandangan, -sikap-sikap, dan falsafah yang mendasari
jalannya sistem peradilan.

Di dalam praktjk peradilan di Indonesia keserempakan sebagaimana
diuraikan Muladi tersebut sebelum dilaksanakan secara efesien karena antara
lsin faktor sinkronisasi substansial yaitu belum ada keselarasan antara undang-
undang instasional yang berlaku seperti UU Kepolisian Nomor 28 Tahun 1997
dan UU Kejaksaan Nomor 5 Tahun 1991, begitu pula UU hukum Acara Pidana
Nomor 8 Tahun 1981 terbukti saat ini belum memberikan kepastian hukum bagi
aparatur penegakhukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
Disamping faktdf tersebut, faktor arogansi kekuasaan sektoral pada kedua

instansi tersebut masih dominan dan pengaruhnya masih kuat sekalipun

pimpinan kedua lembaga tersebut berupaya akhir-akhir ini untuk mengakhiri

sikap mental seperti itu. Faktor arogansi sektoral ini merupakan belum ada

® Muladi, Kapita Selekta Sistemn Peradilan Pidana, Badan Réne_rbitan Universitas Diponogoro, Semarang,

1995, hal I. -
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keserempakan dan keselarasan struktural antara lembaga penegak hukum di
Indonesia.

Biasanya dalam penerapan KUHAP tersebut akan semakin tinggi, baik
dari segi intensitas dan kualitasnya jika faktor kepentingan politik sudah
merasuki aparatur penegak hukum. Apabila palitik telah juga menjadi panglima
dalam proses peradilan peradilan di Indonesia maka disinilah saat keruntuhan
suatu negara hukum yang pada gilirannya akan menjadi negara anarki. Hukum
dan kekuasaan sesunggguhnya bukan untuk dipertentangkan, meleinkan
seyogyanya berpasangan. Dari titik tolak inilah kita semua termasuk birokrat
dan aparatur penegak hukum, bukan berdasarkan kekuasaan belaka, secara
layak dan proporsional. |

Demikian pula halnya didalam negar-a yang berdasarkan atas hukum.
Dengan kakuasaan kehakiman yang merdeka, setiap orang akan mendapat
jaminan bahwa pemeriniah atau penyelanggara akan bertindak sesuai dengan
hukum yang berlaku dan dengan hanya berdasarkan atas hukum yang berlaku
itulah kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebasa memutuas suatu perkara
(pidana).

Keterkaiatan kekuasaén kehakiman  yang merdeka- dalam
penyelenggaraan pemerintahan telah menimbulkan fungsi kontrol kekuasaan
kehakiman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Fungsi kontrol ini berupa
kewenangan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menilai keabsahan

secara hukum tindakan atau perbuatan penyelenggara negara/pemerintahan.
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Berdasarkan konsep-konsep kehakiman yang merdeka, negara yang
berdasarkan sistem konstituasi dan negara yang berdasarkan atas hukum
itulah, pengkajian dan penelitian tentang Fungsi Dan Peranan Mahkamah
Agung Dalam Hal Terjadi Penyimpangan Di Dalam Prakiek Hukum Acara
Pidana Di indonesia perlu dilakukan.

B. Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang diatas maka permasalahan pokok dalam
penelitian ini difokuskan terhadap tiga masalah pokok, yaitu :

1. apakah fungsi. dan peranan Mahkamah Agung saat ini berjalan
sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ?

2. bagaimana fungsi dan peranan Mahkamah Agung sebagai Pengadilan
Negara Tertinggi dalam hubungannya dengan lembaga peradilan
lainnya ?

3. faktor-faktor apakah yang dapat mendorong atau menghambat
Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi dan peranannya.

C. Tinjauan Pustaka.

Hingga saat ini pengertian tentang rechtsstaat, rule of law, dan negara
hukum (negara berdasarkan atas hukum) masih teris berkembang Hal ini
dlkarenakan cita negara hukum merupakan suatu pemiklran manusia tentang
konsep bernegara yang tidak terlepas dari pengaruh suatu kondisi tertentu,
yang melatar belakangi pemikiran-pemikiran para pencetusnya. Sejarah dan
perkembangan masyarakat di setiap negara berbeda-beda satu sama lain. Oleh

karena itu pengertian dan unsur-unsur negara rechtsstaat, rufe of law, dan

negara hukum pun berbeda pula. Selain itu pula pandangan bernegara ataupun
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teori bernegara ataupun bangsa tidak teriepasi dari pandangan hidup dari

bangsa yang bersangkutan. Pandangan hidup suatu bangsa inilah yang
menyebabkan pandangan bernegara dari bangsa berbeda dengan bangsa
tainnya. Disamping itu, lingkungan alam dan budaya suatu negara turut pula
mempengaruhi pandangan bernegara.

Berdasarkan hal diatas dapat dikatakan bahwa secaraformal istilah negara
hukum dapat disamakan dengan rechisstaat atau pun rufe of law, mengingat
ketiga istilah tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah
kekuasaan absolut demipengakuan dan perlindungan hak asasi. Perbédaannya
terletak pada arti material atau isi dari ketiga istilah tersebut yang digebabkan
oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.

Apabila ditelusuri munculnya negara hukum, hal tersebut merupakan
reaksi terhadap pemikiran kekuasaan absolut, terutama dengan adannya
kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Kesewenangan tersebut m_enggugah
mereka yang berfikir idealis untuk merumuskan suatu cita kenegaraan yang
lebih baik, atau pun mungkin lebih manuéiawi daripada konsep atau bentuk
kenegaraan sebelumnya.

Dalam kepustakaan Indonesia, istilah negara hukum merupakan
terjemahan langsung dari rechtsstaat. Hal yang sama juga dikumukakan oleh
Notohamidjojo, yang berpendapat bahwa : “dengan timbulnya gagasan pokok
yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi dari abad 1X itu, maka timbul juga

istilah negara hukum atau rechtsstaat.”

? 0. Notohamidjojo, Maka Negara Hukun, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, llm. 27.
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Sumrah dalam kertas kerjanya yang disampaikan pada Seminar Hak-hak
Asasi Manusia pada September 1967, mengatakan :

“Yang sudah kenal lama adalah pengertian rechtsstaat, atau negara

hukum atau untuk meminjam kata-kata dalam penjelasan Undang-

Undang Dasar 1945, negara yang berdasarkan hukum.”'°
Sefain ifu, Yamin juga berpendapat, bahwa :
“Republik Indonesia adalah suatu negara hukum (rechtsstaat, government
of laws) tempat keadilan yang berlaku, bukanlah negara polisi dan prajurit
memegang kekuasaan pemerintahan dan keadilan, bukaniah pula
kekuasaan (machtsttaat) tempat tenaga senjata dan kekuasaan dan
kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”"!
Dari pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa rechtsstaat sama
dengan negara hukum.

Selain istilah rechtsstaat, di Indonesia dikenal rule of law yang diartikan
sama denga negara hukum. Pendapat ini antara lain dikemukakan oleh
Sunaryati Hartono, yang mengatakan : “Oleh sebab itu, agar tercipta suatu
Negara Hukum yang membawa keadilan bagi" seluruh rakyat yang
bersangkutan, Pengakuan “The Rule of Law” itu harus diartikan dalam artian
yang material.”"2

Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan rechtsstaat
ataupun rule of law, mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai tujuan vang

sama, yaitu untuk mencegah kekuasaan absolut demi -pengakuan dan

perlindungan hak asasi. Perbedaannya terletak pada unsur-unsur rechtsstaat

19 Sumrah., Penegak Hak AsasiManusia Ditinjau dari Pelaksanaan Rule of Law. Alumni, Bandung,
1963, him. 27.

'' M. Yamin Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia, Jambatan, Jakrta. 1962, hml. 72.

12 Sunarjati hartono, Apakah The Of Law itu, Alumni, Bandung, 1976, hlm. 35.
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dan rule of law, juga pada arti materil atau isi dari ketiga istilah tersebut yang
disebabkan oleh latar belakang sejarah dan pandangan hidup suatu bangsa.

Di Indonesia istilah tersebut mempunyai padanan kata sebagai negara
atas hukum, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar
1945, atau negara hukum sebagaimana terdapat dalam Konstitusi RIS 1949
dan Undang-Undang Dasar 1950. Namun yang utama di sini adalah bukan
soal istilah, akan tetapi sampai sejauh manakah pemikiran tentang negara
hukum terwujud dalam sistem hukum Indonesia ?

Untuk mengkaji apakah Indonesia menerapkan cita negara hukum, paling
tidak secara formil, kajian uatama lebih ditekankan pada Undang-Undang
Dasar baik Undang-Undang Dasar 1945, konstituante RIS, dan Undang-
Undang Dasar Sementara 1950.

Didasarkan -pada Undang—Uﬁdang Dasar 1945, tidak ditemukan istilah
negara hukum, atau paling tidak tidak dirumuskan secara tegas namun
demikian didalam Sistem Pemerintah Negara, kunci pokok disebutkan bahwa
“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas
belaka (machtsstaat)’. Apabila dilihat kalimat diatas , dapat diindikasikan bahwa
pengertian negara berdasarkan hukum identik dengan negara hukum. Hal ini
disebabkan kata rechtsstaaf, didalam kurung, yang dapat diartikan -bahwa
istilah negara hukum di Indenesia indentik dengan istilah negara berdasarkan
hukum.

Mengklasifikasikan suatu negara, negara hukum atau bukan tidaklah

semata-mata tergantung pada dirumuskan atau tidaknya dalam Undang-




15

Undang Dasarnya, yang lebih utama adalah ada- atau tidaknya unsur-unsur
sebagai persyaratan kelengkapan suatunegara hukum.

Dalam konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950,
perumusan negara hukum dirumuskan secara tegas. Hal ini dapat dilihat dalam
Mukadimahnya yang berbunyi .

“Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh Tahun lamanya
bersatu padu dalam memperjuangkan kemerdekaan, dengan senantiasa
berhati tegun berniat menduduki hak hidup sebagai bangsa merdeka
berdaulat.

Kini dengan berkat rahmat Tuhan telah sampai kepada tingkatan sejarah
yang berbahagia dan Iluhur. Maka dengan ini kami menyusun
kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang berbetuk republik
federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, peri-
kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.

Untuk mewujudkan kebahagian kesejahteraan perdamaian dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia Merdeka
yang berdaulat sempurna.” '

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS dinyatakan : "Republik Indonesia
Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi
dan berbentuk federasi “. Secara formil dan harfiah tidak dapat diragukan lagi
bahwa negara RIS adalah negara hukum karena dirumuskan secara tegas
dalam konstitusi RIS.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950 didalam Mukadimahnya
menyatakan :

“Maka demi ini kami menyusun suatu piagam kami yaitu dalam suatu

piagam negara yang berbentuk Republik Kesatuan, berdasarkan

pengakuan ke-Tuhan Yang Maha Esa, Perikemainusian, Kebangsaan,

Kerakyatan dan Keadilan sosial, untuk mewujudkan Kebahagiaan,

Kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan dalam masyarakat dan
negara hukum Indonesia Merdeka yang berdaulat sempurna.”
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Perumusan itu dipertegas lagi di dalam Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan
. “ Republik Indonesia yang merdeka yang berdaulat ialah suatu negara hukum
yang demokratis dan berbetuk kesatuan”.

Dari uraian diatas, baik konstitusi RIS 1949 maupun Undang-Undang
Dasar Sementara 1950, nagara hukum disebutkan secara tegas. Berbeda
dengan Und_ang-Undang Dasar 1945, baik dalam penjelasan maupun batang
tubuh Undang-Undang Dasar tersebut tidak ditemukan kata negara hukum.
Namun demikian didalam sistem pemerintahan negara yang termuat didalam
penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa : * Negara
indonesia berdasarka atas hukum (rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan
belaka {machtsstaat).

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik pembukaan maupun pasal-

' pasalnya, akan ditemukan unsur-uinsur negara hukum menurut konsep Eropa

Kontinental (rechtsstaat) dan Unsur-unsur negara hukum menurut konsep
Anglo Saxon (rufe of law).

Menurut infernational Commision Of Jurist dalam komperensi di Bangkok
pada Tahun 1965 mengemukakan syarat-syarat negara hukum menurut konsep
rule of law sebagai berikut :

1. adanya proteksi konstitusional;

2. andanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;

3. adanya pemilihan umum yang bebas;

4. adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;

5. adanya tugas oposisi;
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6. adanya pendidikan civic.

Mencermati unsur-unsur negara hukum segaimana telah dikemukakan
terdapat beberapa unsur yang esensial yang harus ada dalam mementukan
apakah suatu negara layak disebut negara hukum atau tidak. Unsur-unsur
tersebut adalah : protekti k'onstitusional atau jaminan tetrhadap hak asasi,
pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan hukum, dan peradilan yang
bebas tidak memihak.

Unsur pemerintahan berdasarkan atas undang-undang (rehtmatigheid van
het bestUUr) dikenal Sebagai asas legalitas merupakan unsur ketiga dari
negara hukum liberal. Di Jerman dikenal dengan Grundsatz Jder

gesetzmassigkeit der ververwaltung yang merupakan unsur utama

‘Rechtsstaats. Unsur ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan kebebasan

rakyat dengan cara membatasi kekuasaan pemerintah sebatas yang telah
ditetapkan dengan undang-undang. Pada waktu pertama dicetuskan hal ini
memang tidak menjadi masalah, karena tugas negara pada waktu itu masih
sederhana. Tetapi dalam perkembangannya kemudian telah menyebabkan
pembentukan Undang-undang selalu ketinggalan. Hal ini membawa akibat
pemerintahan menjadi kaku, tidak dapat turut campur dalam hal yang belum
atau tidak diatur oleh undang-undang, karena tidak semua hal dapat tercakup
dalam undang-undang, maka tindakan pemerint_ah menjadi terbatas, sehingga
tidak dapat memenuhi apa yang menjadi tujuan dari negara hukum. Oieh
karena itu asas ini kemudian diperlonggar dari pemerintahan berdasarkan

undang-undang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum. Hukum lebinh luas
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dari pada undang-undang dengan asas ini pemerintah mempunyai kekuasaan
lebih luas dalam keikut-sertaannya menciptakan atau memcapai kemakmuran,
yaitu sejauh tidak melanggar hukum, maka tindakan pemerintah dianggap
diperkenankan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam UUD 1945 unsur pemerintahan berdasarkan hukum tidak diatur
secara tegas, artinya secara harfiah tidak ditemukan, namun’ tidak berarti
bahwa UUD 1945 tidak mengatur unsur ini. Yang ditemukan ialah pada
pembukaan UUD 1945 pada alenia 4, yang bunyinya :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara

Indonesia yang melindingi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

darah Indinesia dan untuk memajukan Kkesejahteraan umum,

mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangasaan Indonesia itu dalam
suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia’.

kalimat tersebut menunjukan bahwa pemerintahan Indonesia diatur dalam
suatu Undang-Undang Dasar yang menjamin bangsa dan negara Indonesia
hidup sejahtera. Selain itu juga dalam Penjelasan UUD 1945 tentang Sistem
Pemerintahan Negara disebutkan bahwa, pemerintahan berdasarkan atas
sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuatan yang tidak
terbatas). Hal ini berarti bahwa pemerintahan Indonesia diatur berdasarkan
hukum.

Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan kehakiman atau -
kekuasaan pengadiian dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung (MA) dan
lain-lain badan Kehakiman menurut undang-undang. Selanjutnya dalam

penjelasan kedua pasal tersebut, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman
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marupakan kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh
Kekuasaan Pemerintah. Berhubungan dengan hal itu harus diadakan jaminan
di dalam undang-undang tentang keduduka para hakim.

Adanya penjelasan terhadap Pasal 24 dan Pasal 25 UUD 1945 kemudian
diatur lebih lanjut dengan ‘Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kahakiman. Menurut Pasal 1 undang-
undang tersebut, Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan berdasarkan pancasila, demi terse!enggaranya negara hukum

Republik Indonesia. selanjutnya dalam pasal 4 dinyatakan, bahwa Peradilan

dilakukan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Peradilan

dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan. Segala campur tangan
dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain diluar Kekuasaan Kehakiman
dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam Undang-Undang Dasar.
Selain adanya penegasan terhadap kedudukan Kekuasaan Kehakiman
dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, juga ditentukan
kemungkinan tentang Mahkamah Agung (MA) sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi dalam negara melakukan hak menguji materil. Hal tersebut terlihat
dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan :
“Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua
peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-
undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi”.

Pasal 26 ayat (2) :




20

‘Putusan tentang peryataan tidak sahnya peratuaran perundang-
undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan
dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan yang
dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang
bersangkutan”.
Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 maupun Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 dapat disimpulkan, bahwa unsur keempat
negara hukum vyaitu adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak,
terdapat dalam negara Republik Indonesia.

Dalam melakukan kajian secara teoritik terhadap Mahkamah Agung (MA)
sebagai salah satu badan penyelenggara negara dibidang kekuasaan
kehakiman dalam perkembangan praktek hukum acara pidana di Indonesia;
bisa dikaitannya dengan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sebab,
pertama, asas kakuasaan kehakiman sudah diterima sebagai salah satu sendi
penyelenggaraan negara Indonesia merdeka. Kedua, asas kekuasaan
kehakiman yang merdeka hampir selalu tercantum dalam undang-undang yang
mengatur kekuasaan kehakiaman yang dianuat kemudian."

Penerimaan asas kakuasaan kehakiman yang merdeka tersebut tidak
dapat dipisahkan dari asas bahwa negara Indonesia adalah negara yang
berdasarkan atas hukum. Namun pemahaman yang lebih kontekstual terhadap

kekuasaan kehakiman yang merdeka bersumber dari doktrin trias politica yang

dikemukakan oleh Montesquieu yang memisahkan kekuasaan yang ada

13 Kecuali Undang-undang No. 19 Tahun 1964 yang secara nyata menyimpangi asas kekuasaan
kehakiaman yang merdeka sebagai sendi peyelenggaraan negara yang ditegaskan dalam UUD 1945,
Lebih Ianjut libat Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, 1995, LPPM-Unisba,
Bandung, him 2.

14 Lihat Montesque, The Spirit of the Law,(translated by Thomas Nugent),Hafner Press, New York, hlin.
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pada negera kedalam tiga cabang kekuasaan ; legislatif, aksekuiif dan
yudikatif.14 Ketiga. cabang kekuasaan itu terpisah baik secara kelembagaan
maupun fungsinya masing-masing. Pemisahan kekuasaan itu penting artinya
dalam rangka mencegah pemupukan kekuasaan pada satu tangan yang
sekaligus mengandung makna adanya pembatasan kekuasaan.

Kendatipun doktirn Trias Politica ini diakui tidak pernah dapat dilaksanakan
semurni ajarannya, namun asas kekuasaan kahakiman yang merdeka tetap
dipertahankan oleh banyak negara dewasa ini, karena asas kekuasaan
kehakiman yang merdeka dipandang sebagai suatu pilar untuk mencegah
penyelenggara negara atau pemerintah bertindak secara sewenang-wenang
dan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap kebebasan. Hanya
kekuasaan kehakiman yang merdeka dapat mencegah peianggaran atas
pembatasan kekuasaan yang ditentukan-dalam konstitusi

Dalam hubungan ini, Maurice Duvenger'® menyatakan bahwa untuk
mewujudkan konstitualisme itu diperlukan adanya seperangkat peraturan untuk
menentukan ‘hak—hak penguasa dan pembatasan hak tersebut pelaksanaanya
dilindungi oleh kekuasaan kehakiman yang merdeka. Kontrol semacam ini oleh
Maurice Duvenger disebut “kontrol jurisdiksional” dan yang terpenting
diantaranya adalah konstitusi. Kontrol yurisdiksional yang lengkap harus

meliputi dua hal : Pertama, kontrol atas sah tidaknya tindakan-tindakan

15 Maurice Duvenger, Les Regimes Politics, dialih bahasakan oleh Suwiryadi, Teori dan Praktek Tafa
Negara, Pustaka Rakyat, tanpa Tahun, hlm.60-61. T
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eksekutif agar tercegah pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif terhadap
undang-undang yang dibuat oleh parlemen.

Kedua, Kontrol agar peraturan tidak menyimpang dari konstitusi, suatu
cara untuk mencegah agar parlemen tidak melanggar penetepan-penetapan
konstistusi.

Bagi Maurice Duvenger, kedua hal itu sama pentingnya. Tanpa kontrol
keduanya, Undang-Undang Dasar akan kehilangan asasnya. Sama hainya
dengan hukum yang tidak ada artinya kalau tidak ada pengadilan untuk
menjaga penghormatan terhadap hukum tersebut. Sebab, apabila keadaannya
seperti ini, baik Undang-Undang Dasar maupun aturan-aturan hukurﬁ lainnya
akan manjadi rangkaian kata-kata mati.'®

Dalam pada itu, jaminan perlindungan atas kebebasan merupakan ciri dari
negara hukum. M. Scheltema menyebutkan bahwa setiap negara berdasarkan
atas hukum mempunyai empat asas utama yaitu : asas kepastian hukum (het
rechtzekerheidsbeginsel), asas persamaan (hef gelijkheidsbeginsel), asas
demokrasi (het demokratischebeginsel), dan asas bahwa pemerintah dibentuk
untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat (het beginsel van de diemende
overheid, government for the people).’” Dalam hubungannya dengan
kekuasaan kehakiman yang-merdeka, Scheltema menegaskan bahwa :

“Penyelasaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang
merdeka {(hakim yang bebas), merupakan dasar bagi berfungsinya sistem

' Tbid

17 M. Scheltema, De rechsiaat, dalam J.W.M.Engels(et.al),de Rechtstaat Herdacht, terpetik dalam bagir
Manan, kekuasaan op cit. Lihat juga Azhari, Negara Hukum Indonesia, Suatu Analisis Yuridis
Normatif tentang Unsur-unsurnya Disertasi Program Pasca Sarjana UL, Jakarta, him. 93-94

18 M. Scheltema, Ibid.
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hukum yang baik. Dengan kekuasaan yang merdeka, setiap orang akan
mendapat jaminan bahwa pemerintah akan bertindak sesuai hukum yang
berlaku, dan hanya dengan hukum yang beralaku itulah kekuasaan
kehakiman yang merdeka bebas memutus suatu perkara.” '®
Uraian diatas memperlihatkan adanya beberapa tujuan yang berdasarkan
sifatnya yang terkandung dalam asas kekuasaan kehakiman yang merdeka,
yaitu :

1. Adanya pemisahan kekuasaan kehakiman dalam doktrin Trias politica
diperiukan untuk menjamin dan melindungi kekuasaan individu;

2. Kekuasaan kehakiaman yang merdeka diperlukan dalam negara yang
berdasarkan hukum untuk mencegah penyelenggara atau pemerintah
bertindak sewenang-wenang atau menindas;

3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperluakan dalam negara yang
berdasarkan sistem Konstitusi untuk memjamin asas penyelenggara
negara/pemerintah tidak menyimpang dari batas-batas kekuasaan yang
ditentukan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Dalam konteks negara Indonesia merdeka, Kendatipun dotrin Trias
Politica tidak dianut, namun kekuasaan kehakiman yang merdeka
dipertahankan sebagai sendi penyelenggaraan negara.'® Demikian pulan asas
kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan bagian yang tak terpisahkan

dari asas bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan

berdasarkan atas hukum dan_berdasarkan atas sistem konstitusi.

19 Lihat Sri Soemantri, Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945.Citra Aditya Bakd,
Bandung, 1989, hlm 186-187. Loihat pula Sudiman Hartohadiprojo, Trias Politica Dalam Beberapa
Pikiran Seputar Pancasila, Alunni, Bandung, him 189-190. . o
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Pertanyaan yang muncul kemudian adalah mengenai istilah “merdeka”.
Apa sebenarnya yang arti kata merdeka yang dikehendaki oleh (pembentuk)
UUD 1945 ?

Dalam kamus umum bahasa Indonesia, “merdeka” dapat berarti bebas
(dari penghambaan, penjajahan, dsb); berdiri sendiri (tidak terikat, tidak

). 2 Kemudian timbul

tergantung pada sesuatu yang lain); lepas (dari tuntutan
pertanyaan lagi, apakah merdekal sama dengan bebas (dari pengaruh
kekuasaan pemerintah) ? Apabila hanya bebas dari pengaruh pengaruh
pemerintah saja, apakah lembaga lain dapat mempengaruhi sehingga menjadi
tidak merdeka atau bebas lagi ? |
“Kekuasaan pemerintah” tersebut tidak semata-mata kekuasaan
eksekutif tetapi meliputi juga kekuasaan lainnya yaitu : kekuasaan MPR, DPR,
DPA, BPK, dan kekuasaan ekstra justisial lainnya.®® Dengan demikian,
sekalipun MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi di indonesia fetapi
tidak berhak untuk mencampuri masalah peradilan di Indonesia. Demikian pula
lembaga lainnya yang sama-sama berkadudukan sederajat.
Persoalan esensial bagi kemerdekaan dan kebebasan hakim, bukan
sekedar menjamin kemerdekaan dan kebebasan pada saat menjalankan fungsi

yudisial tertentu. Pokok persoalnya adalah menghindari pengaruh kekuasaan

eksekutif secara umum akan melindungi hakim pada setiap saat menjalankan

2 W J.S. Poerwadarrminta, 1982, KUBIPN Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 646

2 Bagir Manan, kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, 1995, Pusat Penerbitan Universitas LPMM —
Universitas Islam Bandung, Bandung hlm. 10— 11

2 Tbid
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fungsi yudisialnya. Dengan demikian, maka untuk kekuasaan kehakiman yang
merdeka teriepas dari campur tangan pemerintah dan pengaruh-pengaruh
lainnya, sebenarnya yang utama terletak pada pribadi hakim yang
bersangkutan, dan tidak semata-mata terletak pada siapa yang
mengangkatnya.

Sekalipun demikian, tidak berati kekuasaan kehakiman dapat bertindak
bebas sebebas-bebasnya atau tanpa batas sehingga menyalahgunakan
kekuasaan dan  bertindak  sewenang-wenang. Untuk  mencegah
penyalahgunaan kekuasaan tersebut, perlu ditetapkan batasan-batasan
tertentu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat kekuasaan
kehakiman.

Adapun pembatasan tergadap kekuasaan kehakiman tersebut, antara lain
:22

1. Hakim hanya memutus menurut hukum.

2. Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan.

3. Dalam melakuakan penafsiran, kontrusi atau mementukan hukum, hakim
harus tetap berpegang teguh pada asas-asas umum hukum dan keadilan
yang umum.

4. Harus menciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak

hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaannya.

2 Tbid
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| Selain kemungkinan penyalahgunaan kebebasan hakim, kekuasaan ekstra
yustisial pun berpengaruh dalam masalah ini. Beberapa hal yang dimungkinkan
dapat mempengaruhi kekuasaan hakim adalah :**

1. Pengankatan hakim dan pemberhentian hakim.

2. Sistem keuangan untuk kekuasaan kehakiman.
Untuk menghilangkan persoalan pertama tersebut, ada dua hal yang dabat

dilakukan, yaitu :

1. Meniadakan tatacara pengangkatan dan pemberhentian hakim dari
lingkup perbuatan administrasi negara. Hakim adalah pegawai negara
tetapi bukan pagawai negeri sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan kepegwaian yang berlaku. Hakim adalah pegawai
negeri yang terlepas dari unsur administrasi negara.

2. Hakim tidak boleh dikenakan tindakan-tindakan atas sutau alasan atau

pelanggaran yang bersifat administratif (sebagai pegawai negeri). Hakim

juga tidak boleh dikenakan apapun atas segala tindakannya dibidang
yutisial.
Sedangkan untuk menghilangkan pengaruh terhadap hakim, dapat
dilakukan dengan cara berikut :
1. Anggaran Tahunan bagi kekuasaan kehakiman {dan lembaga-lembaga
negara diluar aksekutif) ditetapkan secara terpisah dari anggaran

Tahunan pemerintah (eksekitif).

B Ibid
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2. Peyelanggaraan dan pengurusan anggaran kekuasaan .kehakiman
dilakukan sendiri oleh kekuasaan kahakiman tanpa campur tangan
pemerintah.

3. Sistem penggaiian hakim termasuk kenaikannya ditetapkan dengan
undang-undang, bukan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah.

Demikian beberapa hal yang dianggap sebagai kendala yang paling
menonjol dalam bidang kekuasaan kehakiman. Untuk menyelesaikannya tanpa
perlu segera dibuatkan suatu undang-undang baru yang didalamnya mengatur
pengangkatan dan pemberhentian hakim serta masalah keuangannya agar
hakim dapat bertindak merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga
Jain khususnya pemerintah.

Istilah ilmu hukum acara pidana jarang sekali diperkenalkan secara umum.
limu hukum acara pidana sering dianggap sebagai ilmu hukum yang sempit dan
menjadi bagian dari ilmu pengetahuan hukum positip. Bahkan -ada suatu
pendapat bahwa hukum acara pidana tidak dapat diperlajari sebagaiman
lazimnya sebagai ilmu, karena berkedudukan sebagai hukum pelengkap
terhadap hukum pidana materiil, sedangkan hukum pidana itu sendiri sekedar
hukum sanksi belaka kerena berfungsi mempertahankan. norma yang berada
diluar hukum yang berdiri sendiri.

Van Bemmelen berpendapat bahwa ilmu hukum acara pidana ialah
mempelajari pereturan-peraturan yanmg diciptakan oleh negara karena ada

dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang hukum pidana.®*

 Van Bemmelen, Strafvoldering, Leerboek v.h. Nederlandse strafrecht, s’Gravenhage Martinus Nuhoff,
1950, him. 1.
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Mengapa disebut ilmu hukum pidana ? perkembangan hukum acara
pidana teflah menyangkut ruang lingkup banyak hal yang harus dipelajari yakni
meliputi aturan hukum tetang wewenang alat ﬁegara penegak hukum, tindakan
penyidikan-penyidikan untuk mengumpulkan bahan-bahan bukti, wewnang
melakukan penangkapan/penahanan, tindakan penuntutan denQan surat
dakwaan, pemeriksaan sidang untuk pembuktian sebagai bahan keputusan,
penerapan hukun dengan - penetapan/putusan, berbagai upaya hukum dan
pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan tetap. Berbagai bidang
kegiatan yang terdapat dalam hukum acara pidana tersebut masing-masing
dapat dipelajari tersendiri karena setiap bidang kegiatan proses perkara pidana
dapat tumbuh obyek, metoda, sistematika dan pengertian khususu tersediri.

Perkembangan ilmu hukum acara pidana sudah meliputi bagian hukum

acara pidana formil dan hukum acara pidana materiil. Hukum acara pidana
formil dimaksudkan berbagat aturan hukum yang meliputi tata beracara perkara
pidana, dan hukum acarapidana materiil dimaksudkan segala aturan hukum
tentang -sistem, beban, alat-alat dan kekuatan pembuktian serta sarana ilmu
pengetahuan yang mendukung pembuktian.
Kegiatan berperkara pidana dengan tata acara dan pembuktian yang
sedemikian itu menyebabkan materi yang terkandung dalam hukum acara
pidana sangat luas. *

Pandangan yang luas hukum acara pidana itu beranggapan bahwa hukum

acara pidana mempunyai dasar norma-norma tersendiri, bahkan dari susunan

2> Bambang Poernomo, Pokok Tata Cara Peradilan Pidana Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1985, him. 3-
4. :
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serta subtansi hukum acara pidana mengandung struktur ambivalensi dari segi
perlindungan manusia bersegi majemuk dari segi kewenangan alat
perlengkapan negara dalam rangka usaha mempertahankan pola integrasi
kehidupan bermasyarakat. llmu hukum acara pidana yang dipelajari secara iuas
itu tidak dapat terlepas dari pengaruh perkembangan hukum sebagai subsistem
| 26

budaya sosia

Sebaliknya pandangan tentang hukum acara pidana yang Kklasik

menganggap sebagai aturan hukum pelengkap dari penerapan hukum pidana

atau berarti hukum acara pidana hanya sebagai pasangan hukum sanksi. .

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa peraturan hukum acara pidana memang
menciptakan peraturan hukum akan tetapi sulit untuk disebut mengandung
norma hukum.? Hukum acara pidana itu merupakan peraturan hukum yang
tidak mengandung norma hukum yang berisikan suruhan dan larangan.
Pandangan hukum acara pidana yang demikian itu tumbuh berdasarkan
anggapan tetang norma hukum itu harus memuat suatu pehilaian mengenai
baik buruknya perbuatan tertentu, sebab norma hukum itu pencerminan
kehendak masyarakat untuk membuat pilihan antara perbuatan yang mana
menurut hukum dan tidak menurut hukum.

Tujuan dan tugas ilmu hukum acara pidana pada dasarnya searah dengan
tujuan dan tugas ilmu hukum pada umumnya, yaitu mempelajari hukum untuk

tujuan kedamaian yang, meliputi ketertiban (orde) dan ketenangan (rust) dan

% Bambang Poemnomo, Pola_dasar Teori-Asas Hukum Acara Pidana Dan Penegakan Hukuwm Pidana,

Liberty, Yogyakarta, 1993. hlm. 25.
2" Satjipto Rabardjo, lmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, him. 68, 73.
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untuk memberika kepastian dalam hukum (zekerheid) dan keadilan hukum
(billiikheid). Sehubungan dengan tujuan dan tugas umum tersebut, hukum
acara pidana mempunyai kekhususan untuk sedapat mungkin tidak hanya
tertuju pada penyelidikan dan penuntutan perkara sebagai usaha penerapan
norma hukum dan sanksi pidana saja, melainkan untuk menetapkan dalam hal-
hal tertentu tidak perlu menerapkan hukum pidana yang antara lain
berdasarkan azas opportunitas, menutup perkara demi kepentingan hukum,
penyampingkan acara ringan, alasan pembenar, alasan pemaaf dan alasan
tidak meneruskan perkara yang lainnya tidak melalui saluran tatanan hukum
acara pidana (misainya : kerangka, meninggal, bukti kurang dan sebagainya).

Dengan demikian tugas atau fungsi dalam hukum acara pidana melalui
alat perlengkapannya ialah (1)--untuk mencari dan menemukan fakta menurut
kebenaran, (2) mengadakan penunuttan hukum dengan tepat, (3) menerapkan
hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan, dan {4) melaksanakan
keputusan secara adil.

Di bidang hukum acara pidana pertumbuhan teori hukumnya dapat
ditemukan dari suatu pandangan hukum acara pidana, dan dari praktek hukum
acara pidana. Teori hukum acara pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian
yakni teori dasar mengenai konsep-konsep hukum, dan spekulatif mengenai
persoalan hukum yang menjadi masalah dalam masyarakat.

Mempelajari dan menetapkan suatu teori dalam hukum acara pidana tidak
dapat terlepas dari sistem hukum atau tata negara yang berlaku dalam

masyarakat termasuk perubahan-perubahan mengenai struktur, subtanst dan
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kultur hukumnya. Strukltur hukum yang menyangkut tentang pembuatan
hukum, badan peradilan dan lain-lainnya yang berhubungan dengan
pengadaan hukum atau proses hukum yang dijalankan. Sedangkan subtansi
hukum yang ada dan disusun sebagai hukum yang dibuat/buatan manusia
dengan norma-norma yang bersifat relatif untuk bisa berubah nilai-nilainya dan
dirubah untuk kepentingan kemanfaatan manusia (ufilitarian) dalam mencapai
kesejahteraan hidup bermayarakat. Sub-sistem budaya dalam sistem budaya
dalam masyarakat atau bangsa ikut menetukan struktur hukum dan subtansi
hukum sebagai unsur kultur hukum dari tata hukum dalam masyarakat atau
bangsa yang bersangkutén. Selanjutnya teori dalam hukum acara pidana terkait
dengan kesadaran hukum yang akan menetukan sikap kepatuhan terhadap
pelaksanaan hukum yang beriaku.

Dengan alasan kedua kaitan hukum antara teori hukum dengan praktek
hukum dan kesadaran hukum seperti tersebut diatas yang harus menjadi teori
dasar dalam hukum acara pidana, maka landasan pola perilaku bagi para
petugas pelaksana penegakan hukum dan para pihak yang berkembang dalam
penerapan hukum (pidana) harus berdasarkan keterpaduan antara teori
paksaan {dwang theorie) dan teori persetujuan (consensus theorie).

Selanjutnya atas dasar teori paksaan dan teori persetujuan -sebagai
landasan pengguanaan hukum, maka hukum acara pidana menjadi sarana

(instrumen) untuk mengendalikan masyarakat dan sekaligus penggerak sosial

 sesuai dengan tujuan hidup bermasyarakat. Teori paksaan berhubungan

dengan hukum pengendalian sosial yang melibatkan wewnangan dan
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kakuasaan oleh hukum acara pidana yang tujuannya ke arah ketenangan dan
ketertiban masyarakat yang terganggu karea akibat perbuatan melanggar
hukum pidana. Teori persetujuan berhubungan dengan hukum untuk
perlindungan masyarakat dan sekaligus melindungi manusia sebagai individu
yang melibatkan hak asasi manusia yang harus terjamin dalam penerapan
hukum pidana.

Dengan demikian aspek positip dari sifat hukum paksaan dan persetujuan
dipadukan menjadi teori hukum acara pidana Indonesia yakni, teori integratif
yang didasarkan pertimbangan bahwa jiwa keseimbangan bersumber dari
hukum adat kebiasaan dan pandangan hidup (way of fife), keselarasan,
keserasian dan keseimbangan masyarakat Indonesia, dapat menjadi landasan
teori di bidang pandangan hukum acara pidana Indonesia pada masa Kkini
berlandaskan teori integratif karena alasan yuridis sosiologis dan yuridis
filosofis.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. untuk mengetahui dan mengkaiji fungsi dan peranan Mahkamah Agung
sudah berjalan secara mestinya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, mengingat akhir-akhir ini pandangan
masyarakat terhadap lembaga Mahkamah Agung atau peradilan kurang
baik bahkan kesannya negatif

2. untuk mengatahui fungsi dan peranan Mahkamah Agung sebagai

Pengadilan Negara Tertinggi dalam hubungannya dengan lembaga
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peradilan lainnya, sehingga secara jelas bagaimanakah hubungan
antara sesama {embaga tinggi negara tersebut dalam berkehidupan
berbangsa dan bernegara.

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau menghambat
Mahkamah Agung dalam menjalankan fungsi dan peranannya tersebut.
Sedangkan kegunaannya, secara teoritis diharapkan dapat
memberikan kontibusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu
hukum pidana, khususnya bagi hukum acara pidana di Indonesia.
Secara praktis, diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada
pemerintaha mengenai kedudukan, tugas fungsi dan peranan
Mahkamah Agung, yang dapat digunakan sebagai salah satu bahan
dalam pengembangan hukum sistem nasional, khususnya dalam
rangka penyempurnaan peraturan perundang-undangan mengenai
kekuasaan kehakiman dan Mahkamah Agung, begitu pula bagi
apafatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, serta para
pihak yang berkompeten dalam melaksakan proses persidangan
perkara pidana.

E. Metoda Penelitian.

Metoda merupakan suatu cara kerja untuk dapat menyelesaikan suatu
permasalahan pokok penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, oleh karena
itu diperlukan cara-cara pendekatan yang mampu menghasilkan suatu analisis

yang dapat menjawab permasalahan yang ada.
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Metoda penelitian % yang diterapkan meliputi :
1. Metoda Pendekatan

Untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditentukan sebelumnya,
diperlukan metoda pendekatan yang secara tuntas dapat menjawab
permasalahan yang dimaksud.

Dengan memahami permasalahan yang ada serta metoda pendekatan
yang biasa diprgunakan dalam penelitian bidang iimu hukum, yaitu metode
pendekatan (penelitian) hukum Normatif dan Sosiologis.?®

Dihubungkan dengan ruang lingkup permasalahan yang ada, maka
pendekatan secara normatif atau hukum normatif atau penelitian hukum
diokirinal ini cocok ubtuk diterapkan pada panelitian ini, karena hanya meneliti
data sekunder yabg berkaitan dengan obyek penelitian.

Sesuai dengan bidang kajian yang diteliti, seluruh aspek permasalahan
dalam penelitian ini ditinjau secara yuridis-historis-komparatif. Analisis yuridis
dipergunakan saat menelaah perkembangan prkatek hukum acara pidana di

Indoneia, dalam upaya menggali dasar hukum, serta kondisi-kondisi yang dapat

28 \Metoda Penelitian, adalah sebagai “cara malakukan penelitian”. Penggunaan istilah Metoda Penelitian
harus dibedakan dengan Metodologi Penelitian. Metodologi (Mefodology) dalam arti yang umum
diterima, adalah studi yang logis dan sistematis tentang primsip-prinsip yang mengarahkan penelitian
ilmiah. Dengan demikian. metodologi dimaksudkan sebagai prinsip-prinsip dasar dan bukan scbagai
“methods” atau cara untuk melakukan penelitian. Metodologi dalam arti prinsip dasar infinya terdiri
dari : masalah, tujuan, tinjauan pustaka, kerangka teori (jika ada), dan cara penelitian. Sedangkan cara
penelitian atau “methods” atai desain penelitian yang intinya terdidi dari bahan, alat, jalannya
penelitian, variable penelitian dan analisis hasil. Dalam bahasa schari-hari sering dikacaukan antara
pengertian Methodology dan Methods. Seringkali dijumpai istilah metodologi atau metode penalitian.
yang dimaksudkan sebenarnya adalah methods atau cara penelitian sebagai salah satu tahap dalam
metodologi yang dimaksudkan dengan “mettodologi” di sini adalah dalam arti yang terbatas/sempit.
Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Fakultas Universitas Gadjah Mada.
Yogyakarta, 1989, hlm. 6.

"2 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indoiesia, jakarta,

1930, him. 16.




dipergunakan sebagai justifikasi terhadap fungsi dan peranan Mahkamah
Agung.

Kenyataan bahwa UUD 1945 tidak begitu banyak mengatur tentang
Mahkamah Agung sebagai sub sistem hukum meungkin tidak cukup di mengerti
dengan analisis yuridis semata. Disamping itu juga harus dipahami latar
belakangnya. Pendekatan historis ditujukan untuk landasan kontekstual, serta
prinsip-prinsip yang mempengaruhi pembentuk UUD 1945.

Selanjutnya perlu diketahui bagaimana prinsip-prinsip tersebut
dijalankan dalam sistem hukum di negara-negara lain dan sampai seberapa
jauh keterkaitan antara prinsip-prinsip.

Misalnya demokrasi, negara hukum (rechtssaat/etat de droit atau rule of
faw), konstitusionalisme, dan trias politica, dengan kedudukan, fungsi dan
peranan Mahkamah Agung. Untuk itu dipergunakan metode perbandingan.

Pendekatan seperti ini diidentifikasikan berdasarkan data yang
dipergunakan dalam hat ini sumber data sekunder.®

2. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian yaitu di Daerah Khusus lbu Kota Jakarta, yaitu tempat
kedudukan Méhkamah Agung Repl.llalik'lhdo-nesia. |
3. Bahan Penelitian
3.1. Penelitian Kepustakaan
Bahan kepustakaan ini berdasarkan pada sasarannya diklasifikasikan

dalam tiga kelompok, sebagai berikut :

30 Ronny Hanitijo Soemitro, ibid, him. 10; Soetjono Seekanto & Sri Mamudji, Peneliti Hulun Normatif.
Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 28. ’
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a. bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan
pengetahuan ilmiah yang baru atau mutakhir, ataupun pengertian
baru tentang fakta yang diketahui mengenai suatu gagasan (ide)®

Terdiri dari

1. Undang-Undang Dasar (UUD) 1945;

2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap
MPR);

3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana UU. Nomor 8 Tahun
1981.

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung;

5. Undang-undang Nomor 14 Tahin1970 tentang ketentuan pokok
Kekuasaan Kehakiman RI;

6. Peraturan perundang-undangan lainnya yang mempunyai kaitan
dengan permasalahan penellitian.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya
dengan bahan hukum primer dan adapat membantu menganalisa
serta memahami bahan hukum primer. Terdiri dari :

1. Kamus hukum;
2. Kamus-kamus lainnya yang menyangkut penelitian ini. . ..
3.1. Penelitian Lapangan.
Penelitian lapangan ini berupaya untuk mencari data yang mendukung
atau menunjang data sekunder yang diperioleh dari studi kepustakaan dan dari

studi dokumen. Dengan demikian kedudukan para hakim yang menangani

3 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, Ghalia Indoiesia, jakarta,
1990, hlm. 28.
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perkara pidana di Mahkamah Agung nukan merupakan responden, tetapi
merupakan sumber informasi (information resources) yang mengetahui dan
terlibat langsung dengan praktek hukum acara pidana.

Oleh karena itu penentuan berapa jumlah sumber informasi bukan
merupakan pertimbangan utama, tetapi yang diperhé-tikan disini, yaitu bahwa
dijadikan sumber informasi, mengetahui seluk beluk fungsi dan peranan
Mahkamah Agung, sehingga data yang diperoleh dapat mendukung secara
pasti apa yang dibutuhkan oleh peneliti.

3.3. Alat Pengumpul Data.

Untuk memperoleh data yang sesuai denan kebutuhan penelitian ini,
maka data yang dubutuhkan melalui :
a. Studio dokumen.

Melalui studi terhadap berbagai dokumen yang berkaitan dengan
permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan bentuk
kegiatan dari penelitian terhadap data sekunder.

Langkah-langkah atau tahap-tahap yaﬁg ditempuh dalam dokumen ini
antara fain : (1) penginventarisasian peraturan perundang-undangan, (2)
benggaiian thaherbéga;l ésas—asas dan kohsep-konsep hukum, (3) -mel‘akukarll
kategori hukum dalam hubungannya dengan permasalahan penelitian.

Hasil dan studi dokumen ini kemudian disusun secara sitematis yang akan
dipergunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian.

b. Wawancara.

32 Ronny Hanitijo Soemitjo, op cit.. him, 12.




Wawancara ini dilakukan sebagai upaya untuk mengumpulkan data untuk
mendukung/menunjang data sekunder yang berasal dari penelitian
kepustakaan dan studi dokumen. Wawancara dilakukan terhadap sumber
informasi yang telah ditentukan sebelumnya dengan berdasarkan pada
pedoman wawancara, sehingga wawancara yang dilakukan merupakan
wawancara yang difokuskan (focused interview).® Hasil yang diperoleh
dariwawancara ini merupakan data primer uniuk mendukung data
sekunder.
c. Prosedur pengambilan dan pengumpulan data.

Dalam prosedur pengambilan dan pengumpulan data ini menyangkut dari
mana data diambil. Bahwa data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu
data primer yang berasal dari studi dokumen.

Untuk memperoleh kedua data tersebut, maka sumber informasi atau
sumber data ialah para pihak yang mempunyai kapabilitas dibidangnya, berupa
pandangan dan pendapat-pendapatnya dan dokumen-dokumen yang sah.

Sedang dalam pengambilan data, langkah yang dilakukan antara lain
dengan mentukan terlebih dahulu jenis data yang dibutuhkan atau yang 2akan
dipergunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya berdasarkan pada alat
pengumpuian data, akan dilakukan berbagai klasifikasi data dan pengolahan
data serta analisis data, sehingga sampai pada hasil yang sesuai dengan
penelitian ini.

d. Teknis analisis data.

3 Ronny Hanitijo Soemitje, ibid., him. 60-61.
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Setelah semua data yang berkaitan dengan penelitian ini dikumpulkan,
selanjutnya disusun secara sistematis, sehingga akan diperoleh gambaran
yang komprehensif mengenai penyelesain permasalahan yang akan dibahas.

Dalam menganalisa data penelitian ini dipergunakan metode Analisis-
Kuantitatif, terhadap data sekunder yang dikomplementerkan dengan data yang

diperoleh dari penelitian lapangan.
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F. Sistematika Penulisan,

Penelitian ini secara keseluruhan terdiri atas lima bab, dengan sistematika
sebagai berikut :

Pada Bab I tentang Pendahuluan digambarkan tentang latar belakang
mengapa peneliti mengambil judul Fungsi dan ‘Peranan Mahkamah Agung Dalam
Hal Terjadi Penyimpangan Di Dalam Praktik Hukum Acara Pidana Di Indonesia
dengan mengetengahkan persoalan masa kini yang aktual dibidang proses
peradilan pidana yang dilatar belakangi oleh maraknya perkembangan ekonomi
dan hukum yang turut mempengaruhi jalannya persidangan pidana di pengaditan
bahkan sampai Mahkamah Agung,

Pada Bab II diajukan teori-teori yang turut mempangaruhi penelitian ini
dengan mengetengahkan masalah Negara Hukum yang ditinjau dari sistematika
sejarah dan membuat perbandingannnya dalam periodadisasi agar lebih terlihat
nyata bahwa di dalam perkembangannya Indonesia mengakui bahwa hukum di atas
segalanya dan bukan berdasarkan kekuasaan semata. Disamping itu Peranan
kekuasaan kehakiman juga ditinjau mengingat dalam praktik peradilan pidana
faktor kebebasan hakim sering dipersoalkan sampai sejauh manakah kebebasan
hakim tersebut turut mempengaruhi jalannya praktik peradilan pidana, serta
hukum acara pidana sendiri yang mengatur bagaimana hukum pidana itu dapat
dipertahankan apabila substansinya dilanggar, sehingga teori tentang hal tersebut
juga turut digambarkan.

Pada Bab III akan disinggung tentang Mahkamah Agung Dalam Perspektif
Hukum Positif hal tersebut didasarkan pada terbentuknya sistem hukum Indonesia

'-; tidak terlepas dari konstitusi atau UUD yang (pernah) berlaku sepanjang sejarah

hukum Indonesia, dan pemahaman tentang fungsi dan peranan Mahkamah Agung
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dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan sendirinya akan bertumpu pada
konstitusi atau UUD yang (pernah) berlaku sebagai sumbu legitimasinya yang
utama di samping aturan-aturan pelaksanaannya yang terbentuk kemudian, serta
dengan dasar tumpuan itu akan diperoleh deskripsi secara komparatif tentang asas
hukum, dasar hukum, ataupun kondisi-kondisi yang dapat dijadikan justifikasi
terhadap fungsi dan peranan Mahkamah Agung dalam hukum positip Indonesia.
Pada Bab IV tentang Mahkamah Agung Dalam Sistem Ketatanegaraan RI
disinggung tentang manifestasi berfungsi dan berperannya Mahkamah Agung tidak
terlepas dari kedudukan serta sejauh manakah Mahkamah Agung melaksanakan
tugas dan wewenangnya sebagaimana diisyaratkan dalam UUD 1945 serta yang
dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya.

Dan akhirnya pada Bab V tentang penutup, peneliti memberikan
kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil pembahasan penelitian tulisan
ini dengan harapan semoga dapat memberikan masukan atau sumbangsihnya

dalam bidang hukum di negara tercinta ini.




. BAB Ii
TINJAUAN PUSTAKA

A. Negara Hukﬁm

Hingga saat ini pengertian tentang rechisstaal, rule of law,dan
negara hukum (negara berdasarkan atas hukum) masih -terus
berkembang. Hal ini dikarenakan, cita negara hukum merupakan suatu
pemikiran manusia tentang ‘konsep bernégara yang tidak terlepas dari
pengaruh suatu kondisi tertentu, yang melatar belakangi pamikiran-
pemikiran para pencetusnya. Sejarah dan perkembangan masyarakat
disetiap negaré berbeda satu sama lain. Oleh karena itu pengertian dan
unsur-unsur negara rechisstaat, rule of law, dan negara hukumpun
berbeda pula. Selain itu pandangan bernegara ataupun teori bernegara
dari suatu bangsa tidak terlepas dari pandangan hidup dari bangsa yang
bersangkutan. Pandangan suatu bangsa inilah yang menyebabkan
pandangan bernegara dari bangsa bert:;eda dengan bangsa lainnya.
Disamping itu, lihgkungan alam dan budaya suatu bangsa furut pula
mempengaruhi pandanéan bernegara.

Berdasarkan hal diatas dapat dikatakan bahwa secara formal istilah
negara hukum dapat disamakan dengan-rechtsstaat, ataupun rufe of
law, mengingat ketiga istilah tersebut mempunyai tujuan yang sama, yaitu
-untuk méncegéh kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan

hak asasi. Perbedaaannya terletak pada arti meterial atau isi dari ketiga
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istilah tersebut yang disebabkan oleh latar -belakang sejarah pandangan
hidup suatu bangsa.

Apabila ditelusuri munculnya gagasan negara hukum, hal tersebut
merupakan rekasi terhadép pemikiran kekuasaan absolut, terutama
dengan adanya kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Kesewenangan
tersebut menggdgah mereka yang berpikir idealis untuk merumuskan
suatu cita kenegaraan yang lebih baik, munékin lebih manusiawi dari pada
konsep atau bentuk kenegaraan sebelumnya.

| Dalam kepustakaan Indonesia istilah. negara hukum merupakan
terjamahan langsung dari rechtsstaat. Hal yang sama juga dikemukakan
oleh Notohamidjojo, yang berpendapat. bahwa : dengan timbulnya
gagasan pokok yang dirumuskan dalam konstitusi-konstitusi dari abad X
itu, maka timbul juga istilah negara hukun atau rechtsstaat.”

Sumrah daiam kertas kerjannya yang disampaikan pada seminar
sehari Hak-hak Asasi Manusia pada Septerﬁber 1967, mengatakan :

“Yang sudah kita kenal lebih lama adalah pengertia Rechtsstaat, atau
negara hukum atau untuk meminjam kata-kata dalam penjelasan
- Undang-Undang ‘Dasar 1945, negara yang berdasarkan hukum. «2

Selain itu, Yamin juga berpandapat, bahwa :

“Republik Indonesia adalah suatu ' negara hukum (rectsstaat,

government of laws) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah
negara polisi dan prajurit memegang pemerintahan dan keadilan,

1 O. Notohamidjojo, Makna Negara Hukum, 1970, Jakarta, Badan Penerbit Kristen, Him.27

2 Sumrah, Penegak Hak Asasi Manusia Ditinjau dari Pelaksanaan Rule of Law, 1963, Bandung

Alumni, hlm. 27
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bukanlah pula negara kekuasaan {machtsstaat) temgat tenaga senjata
dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang."

Dari pendapat-pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa
rechtsstéat, sama dengan negara hukum.

Selain istilah rechtsstaat di Indonesia dikenal Rule of Law yang
diartikan sama dengan negara hukum. Pendapét ini antara lain
dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, yang mengatakan : Oleh sebab itu
agar supaya tercipta su.atau Negara Hukun yang membawa keadilan bagi
seluruh rakyat yang bersangkutan, pengakuan “the Rule of Law” itu harus
diartikan dalam artinya yang material.”*

Secara formal istilah negara hukum dapat disamakan dengan
rechtsstaat ataupun rule of law, mengingat ketiga istilah tersebut
mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk mencegah kekuasaan absolut
demi pengakuan dan perlindungan hak asasi. Perbedaannya terletak
pada unsur-unsur recht_sstaat dan rule of law, jiga pada arti materil atau isi
dari ketiga istilah tersebut yang disebabkan oleh latar belakang sejarah

dan pandangan hidup suatu bangsa.

1. Negara Hukum Berdasarkan Konsep Benua Eropa
Di antara para pakar negara hukum didasarkan pemikiran di Eropa

adalah Friedich Juilius Stahl. Karya iimiahnya berjudul “phifosophie des

3 M. Yamin, Proklamasi dan konstitusi Republik Indonesia, 1962, Jambatan, Jakarta, him. 72

4 Sunaryati Hartono, Apakah The Rule Of Law itu, 1976,,Bandung Alurmni him35
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rechts” 'diterbitkan_ pada tahun 1978. Sebagaimana Immanuel kant yang -

hanya memperhatikan aspek formalnya, Setelah juga mengabaikan aspek
materiainya sedangkan kalau dibandingkan dengan Mohl, ia sudah
melihat aspek meteriil dari negara hukum. Selain itu, Mohl tidak terlampau
individualistik sebagiamana halnya Kant dan Stahl. Oleh karena itu konsep
negara hukum_dinamakan negara hukum formal. Stahi telah berusaha
ményempurnakan konsep hukum liberal dari Kant. Dengan pengaruh
fahan liberal dari Rousseau, Stéhi menyusun negara hukum formal.
Adapun unsur-unsur negara hukum menurut Stahl adalah :
a. Pengakuan terhadap hak asasi;
b. Pemisahan kekuasaan negara,
C. Pemeri.ntahan berdasarkan undang-undang;
d. Peradilan Administrasi. |
Dari unsur-unsur diatas, bila diuraikan lebih lanjut adalah : (a)
Péngakuan terhadap hak asasi berarti adannya pengakuan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia; (b) Pemisahan kekuasaan
negara berarti hal tersebut ditujukan untuk melindungi hak asasi tersebut,
maka perlindungan penyelenggaraan negara harus berdasarkan teori trias
politka; (c) Pemerintah berdasarkan undang-undang berarti dalam
‘menjalankan tugasnya pemerintah harus selalu didasarkan pada undang-
undang; (d) Peradilan Administrasi berarti apabila dalam menjalankan

‘tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak
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asasi dalam campur tangan pemerintahan dalam kehidupan pribadi
‘seseorang, maka ada pengadilan administrasi yang akan
menyelesaikannya.

Dari kempat unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa negara
hukum bertujuan unfuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya
dengan cara membatasi dan mengawsi gerak langkah dan kekuasaan
negara dengan ﬁndang-undang. Stahl dalam hal ini terlalu menekankan
pada aspek formalnya, sehingga hak asasi.dan kebebasan individu yang
terlindungi hanya formal saja. Pada akhirnya, hal itu hanya membawa

persamaan dalam aspek hukum dan politik saja.

2. Negara Hukum Konsep Anglo Saxon

Konsep negara hukum (rule of law) Di nggris merupakan suatu
proses evolusi yang memakan wakiu cukup lama. Perjuangan rékyat
Inggris dalam menentang absolutisme yang berlangsung berabad-abad
lamanya telah memberikan pengalaman berharga bagi Albert Venn Dicey
sebagai bahan dalam menyusun makalahnya yang berjudul "Introduction
fo the study of Law of the constition” dité'rbitkan pada tahun 1885,

Dalam bahasa Inggris‘ tidak dikenal istilah negara hukum (dalam arti
yang sesuai dengan terjemahannya), namun demikian tidak berarti bahwa
di Inggris tidak ada neg'ara hukum. Inggris menggunakan istilah lain untuk

negara hukum yaitu rule of law. Sebagaimana dikemukakan W. Friedman
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. “ The term Rechtsstaat implying the limitation of state power by rule of
law”. ® Dengan demikian pemikiran mengenai negara hukum di Inggris
~ sama artinya dengan pemikiran fule of law. -
Pemikiran rule of law ini sudah mulai nampék dalam praktik
| kenegéraan pada masa pemerintahan Henry Il yang pada tahun tahun
1164 mengahsilkan naskah konstitusi pertama yang terdiri dari 16 pasal
yang dikenal sébagai Constition of Clarendon, naskah ini kemudian
disusun oleh Magna Charta pada tahun 1215 yang isinya antara lain
‘mengenai pembatasan atas kekuasaan raja tentang perpajakan, hak milik,
‘kebebasan dan acaman apabila raja melanggar Magna Charta. Piagam ini
pada masa perkembangannya sampai masa E. Coke saja sudah 30 kali
dilengkapi dengan penyempurnaan.

Magna Charta merupakan embrio dari pada penyusunan Bill of
Rights yéng dikerjakan péda masa pemerintahan raja William dengan
' ‘permaisurinya Queen Marry pada tahun 1689. Bill of Right merupakan
piégam yang menjamin hak-hak asasi yang menjamin kebebasan warga
negara, keWajiban raja untuk mentaati hukum. Jadi merupakan ketentuan
tentang apa Yaﬁg hendak dijamiﬁ oleh hukum atau apa yahg akan
_diselamatkan oleh rule of law. |

Salah'seo_rang pemikir yang terkenal dalam rule of law a.dalah Albert

Venn Dicey. la mengemukakan 3 (tiga) unsur dari rule of law, yaitu :

5 W. Friedman, Legal Theory, 1960, London Steven & Sons, Lim 456
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a. Supremacy of law;
b. Equlatily before the law; |

c. Constitution based on individual rights.

Unsur yang pertarﬁa yaitu supremacy of law atau supremasi hukum,
di Inggris ﬁwrupékan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Hal ini
merupakan unsur yang diperjuangkan rakyat Inggris lebih awal jika
dibandingkan dengan negara-negara barat lainnya. Negara Inggris yang
diatur oleh hukum dan seseorang hanya mungkin dihukum karena
melanggar hukum, dan tidak karena hal-hal lainnya. Hak kebebasan
seseorang benar-benar dijamin oleh hukum, artinya tidak seorangpun
boleh dipenjarakén atalg ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum
yang dilanggarnya. Habeas Corpus Act telah memeberikan kewenangan
kepada hakim untuk membebaskan setiap orang yang ditahan tanpa
alasan. Bahkan tidak seorangpun dapat ditahan karena diperintah
perdana ‘mentri ataupun atas permintaan mentri-mentri lainnya, misalnya
dengan alasan yang sangat mendesak, kemanan umum ataupun dengan
alasan kebijakasanaan tingkat tinggi yang menyangkut kepentingan
nasional. Hakim hanya mengatakan apakah ada Rufe of Common atau
Statute law yang memberikan otorisasi kepada pemerintahan untuk
melakukan penahanan. Jika tidak, maka tidak ada penahanan kepada

siapapun.
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Dari uraian diatas, nampak bahwa hakim di Inggris mengendalikan
dan mengawasi tindakan-tindakan dari pejabat administratif dan eksekutif.

Dalam hal ini merupakan otoritas hakim yang dilaksanakan karena

supremasi hukum yang menunjang citra rule of Iéw.

Unsur yang kedua, yaitu equality before the law atau persamaan
didepan hukum. Semua warga, baik selaku pejabat negara maupun
sebagai individu biasa tunduk pada hukum yang sama dan diadili di

pengadilan biasa yang sama. Jadi setiap warga negara - sama

~ kedudukannya dihadapan hukum dan apabila ia melanggar hukum baik

secara pribadi atau individu maupun selaku pejabat negara, ia akan diadili
dengan hukum yang sama dan dalam pengadilan yang' sama pula.
Dengan demikian di Inggris tidak dikenal pengadilan khusus bagi pejabat
negara seperti dikenal pengadilan khusus bagi pejabat negara yang
dikenal di dalam sistem _hukun Eropa Kontinentél’ yang berupa pehgadilan
administrasi (di |ndone§ia disebut Pengadilan Tata Usaha Negara) yan-g
khusus mengadili pejabat dalam tindakan-tindakannya melaksanakan
tugas negara. Disini tidak sebrangpun yang kebal terhadap hukum.
Apapun pangkat dan jabatannya, apakah ia seorang perdana mentri
ataupun -seorang agen polisi. Mereka wajib tunduk terhadap hukum yang
sama. Semuanya berada pada tanggung jawab yang sama unfuk

tindakannya yang dilakukannya diluar kewenangannya yang sah menurut
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hukum, walaupun tindakan tersebut dilakukan atas perintah atasannya, ia
tidak dapat menghindari dari tanggung jawab hukumnya.

Selain dari.itu, kebebasan seorang warga di Inggris dijamin oleh
hukum. Seorang warga yang ditahan oleh pejabat pemerintah, misalnya
polisi, ia dapat mengajukan permintaan tentang kejelasan | atas
penahanannya kepada pengadiian tinggi dan meminta agar ia segera
dihadapkan ke pengadilan untuk mengetahui alasan hukum atas
penahanannya itu. Atas permintaanya itu, pengadilan tinggi akan segera
mengeluaraka surat perintah terutam apabila permohonnannya diajukan
dengan cukup alasan yéng-kuat bahwa hak kebebasannya telah dilanggar
secara tidak sah, agar penyelesaian segera dihadapkan kepengadilan.
Permohonan dapat diajuakan sendiri atau melalui kuasanya. Dan apabila
pejabat yang menerima surat perintah itu mengabiaikan surat perintah itu,
maka ia akan dianggap melakukan contempf of court.

“Unsur yang ketiga, yaitu costitution base on individual rihgts, telebih
dahulu perlu dikemukakan bahwa konstitusi Inggris tidak diciptakan
sekaligus jadi, seperti konstitusi negéré Iaih, meliankan merupakan
generalisasi dari pada keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim-
hakim dan uﬁdang-undang yang dibuat khusus untuk melindungi hak-hak
asasi. R.S.Moore memngemukakan X

“Britis Constitution is not writen in the sense of single formal
document asa are the contitutions of great many document,
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sharters, pettitions, institutions, judicial precendendts an deceswms
the common law, tradional costumusage and convertion.”®

Dengan demikian yang dimaksud dengan un written  constitution,
bukanlah konstitusi yang tidak tertulis, melainkan tidak termuat dalam
suatu naskah atau dokumen formal, tetapi terdiri dari beberapa naskah
dan ketentuan hukum yang dipergunakan untuk menyelenggarakan
pemerintahan.

Wade dan philip dalam ‘bukunya yang berjudul constitution law
berpendapat bahwa rule of law pada tahun 1955 sudah berbeda dengan
dibandingkan pada waktu awalnya. Mengenai unsur pertama dari rule of
law yaitu supremasi hukum untuk saat ini. masih merupakan unsur yang
esensial dari konstitusiolnalisme Inggris. Hanya saja sekarang ada
kelompok-kelompok yang taat pada hukum yang khusus pula, sepert|
sekelompok militer yang berada dibawah yuridiksi pengadilan mmter
Walaupun supremasi hukum masih merupakan unsur yang esensial,
namun negara sekarang turut .campur dalam berbagai bidang kehidupan
warganya, oleh keran itu dengan syarat kepentingan umum, negera
atéupun pemenrintah dapat mengambil tindakan-tindakan yang kadang
kala- tidak mungkin dibayangkan telebih dahulu. Tindakah seperti itu
disebut freies ermessen. Hal ini disatu segi tentunya berati mengurangi

kadar dari supremasi hukum.

¢ R.S.Moore, Basic C.omperative Government, 1875, lowa, Little Field Adams & Co., hlm. 30
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Mengenai unsur kedua yaitu kesamaan dibidang hukum. Hal ini
tidaklah berarti béhwa kekuasaan warga negara dapat disamakan dengan
kekuasaan pejabat negara untuk melakukaﬁ tugas kénegaraanljabatannya
tidak melangga rule of law. Selain itu pula ada pula yang mendapat
pengecualian, diantaranya adalah :

a. hak-hak imunify dari raja;
b. wakil negara asinlg;
c. persatuan dagang
d. adanya kekuasaan arbitrase.
Hal diatas dinggap mengurangi makna equality before the law.

Selain kedua sarjana tadi, pada tahun 1976 Roberto Mangaberita
menulis karyanya yang berjudul faw in modern society bahwa dewasa ini
terjadi pertama, meluasnya arti kepentingan umum seperti pengawasan-
pengawasan atas kontrak yang curang untuk benimbunan harta kekayaan
secara tidak adil, pengawasan terhadap konsratsi ekononi yang dapat
menggangu pesan dalém persaingan bebas. Hal ini menunjukan bahwa
dalam perekonomian campur tangan pemerintah jadi lebih luas. Yang
kedua, adanya peralihan gaya formalitas dari rule of law ke.orientési
prosedural yang susbsantif dari kadilan. Ha! ini terjadi karena dinamika
dari negara hukum menuju negara kesejahteraan (the walfare state). Hal
ini biasa disebut due preocess of law. Negara Inggris lebih mengutamakan

bagaimana caranya agar keadilan benar-benar dinikmati rakyatnya.




5

Berkembangnya rule of law menjadi walfare state dapat dilihat dari
serangakaian kelengkapan' kegiatan Inggris disetengah abad terakhir ini.
l Diména negara menyelenggarakan :
a. program jaminan sosial;
b. prograﬁ jamian kesehatan nasional
¢. nasionalisasi perusahaan swasta yéng menyangkut kepenﬁngan
umum;
d. kesempatan menikmati pendidikan ianjutan dan tinggi" bagi
mereka yang ekonominya kurang mampu.
Hal yang sama juga dapat dilihat di Amerika serikat, disini sudah ada
serangkaian undang-undang yang mengatur kesejahteraan, yaitu :
a. The Agricultre Act 1993;
b. The National Labor Relation Atc 1993;
¢. Labor Management Relation Atc1947,
d. Social Security Act 1935;
e. Hihher Education Act 1965.
‘Semua itu menunjukan adanya perkembangan dari negara hukum

kearah negara kesejahteraan.
3. Negara Hukum.Indonesia

Sebagaimana dikemukakan diatas- bahwa istilah rechtsstaat

diteriemahkan atau paling tidak sebanding dengan istilah rule of law
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dinegara Inggris dan Amerika. Di Indonesia istilah tersebut mempunyai

padanan kata negara berdasarkan berdasarkan hukum, sebagaimana

tercantum dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-
Undang Dasar Sementara 1850. Namun yang utama disini adalah bukan
soal istilah, tapi sejauh mana pemikiran tentang negara hukum terwujud
dalam sistem hukum indonesia. |

Untuk mengkaji apakah Indonesia fnenerapkan cita negara hukum,

paling tidak secara formil, kajian utama lebih difokuskan pada undang-

undang dasar baik didasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi

RIS, dan Undang-Undang Sementara 1950.
Didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, tidak ditemukan

istilah negara hukum, atau paling tidak tidak dirumuskan secara tegas

. namun "negara Indonesia berdasarkan atas hukum (rechtsstaat), tidak

berdasar atas belaka (machtsstaat)’. Apabila dilihat kalimat diatas ., dapat
diindikasikan bahwa pengertian negara berdasarkan hukum identik
dengan negara hukum. Hal ini disebabkan kata rechtsstaat, didalam
kurung, yang dapat diartikan bahwa istilah negara hukum di Indenesia
indentik dengan istilah negara berdasarkan hukum.

Mengklasifikasikan suatu negara, negara h‘ukum atau bukan tidaklah
semata-mata tergantung pada dirumuskan atau tidaknya dalam undang-
undang dasarnya, yang lebih utama adalah ada atau tidaknya unsur-unsur

sebagai persyafatan -ke'lengkapan suatu negara hukum. Dalam konstitusi
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RIS dan Undang-Undang Dasar 1945. Perumusan negara hukum .

dirumuskan secara tegas. Hal ini dapat dilihat dalam mukodimah yang

berbunyi :

“Kami bangsa Indonesia semenjak berpuluh-puluh fahun lamanya
bersatu padu dalam memperjuangkan kemerdekaan, dengan
senantiasa berhati teguh bemiat menduduki hak hidup sebagan
bangsa merdeka berdaulat.

Kini dengan berkat rahmat Tuhan telah sampai kepada tmgkatan
sejarah yang berbahagia dan luhur. Maka dengan ini -kami
menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu piagam negara yang
berbetuk republik federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan
Yang Maha Esa, peri-kebangsaan, kerakyatan dan keadilan sosial.
Untuk mewujudkan kebahagian kesejahteraan perdamaian dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia
Merdeka yang berdaulat sempurna.”

Di dalam Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS dinyatakan : "Republik

indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum

“yang demokrasi dan berbentuk federasi “. Secara formil dan harfiah tidak

‘dapat diragukan lagi bahwa negara RIS adalah negara hukum karena

dirumuskan secara tegas dalam konstitusi RIS.
Undang-undang Dasar Sementara 1950 didalam mukadimahnya

menyatakan :

“Maka demi ini kami menyusun suatu piagam kami yaitu dalam
suatu piagam negara yang berbentuk Republik. Kesatuan,

berdasarkan  pengakuan  ke-Tuhan  Yang Maha Esa,

Perikemainusian, Kebangsaan, Kerakyatan dan Keadilan sosial,
untuk mewujudkan Kebahagiaan, Kesejahteraan, perdamaian dan
kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia
Merdeka yang berdaulat sempurna.”




56

Perumusan itu dipertegas lagi di dalam Pasal 1 ayat (1) yang
menyatakan : “ Republik indonesia yang merdeka yang berdautat ialah
suatu negara hukum yang demokratis dan berbetuk kesatuan”.

Dari uraian diatas, baik konstitusi 'RISl1949 maupun Undang-undang
Dasar Sementara 1950, nagara hukum disebutkan secara tegas. Berbeda
dengan Undang-Undang Dasar 1945, baik daiam penjélasan ‘maupun
batang tubuh Undang-Undang dasar tersebut tidak ditemukan kata negara
hukum. Namun demikian didalam sistem pemerintahan negara yang
termuat didalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan
bahwa : “ Negara indonesia berdasarka atas hukum (rechtsstaat), tidak
berdasar atas kekuasaan belaka (machtsstaat).

Di dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik pembukaan maupun

pasal-pasalnya; akan ditemukan unsur-uinsur negara hukum menurut

konsep Eropa Kbntinental (rechtsstaat) dan Unsur-unsur negara hukum
menurut konsep Anglo Saxon (role of law). |
Menurut international Commision of jurist dalam komperensi di
Béngkok pada tahun 1965 mengemukakakan syarat-syarat negra hukum
menurut konsep rule of law sebagai berikut :
1. adanya proteksi konstitusional;

2. andanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;

w

adanya pemil'ihan umum yang bebas;

4. adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
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5. adanyé tugas oposisi;
6. adanya pendidikan civic.

Mencermati unsur-unsur negara hukum segaimana telah
dikemukékan terdapat beberapa unsur yang esensial yang harus ada
dalam mementukan apakah suatu negara layak disebut negara hukum
atau tidak. Unsur-uﬁsur tersebut adalah : protekti konstitusional atau
jaminan tetrhadap hgk asasi, pembagién kekuasaan,' pemerintahan

berdasarkan hukum, dan peradilan yang bebas tidak memihak.

a. Proteksi Konstitusional.

Apabila diperhatikan, baik pembukaan maupun batang tubuh UUD
‘45, teryata éukup banyak memperhatikan hak-hak asasi dalam
pembukaan alinea pertama disebutkan : “* Bahwa sesungguhnya
kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka
penjajahan diatas dunia harus duhapuaskan karena tidak sesuai. dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan’.
Hal ini menunjukan adanya pengakuan terhadap kemerdekaan bagi suatu
bangsa, perikemanusiaan, perikeadiian, dan tidak ada ekploitasi antara
éesama manusia dalam alenia ke-2 kembali diulang pengakuan terhadap
kemerdeakaan dan keadilan. Pada alenia ke-3 diakui adanya kahidufaan

kabangsaan yang bebas. Pada alenia ke-4 merupakan pengakuan dan
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perlindungan hak-hak asai dalam bidang-bidang sosial, polotik, ekonomi
dan pendidikan.

Dengan demikian pula apabila kita perhatikan keempat pokok-pokok
pikiran yang terdapat dalam pembukaan tersebut. Pada pokok-pokok yang
pertama,

“ suatu negara persatuan yang melindungi seganap bangsa dan sei‘url.;h
tumpah darah Indonesia berdasar atas persatuan dengan mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ”.

pada pokok pikiran kedua : “Negara hendak mewujudkan keadilan sosial “.
pada pokok pikiran ketiga : “Negara berkedaulatan rakyat’; ini adalah

salah satu ciri diakuinya hak asasi karena memegang , meiliki kekuasaan

tertinggi adalah . rakyat dan pada pokok pikiran keempat : "Negara

berdasarkan atas ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar
kemanusiaan yang adil dan beradab *“. Ini membuktikan diakuinya agama
dan moral yang tinggi dimana harkat dan martabat manusia mendapat
tampat yang layak : “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”.
 Selain itu pasal-pasal yang terdapat dalam batang tubuh UUD’45.
Juga jamian terhadap h_ak—h‘ak asasi warga negara, yang meliputi :
1. Kesaméan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dan wajib
menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa kacuali, pasal 27

ayat (1);
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2. Hak untuk memperoleh pekerjaan-dan penghidupan yang layak
bagi kemausiaan, pasal 27 ayat (2),
3. Hak bela negara, termasuk kewajibannya, pasal 30;
4, Hak untuk memperoleh pengajaran, pasal 31 ayat{1);
5. Kebebasan untuk memeluk agamannya masing-masing dan
beribadah sesuai dengan agamanya itu, pasal 29 ayat (2);

6. Kebebasan untuk berkumpul berserikat dan mengeluarkan
pendapat, pasal 28,

7. Hak kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dan anak terlaﬁtar,
pasai 34,

8. Hak untuk berusaha dalam perekonomian, pasal 33.

Demikianlah jamianan hak-hak asasi yang ditentukan dalam UUD'45.

Hak asasi manusia dalam pancasila tersirat dalam pengakuan
terhadap harkat dan juga sebagai mahluk bermasyarakat. Oleh karena itu
kedudukan individu dalam masyarakat pancasila tidak hanya mempunyai
hak tetapi juga mempunyai kewajiban. Jadi manusia lnddnesia sadar akan
_haknya disamping kewajiaban terhadap masyarakat dan.negara .Hal~ ini
dapat dilihat dalam TAP MPR No. I/MPR/1978, bahwa bagi bangsa
Indonesia " tujuan pembanguhan masyarakat adalah adalah manusia
| seutuhnya dan pembanguan seluruh masyarakat Indonsia maka dari itu

sikap hidup manusia pancasila adalah :
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1. kepentigan pribadinya tetap diletakkan dalam kerangka
kesadaran kewajiabannya sebagai mahiuk sosisl dalam
kehidupan masyarakatanya

2. kewajiabn terhadap masyarakat'dirasakan lebihi besar dari
kepentingan pribadinya.

Kedudukan individu dalam masyarakat pancasila tidak diberika
tempat yang sangat berarti seperti dalam masyarakat liberal, tetapi juga
sebaliknya tidak memberikan bobot yang berlebihan terhadap
masyarakatnya seperti dalam masyarakat komunis. Pancasila
memnganggap bahwa kebahagiaan manusia akan tercapal jika terdapat
hubungan yang .s'elar:a's, serasi dan seimbang antara individu dengan
masyarakatnya. |

Oleh karena itu pengamalan panéasila bertujuan untuk mewujudkan
ke.hidupan pribadi bersama-sama kehidupan masyarakat yang baik, dan
bahagia.

Dari hal-hal diatas -dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi
menurut bangsa Indonesia tidak sama pengertiannya dengan hak asasi
ala liberal ataupun komunis. Keduanya yaitu tidak atau bukan menjadi
pilihan bangsa Indonesia.

Selain itu dengan dibentuknya komisi nasional Hak-hak asasi
_Manusia' dengan .surat keputusan - presiden Nomor 50 Tahun 1993,

menujukan kesungguhan hasrat negara, dafam hal ini p_em_eri'ntahan Rl




-untuk lebih memperhatikan lagi perlakuan dan perlindungan hak-hak asasi

manusia.

b. Pembagian Kekuasaan

Pembagian kekuasaan ini dilaksanakan dengan tujuan mencégah
agar kekuasaan tidak terpusat pada disatu tangan, sebab kekuasaan yang
terpusat disatu tangan cenderung membawa disalah gunakan.

Didasarkan pada ketenfuan—ketentuan yang terdapat didalam UUD

1945, disimpulkan bahwa Indonesia tidak menganut pahan Trias Politika.

¢. Pemerintahan Berdasarkan Atas Hukum

Unsur pemerintahan atas undang-undang (rehtmatigheid van het
bestuur) dikenal sebagai asas legalitas merupakan unsur ketiga dari
negara hukum liberal. Di Jerman dikenal dengan Grundsatz der
gesetzmassigkeit der ververwaltung yaﬁg merupakan unsur utama

Rechtsstaats. Unsur ini bertujuan untuk melindungi hak-hak dan

ke.bebasan rakyat dengan cara membatasi kekuasaan pemerintah:sebatas . ..

yang telah ditetapkan dengan undang-tindang. Pada waktu pertama
dicetuskan hal ini memang tidak menjadi masalah, karena tugas negara
pada wakiu itu maé'ih sederhana. Tetapi dalam perkembangannya
kemudian teiah menyebabkan pembentukan Undang- undang selalu

ketmggalan Hal ini membawa akibat pemermtahan menjadi kaku tidak
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dapat turut campur dalam hal yang belum atau tidak diatur oleh undang-
undang, karena tidak semua hal dapat tercakup dalam undang-undang,
maka tindakan pemerintah menjadi terbatas, sehingga tidak dapat
memenuhi apa yang menjadi tujuan dari negara hukum. Oleh karena itu
asas ini kemudian diperlonggar dari pemerintahan berdasarkan undang-
u'ndang menjadi pemerintahan berdasarkan hukum. Hukum febih luas dari
pada undang-undang dengan asas ini -perherintah mempunyai kekuasaan
lebih luas dalam keikutsertaannya menciptakan atau memcapai
kemakmuran, yaitu sejauh tidak melanggar hukum, maka tindakan
pemerintah dianggap diperkenahkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam UUD 1945 unsur pemerintahan berdasarkan hukum tidak
diatur secara tegas, artinya secara harfiah tidak ditemukan, namun tidak
berarti bahwa UUD 1945 tidak mengatur unsur ini. Yang ditemukan ialah
pada pembukaan UUD 1945 pada alenia 4, yang bunyinya :
“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara
Indonesia yang melindingi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indinesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa , dan ikut melaksanakan ketertiban
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangasaan Indonesia itu
dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia’.
kalimat tersebut menunjukan bahwa .p‘emerintahan Indonesia diatur dalam
suatu Undang-undang dasar yang menjamin bangsa dan negara

Indonesia hidup sejahtera, Selain itu juga dalam Penjelasan UUD 1945

tentang Sistem Pemerintahan Negara disébutkan bahwa, pemerintahan
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b'erdasarkén atas sistem konstitusi (huk-um dasar), tidak bersifat
absolutisme (kekuatan yang tidak terbatas). Hal ini berarti ‘bahwa

pemerintahan Indonesia diatur berdasarkan hukum.

d. Peradilan yang bebas dan tidak memihak

Pasal 24 dan 25 Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan
kehakiman atau kekuasaan pengadilan dilakukan oleh sebuah MA dan
lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.- Selanjutnya dalam
penjelasan. kedua pasal itu, dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman
marupakan kekuasaan yanga merdeka, artinya terlepas dari pengaruh
kekuasaan pemerintah.. ‘Berhubungan dengan hal itu harus diadakan
jaminan di dalam.undang-undang tentang keduduka para hakim.

Ketentuan sebagaimana tertuang dalam .pasa1 24 dan 25 UUD 1945
itu belumléh menjamin sepenuhnya adanya pengadilan yang bebas dan
tidak memihak. Hal itu masih harus dibuktikan pelaksanaannya.

Ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal 24 dan 25 UUD 1945
kemidian diatur lebih lanjut dengan undang-undang nomor 14 tahun 1970
tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kahakiman. Menurut pasal
1 undang-undang tersebut, Kekuasaan kehakiman adalah kekuaéaan
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila, demi

terselenggarény_a negara hukum republik Indonesia. sélanjutnya dalam
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pasal 4 dinyatakan, bahwa peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan
Ketuhanan Ynag Maha Esa. Peradilan dilakukan dengan sederhana,
cepat dan biaya ringan. Segala campur tangan dalam urusan peradilan
oleh pihak—pihak lain diluar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam
hal-hal yang tersebut dalam Undang-undang Dasar.

Selain adanya -penegasan terhadap kedudukan kekuasaan
Kehakiman dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tersebut, juga
ditentukan kemungkinan tentang MA sebagai pemegang kekuasaan
tertinggi dalam negara melakukan hak menguji materil. Hal tersebut
terlinat dalam Pasal 26 ayat (1) yang menyatakan :

“Mahkamah Agung berwenang untuk menyatakan tidak sah semua

peraturan perundangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-

undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi”. ~

Pasal 26 ayat (2) ©

“Pyutusan tentang peryataan tidak sahnya peratuaran perundang-

undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan

dalam tingkat kasasi. Pencabutan dari peraturan perundangan yang

dinyatakan tidak sah tersebut dilakukan oleh instansi yang

bersangkutan”.

Berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 maupun
Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 dapat disimpulkan, bahwa

unsur keempat negara hukum yaitu adanya pengadilan yang bebas

dan tidak memihak, terdapat dalam negara Republik Indonesia.
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B. Mahkamah Agung dan Asas Kekuasaén Kehakiam yang Merdeka

Dalam melaksanakah kajian secara teoritik terhadap Mahkamah
Agung (MA) sebagai salah satg badan penyelenggara negara dibidang
kekuasaan kehakiman d_am‘sistem ketatahégaraan Indonesia, Tidaklah
bisa dilepaskan kaitannya dengan asas kekuasaan kehakiman yang
merdeké. Sebab, pertama, asas kakuasaan kehakiman sudah diterima
sebagai salah satu sendi penyelenggaraan negara Indonesia merdeka.
Kedua, asas kekuasaan kehakiman yang merdeka hampir selalu
tercantum dalam undang-undang yang mengatur kekuasaan kehakiaman
yang dianuat kemudian.”

Penerimaaﬁ asas kakuasaan kehakiaman yang merdeka tersebut
tidak dapat dipisahkan dari asas bahwa neéara Indonesia adalah negara
yang berdasarkan konstitusi dan negara berdasarkan atas hukum.®
Namun pemahaman yang lebih kontekstual terhadap kekuasaan
kehakiman yang merdeka bersumber dari doktrin trias politica yang
dikemukakakan oleh Montesquieu yang memisahkan kekuasaan yang
ada pada negera kedalam tiga -cabang kekuasaan : legislatif, aksekutif
dan yudikatif. ° Ketiga cabang kekuasaan itu terpisah baik éecara
kelembagaan maupun fungsinya masing—m_asing. Pemisahan kekuasaan

itu penting artinya dalam rangka mencegah pemupukan kekuasaan pada

7 Kecuali Undang-undang No. 19 tahun 1964 yaig secara nyata menyimpangi asas kekuasaan
kehakiaman yang merdeka sebagai sendi peyelenggaraan negara yang ditegaskan dalam UUD
1945. Lebih lanjut lihat Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, 1995,
LPPM-Unisba, Bandung, him 2.
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satu ‘tangén yang sekaligus mengandung makna adanya pembatasan
kekuasaan.

Kendatipun doktirn Trias Politica ini diakui tidak pernah dapat.
dilaksakan -semurhi ajanjannya, namun asaé kekuasaan kahakiaman yang
merdeka tetap dipertahankan oleh banyak negara dewasa ini, karena asas

kekuasaan kehakiman yang merdeka dipandang sebagai suatu pilar untuk

mencegah penyelenggara negara atau pemerintah bertindak secara

sewenang-wenang dan untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap
kebebasan. Pencegahan terhadap kesewenang-wenangan mensyiratkan
pembatasan kekuasaan negara atau pemerintah. Pembatasan kekuasaan
adalah hakekat, inti dari negara yang berdasarkan atas sistem konstitusi
(COhSﬁtlJSi&ll‘lElliSﬂ’l).w Kekuasaan kehakiman yang merdeka sangat
esensial dalam kaitannya dengan pembatasan kekuasaan yang diatur
dalam konstitusi.

Dalam hubungan ini, _Maurice DU\}renger11 menyatakan bahwa
untuk mewujudkan konstitualisme itu diperlukan adénya seperangkat

pérturan untuk menentukan hak-hak penguasa dan pembatasan hak

* Tbid

9 Lihat Montesque, The Spirit of the Law,(translated by Thomas Nugent),Hafner Press, New
York, hlm. 152

19 Cari J. Freidrich, constitusional Government and democracy, mengartikan Constitusionalism

" sebagai “a set of activies organized and operateon behalf of the people but subject to a series
of retraints which attempt to ensure that the power which is needed for such govermance is not
abused by those who are called upon to do the goverming *. Libat pula dalam bukunya, limited
Government ; A Comparison, 1974, Prentice-Hali, New jersey,

' Maurice Duvenger, Les Regimes Politics, dialih bahasakan oleh Suwiryadi, Teori dan Praktek
Tata Negara, Pustaka Rakyat, tanpa tahun, him.60-61..
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tersebut pelaksanaanya dilindungi oleh kekuasaan kehakiman yang

merdeka. Kontrol semacam ini oleh Maurice Duvenger disebuf “kontrol
jurisdiksional” dan yang terpenting diantaranya adalah konstitusi. Kontrol
yurisdiksional yang lengkap harus meliputi dua hal :

Pertama, kontrol atas salah tidaknya findakan—tindakan eksekutif agar

tercegah pelanggaran yang dilakukan oleh eksekutif terhadap

undang-undang yang dibuat oleh pariemen.

Kedua , Kontrol agar peraturan tidak menyimpang dari konstitusi, éuatu :

cara untuk mencegah parlemen tidak melanggar penetepan- .

penetapan konstistusi.
Bagi Maurice Duvenger, kedua hal itu sama pentingnya. Tanpa
kontrof keduanya, Undang-undang dasa akan kehilangan asasnya. Sama

halnya dengan hukum yang tidak ada artinya kalau tidak ada pengadilan

untuk rhenjaga penghormatan terhadap hukum tersebut. Sebab, apabila"

keadaannya seperti ini, baik undang-undang, dasar maupun autran-aturan
hukum lainnya akan manjadi rangkaian kata-kata mati."?

Dalam pada itu, jaminan perlindungan atas kebebasan merupakan
ciri dari negara hukum ‘M. Scheltema menyebutkan bahwa setiap
negara berdasarkan atas hukum mempunyai empat asas utama yaitu :
asas kepastian hukum (het rechizekerheidsbeginsel), asas persamaan

(het gelikheidsbeginsel), asas demokrasi (het demokratischebeginsel),

2 Tbid
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dan asas bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan kepada

masyarakat {hetbeginsel van de diemende overheid,government for the
people).13 Dalam hubungannya dengan kekuasaan kehakiaman yang

merdeka, Scheltema menegaskan bahwa :

“Penyelasaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman
yang merdeka {hakim yang bebas), merupakan dasar bagi
berfungsinya sistem hukum yang baik. Dengan kekuasaan yang
merdeka, setiap orang akan mendapat jaminan bahwa pemerintah
akan bertindak sesuai hukum yang berlaku, dan hanya dengan
hukum yang beralaku itulah kekuasaan kehakiman yang merdeka
bebas memutus suatu perkara "'

Uraian diatas memperlihatkan adanya beberapa tujuan yang berdasarkan
sifatnya yang terkandung dalam asas kekuasaan kehakiman yang
merdeka, yaitu : '

1. Adanya pemisahan kekuasaan kehakiman dalam dokirin Trias
politica diperlukan untuk menjamin dan melindungi kekuasaan
individuy;

2. Kekuasaan kehakiaman yang merdeka _diperlukan dalam negara

yang berdasarkan hukum untuk mencegah penyelenggara atau

pemerintah bertindak sewenang-wenang atau menindas;

3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperluakan dalam negara
yang berdasarkan sistem konstitusi untuk memjamin asas

penyelenggara negara/pemerintah tidak menyimpang dari batas-

13 M. Scheltema, De rechstaat, dalam J.W.M.Engels(et.al).de Rechtstaat Herdacht, terpetik dalam
bagir Manan, kekuasaan ...op cit. Lihat juga Azhari, Negara Hukum Indonesia, Suatu Analisis
Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya _Disertasi, Program Pasca Sarjana UI, Jakarta, him.
93-94 ' _
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batas kekuasaan yang ditentukan dalam konstitusi atau undang- -

undang dasar.

Dalam konteks negara Indonesia merdeka, Kendatipun dofrin Trias
Polotica tidak dianut, -namun kekuasaan kehakiaman yang Merdeka

dipertahankan ~ sebagai sendi penyelenggaraan negara 15

Dengan
demikian asas kekuatan kehakiman yang merdeka merupakan _bégian
yang tak terpisahkan dari asas bahwa Indonesia adalah negara yang
berdasarkan atas hukum dan berdasarkan atas hukum dan berdas_arkan
atas sistem konstitusi.

Di atas sendi kekuasaan kehakiman yang merdeka itulah, kekuasaan
kehakiman dengan MA sebagai puncaknya menjalankan fungsi dan
peranan yang dikehendaki oleh (pembentuk) UUD 1945 7

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, “merdeka” dapat berarti

bebas (dari penghambaan, penjajahan, dsb);berdiri sendiri (tidak terikat,

fidak tergantung pada sesuatu yang lain); lepas (dari tuntutan)."®

Kemudian timbul pertentangan apakah merdeka sama dengan bebas(dari
pengaruh kekuasaan pemerintah)? Apabila hanya bebas dari pengaruh
pengaruh pemerintah saja, apakah lembaga lain dapat mempengaruhi

sehingga menjadi tidak merdeka atau bebas lagi ?

14" M. Scheltema, Ibid.

15 1 ihat Sri Soemantri, Tentang Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945.Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1989, him 186-187. Loihat pula Sudiman Hartohadiprojo, Trias Politica
Dalam Beberapa Pikiran Seputar Pancasila, Alumni, Bandung, him 189-190.

16 W J.S. Poerwadarrminta, 1982,KUBLPN Balai Pustaka, Jakarta, him. 646
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"‘Kekuasaan pemerintah” tersebut tidak sehatanmata kekuasaan
eksekutif tetapi meliputi juga kekuasaan lainnya yaitu : kekuasaan MPR,
DPR, DPA, BPK, dan kekuasaan ekstra justisial lainnya'’. Dengan
demikian, sekalipun MPR berkedudukan ‘sebagai lembaga tertinggi di
Indonesia tetapi tidak be'rhak untuk mencampuri masalah peradilan di
Indonesia. Demikian pula lembaga lainnya yang sama-sama
berkadudukan sederajat.

Praktek di bebebrapa nagara menunjukan bahwa pemisahan cabang
kekuasaan yudisial dari cabang-cabang kekuasaan Iaiﬁ tidak dengan
sendirinya menjamin tegaknya kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Sebaliknya adanya kekuasaan kehakiman yang bercampur dengan
cabang kekuasaan lain, tidak pula dengan sendirinya melenyapkan
kemerdekaan dan kebebasan hakim. .-

' Sebagaimana diketahui, dari sudut kemerdékaan dan kebebasa_n
hakim itu mengandung dua segi:

1. hakim merdeka dan bebas dari pengaruh siapapun . jadi hakim tidak
hanya harus bebas'dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif,
tetapi juga dari pengaruh kekuasaan yudisial serta kekuasaan serta
kekuatan-kekuatan infrastruktur (pendapat umum, pres,dll}; |

2 hakim merdeaka dan bebas, terbatas pada fungsi hakim sebagai

_pelaksana kekuasaan yudisial. Artinya, kemerdekaan dan kebebasan

17 Bagir Manan, kekuasaan kehakiman Republik Indonesia, 1995, Pusat Penerbitan Universitas
LPMM - Universitas Islam Bandung, Bandung him. 10— 11
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" hakim ada pada fungsi yudisialnya, yaitu menetapkan hukum secara
konkrit.

Akan tetapi, persoalan esensigl bagi kemerdekaan dan kebebasan
hakim, bukan sekedar menjamin kemerdekaan dan kebebasan pada saat
menjalankan -fungsi yudisial tertentu. Pokok persoalnya adalah
menghindari péngaruh kekuasaan eksekutif secara umum akan
melindungi hakim pada setiap saat meﬁjalankan fungsi yudisialnya.
Dengan demikian, maka untuk kekuasaan kehakiman yang merdeka
teflepas dari campur tangan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya,
sebenarnya yang utama terletak pada pribadi hakim yang bersangkutan,
dan tidak semata-mata terletak pada siapa yang mengangkatnya.

Sekalipun demikian, tidak berati kekuasaan kehakiman dapat
ll)e:rtindak bebas sebebas-bebasnya atau tanpa batas sehingga menyalah
gunakan kekuasaan dan bertindak sewenang-wenang. Untuk mencegah
penyalah-gunaan kekuasaan tersebut, perlu ditetapkan batasan-batasan
tertentu tanpa mengorbankan prinsip kebebasan sebagai hakikat
kekuasaan kehakiman.

Adapun pembatasan tergadap kekuasaan kehakiman tersebut,
antara lain :'® |
1. Hakim hanya memufus menurut hukum.

2. Hakim memutus semata-mata untuk memberikan keadilan.

¥ Tbid
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3. Dalam melakuakan penafsiran, kontrusi atau mementukan hukum,
hakim harus tetap berpegang teguh pada asas-asas umum hukum dan
keadilan yang umum. '

4. Harus menciptakan suatu mekanisme yang memungkinkan menindak
~hakim yang sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaannya.

‘Selain ‘kemungkinan penyalahgunaan kebébasan hakim, kekuasaan
ekstra yustisiél pun berpengaruh dalam masalah ini. Beberapa hal yang
_ dimungkinkan dapat mempengaruhi kekuasaan hakim adatah :'°
1. Pengankatan hakim-dan pemberhentian hakim.

2. Sistem keuangan untuk kekuasaan kehakiman.

Untuk menghilangkan persoalan pertama tersebut, ada dua hal yang
dapat dilakukan, yaitu :

1. Meniédakan tatacara pengangkatan dan pemberhentian hakim dari
lingkup perbuatan administrasi negara. Hakim adalah pegawai negara
tetabi bukan pagawai negeri sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan kepegwaian Yyang berlaku. Hakim adalah
‘pegawai negert yang terlepas dari unsur administrasi negara.

2. Hakim tidak boleh dikenakan tindakan-tindakan atas sutau alasan atau
pelanggaran yang bersifat administratif (sebagai pegawai negeri).
Hakim juga tidak boleh -dikenakan apapun atas segala tindakannya
" dibidang yutisial.

Sedangkan untuk menghilangkan pengaruh terhadap hakim, dapat

dilakukan dengan cara berikut :
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1. Anggaran tahunan bagi kekuasaan kehakiman (dan lembaga-lembaga

negara diluar aksekutif} ditetapkan secara terpisah dari anggaran

tahunan pemerintah (eksekitif).

. Peyelanggaraan dan pengurusan anggaran kekuasaan kehakiman

dilakukan sendiri oleh kekuasaan kahakiman tanpa campur tangan

pemerintah.

. Sistem penggajian hakim termasuk kenaikannya ditetapkan dengan

undang-undang, bukan berdasarkan kebijaksanaan pemerintah.

Demikian beberapa hal yang dianggap sebagai kendala yang paling
menonjol  dalam  bidang kekuésaan kehakiman.  Uniuk
menyelesaikannya tanpa perlu segera dibuatkan suatu undang-undan.g
baru yang didalamnya mengatur pengangkatan dan pemberhentian
hakim seﬁa masalah keu_éngannya agar hakim dapat bertindak
merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lain khususnya

pemerintah.

19 Tbid
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. MAHKAMAH AGUNG DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF.

Untuk memahami lebih jauh tetang Mahkamah Agung (MA) dalam
sistem ketatanegaraan Indonesia, pelu dilakukan kajian secara historis
komparatif. Kajian demikian dilakukan karena :

Pertama, terbentuknya sisitem Indonesia tidak terlepas dari konstitusi
atau UUD (pernéh) berlaku sepanjang sejarah hukum
Indonesia.

Kedua, pemahaman tentang fungsi dan peranan MA dalam sistem
katatanegaraan Indonesia dengan sendirinya akan bertumpu
pada konstitusi atau UUD yang (pernah) beriaku sebagai
sumbu legitimasinya yang utaman disamping aturan-aturan
pelaksanaannya yang terbentuk kemudian.

Ketiga, dengan dasar tumpuan itu akan diperoleh deskripsi secara
‘komparatif tetang aéas hukum, dasar hukum, ataupun kondisi-
kondisi yang dapat dijadikan justifikasi terhadap fungsi dan
peranan MA dalam hukum positif indonesia.

Atas dasar itu, maka kajian tetang MA dalam hukum positif Indonesia
akan diarahkan kepada periodesasi dari konstitusi atau UubD yang

{pernah) berlaku di Indonesia.
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A. Periode pertama berlakunya UUD 1945 (1945-1949)

Kurun wakiu 1945-1949 sebagai periode pertama berlakuknya UUD
1845 merupakan masa transisi bagi negara R! yang baru berdiri sebagai
negara merdeka. Dalam kondisi yang demikian, segala sesuatu yang
digariskan atau diatur dalam UUD 1945 dengan sendirinya belum dapat
diwujudkan. Karena itu untuk mencegah terjadinya kevakuman badaﬁ
kenegafaan dan produk hukum yang diperlukan bagi Indonesia merdeka
Pasal Il Aturan Perali-han UUD 1945 menegaskan bahwa : “segala badan
negara dan peraturan Sfang éda masih langsung berlaku salama masih
belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini".

MA dan lain-lain sebagai badan kehakiman sebagai institﬁsi

pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada awal kemerdekaan belum dapat

diwujudkan sebagaimana dikehendaki oleh UUD 1945, sunggguhpun asas
kekuasaan kehakiman yang merdeka sudah digariskan -didalamnya
sebagai sendi bagi penyelenggaraan negara Indonesia yang merdeka.

Berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka semua
badan peradilan serta perturan-peraturan yang bersangkutan dengan
zaman -paendudukan Jepang yang ada pada saat ‘UUD 1945 berlaku,
dalam faris besarnya tetap dipertahankan kecuali ada tambahan dan
rperubahan berdasrkan UUD 1945. Badan-badan peradilan dan perturan-

peraturan yang dimaksudkan itu antara lain : 2

2 gudikno Metokusumo, sejarah peradilan dan perundang-undangannya sejak 1945 dan Apakah
Manfaatnya Bagi Kita Bangsa Indonesia, 1983, Liberty, Yoyakarta, hml. 106.




76

a. Peradilan umum yang dilakukan oleh badan-badan perdilan
yang telah ada dijaman pendudukan Jepang tetap dipertahan;

b. Peradilan agama selama jaman pendudukan Jepang sebagai
kelanjutan perdilan agama pada Jaman Hindia Belanda dan
peradilan asing tetap dipertahankan;

c. Penghapusan semua pengadilan swapraja terutama di Jawa
dan Madura;

d. Pembentukan pengadilan “tentara yang bukan merupakan
warisan Belanda maupun Jepang,;

e. Melanjutkan bekerjannya perdilan tata usaha khusus seperti
majelis perbandingan dalam soal penarikan pajak (tsb, 1915 no.
707, tsb. 1927 no. 29) dan perdilan tat usaha yang dijalankan
oleh peradilan perdata dalam soal penjabutan hak milik (stb.

1920 no. 574), pertambangan (stb. 1899 no. 214), dan
pendaftaran merk {stb. 1912 no. 545).

Khusus mengenali MA, untuk bebarapa wakiu terjadi kekosongan. MA
yang terbentuk di Jepang yang bernama ‘Saikoo Hooir’ {Mahkamah
Agung) berdasarkan UU No. 34 Tahun 1942 {Osamu Serei No. 3) ftidak
‘dapat menjalankan fungsingnya. Hal ini sesui dengan ketentuan Pasal 14
UU tesebut menentukan bahwa aspek atau kasasi pada MA untuk
semetara tidak diperkenankan. Akhirnya pada tahun 194 dengan UU No.2
Tahun 1944 (Osamu Seirei No. 2) ditetapkan bahwa badan kehakiman
yang tertinggi pada jaman Jepang dihapuskan. Kekuasan Mahkamah

Agung (Saikoo Hooin) diserahkan pada Pengadiian Tinggi (Kootoo Hooin).

Dengan demikian, pada saat berlakunya UUD 1945 di Indonesia

tidak ada MA sebagai ‘badan -perdilan' yang tinggi. Satau-satunya
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ketentuan yang menunjukkan adanya badan kehakiman yang tetinggi
adalah ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945.- Atas dasar ketentuan
-teafsebut,' pemerintah mengeluarkan Pénetapan Pemerintah  No.
9/S.0./1946 yang menujukan Kota Jakarta Raya sebagai kota kedudukan
MA, tatapi badan itu belum tebentuk. Baru dengan dikeluarkannya UU No.
7 Tahun 1947, ditetapkan susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung dan
Kejaksaan Agung. Ketentuan tersebut mulai berlaku surut sejak tanggal
17 Agustus 1945 (Pasal 6 Ayat (1)), sedangkan ketentuan sebagaimana
yang ditentukan dalam ketentuan tersebut berlaku sejak tanggai 3 Mafet

1945.

1. Mahkamah Agung Menurut Undang-undang No. 7 Tahun 1947
Sebagaimana telah dikemukakan diatas, UU No. 7 Tahun 1947 ini
~ mengatur tetang susunan serta kakuasa_ian Mahkamah Agung dan
Kejaksaan AgLJng. Nlen.yimak-bunyi konsideran undang-undang itu, paling
tidak terdapat tiga alasan yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkan

undang-undang tersebut :

Pertama, pengaturan mengenai susunan badan-badan kahakiman beserta
kekuasaannya sebagaiman diharuskan oleh UUD 1945 belum

dilaksanakan sepenuhnya;
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Kedua, -belum ada pengaturan megenai kadudukan dan peranan MA

sebagai badan kehakiman yang tertinggi oleh negara yang baru

merdeka;

Ketiga, banyaknya badan peradilan tidak diimbangi dengan peraturan

tantang kewenangannya masing-masing sehingga dalam

menjalankan tugasnya sering terjadi tumpang tindih, bahkan
perselisinan pun tidak dapat dihindari. Kekuasaan MA baik
untuk mengawasi maupun untuk menyelesaikan perselilsihan

diatara badan-badan peralihan itu, sama sekali belum diatur.

Sementara itu yang menjadi dasar pemikiran pembentukan MA

menurut undang-undang tersebut adalah :

Pertama , untuk membentuk sistem pengadilan yang disatukan sebagai

bagian dari upaya mewujudkan negara kesatuan®'

Kedua, untuk menempatkan Mahkamah Agung sebagai kekuasaan
kehakiman yang -tertinggi' dalam negara, sebagaimana tanpak dari
penjelasan undang-undang No.- 7 Tahun 1947 yang antara . lain

menegaskan :

“Kekuasaan Mahkamah Agung, demikian pula susunan serta
kekuasaan badan-badan kehakiman lain-lain  (sebagaimana

2. Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, 1990, LP3ES,
Jakarta, hlm.270.
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seharusnya untuk republik Indonesia) masih harus diatur dalam
undang-undang tersendiri untuk menjalankan Pasal 24 UUD 1945”.

Upaya untuk mewujudkan kedua Qpaya tersebut diatas dapat dilihata
dari beberapa ketentuan dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1947.
Sebagai confdh tentang kedudukan MA sebagi badan kehakiman yang
tertinggi dalam negara, dengan jalas dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1).
Sementara itu fungsi dan peranan MA nampak dalam ketentuan
berikutnya. Mengenai fungsi MA, dapat diklasifikasikan ke Dalam dua

Macam Fungsi, yaitu :

‘Pertama, fungsi yustisial atau peradilan diatur dalam Pasal & ayat (1)

yang memberikan kewenangan dalam MA untuk memeriksa dan mengadili
sengketa atau persilisinan tentang kewenangan mengadili diantara badan-

badan kahakiman bawahan pada pada satu daerah hukum yang sama

- ataupun yang berbeda.

Kedua, fungsi non yustisial, diatur dalam Pasal 2, yang memberikan

kewenangan kepada MA untuk :

A Mengawasi badan-badan kehakiman dalam melakukan keadilan
di seluruh Indonesia

b. Mengawasi tingkah laku, perbuatan para hakim, dan
memberikan peringatan, teguran, dan petunjuk-petunjuk yang
dianggap perlu dan berguna pada hakim-hakim yang -berada
dibawahnya. .

-C. Meminta segala keterangan, pertimbangan dan nasehat dari
segenap badan-badan kehakiman (sipil dan militer) dan hakim-
hakim.
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Sedangkan peranan yang dijatankan oleh MA dengan jelas
disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa MA
menyeianggafakan ber.lakunya dengan seksama dan seyogyanya.

M_eiihat fungsi dan peranan MA yang digariskan dalam UU No. 7
Tahun 1947 itu, nampak satu fungsi yang tidak diatur dalam UU yang
justru tidak mencerminkan salah satu dari tujuan pembentukan undang-
undang tersebut yaitu adanya kesatuan peradilan. Fungsi yang dimaksud
adalah ketentuan meﬁgenai kasas,  yaitu ‘pembatalan atas keputusan
-pengadilan—pengédiian. lain dalam tingkat terakhir dengan penetapan
bahwa perbuatan-perbuatan pengadilan-pengadilan lain dan para hakim,
bertentangan dengan hukum, kecuali keputusan pengadilan dalam
pe.rkara pidana yang mengandung pembebasan terdakwa dari segala
tuduhan.”

Dengan kata lain, secara kebahasaan (terminologi), kasas berarti
membatalkan atau pembatalan. Dalam péreriksaan tingkat kasasi, MA
hanya memeriksa apakah badan kehakiman yang tingkatnya iebih rehdah
telah secara cepat atau keliru salah menerapkan ketentuan hukum dalam
suatu perkara yang diputus. Jadi sistem kasasi tidak melakukan

pemeriksaan atas pokok perkara atau materi perkara.23

22 Remowulan Sutantyo & Iskandar Qerip Kartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan
Praktek, 1985, Alumni, Bandung, hlm. 300,
2 Bagir Manar, op. cit, him. 26.
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2. Mahkamah Aguﬁg Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 1948

Undang-undang No. 19 Tahun 1948 ini dibuat untruk mengganti atau
menyempurnakan subtansi UU No. 7 Tahv;m 1947. Karena itu, beberapa
ketentuan yang ada dalam UU No. 7 Tahun 1947 diatur kembali dalam
_UU No. 19 tahun-1948 dengan bebrapa perubahan dan tambahan; yaitu :
Pertaman, tentang ketentuan mengenai kasasi; jika dalam UU No. 7
tahun 1947 tidak diatur mengenai kasasi maka dalam UU No. 19 Tahun
1948 ini tegas'diatur mengenai kasasi dengan. menyebut alasan-alasan
kasasi sebagaimana diéebutkén dalam Pasal 63 yaitu :

a. peraturan hukum tidak dilaksakan atau ada kesalahan dalam
pelaksanaannya; S

b. badan kahakiman atau hakim melampaui batas kekuasaanya;

c. ada kesalahan dalam menetapkan, berkuasa dalam memutus
atau tidak memutus;

d. tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diatur
menurut undang-undang.

Menurut Sudikno Mertokusumo, dengan alasan-alasan kasasi tersebut,

maka UU No. 19 Tahun hendak memberi jaminan pelaksanaan peradilan

yang sesuai dengan fungsi MA sebagai badan kéhakimén yang tertinggi.24

Kedua, penentuan asas peradilan yang cepat, layak dan wajar bagi setiap

orang maju didepan bengadilan. Hal ini merupakan salah satu prinsip

yang digariskan dalam UU No. 19 Tahun 1948.

% gudikno Mertokusumo, op. cit, him.42
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Ketiga, ketentuan mengenai penyederhanaan pengadilan. Hanya »tefdapat
tiga tiga tingkat pengadilan yang dikenal dalam Undang-undang ini, yaitu
Pengadilan Negeri {tingkat pertama), Pengadilan Tinggi (tingkat banding);
MA (tingkat kasasi). |

Jenjang tingkatan pengadilan itu hanya ditentukan bagi lingkunagn

- peradilan umum, sedangkan lingkungan Peradilan Tata Usaha dan Militer

tidak ditentukan jenjang atau tingkatannya. Jenjang seperti itu tidak saja

mengesampingkan pengadilan adat tetapi juga pengadilan agama
(Islam).®

Keempat, penghapusan pengadilan adat.

- Akan tetapi, penghapusan secara adat secara diam-diam dibatasi dengan

~ ketentuan, apabila “hukum masyarakat yang masih hidup” mengisyaratkan

bahwa pertikaian dan kejahatan tertentu masih harus diperiksa dan
diputus oleh mereka yang menjalankan kekuasaan dalam masyarakat itu,
para penguasa harus tetap melanjutkan memutus perkara yang demikian

itu. 2

Bebarapa perubahanlpenyempurnaah yang digariskan -dalam UU
No. 19 Tahun 1948 ini menjadi Undang-undang ini relatif lengkap
mengatur soal pengadilan pada masa itu. Akan tetapi dengan adanya

agresi Belanda, UU No. 18 Tahun 1948 ini menjadi tidak berlaku.

23] ihat Pasal 6 dan UU No. 19 Tahun 1948
24 1ihat Pasal 10




Dengan demikian, uraian tentahg MA.dalam hukum positif Indonesia

pada periode pertama berlakunya UUD 1945 memperhatikan :

Pertama, MA dan badan kehakiman lainnya sebagi pelaksana dari
kekuasaan yang digariskan dalam UUD 1945 pada masa awal

kemerdekaan, sepenuhnya belum dapat diwujudkan.

Kedua, untuk mengatasi kevakuman itu, Pasal Il Aturan Peradilan UUD
1945 memberikan justifikasi bagi nberlakunya badan-badan kenegaraan

- dan produk hukum peninggalan kolonial.

Ketiga, MA sebagai badan kahakiman yang tertinggi dalam negara éama
sekali tidak ada pada awal kemerdekaan sampai pada akhirnya baru
terbentuk dengan keluarnya QU No. 7 tahun 1947. Fungsi dan peranan
MA yang digariskan dalam UU No. 7 tahun 1947 belum seutuhnya
menampilkan kinerja MA sebagai badan kahakiman yang tertinggi dengan

tidak adanya ketentuan mengenai kasasi.

Keempat, UU 'No. 9 tahun 1948 vyang dipersiapkan unfuk
menyempurnakan atau menganti UU No. 7 tahun 1947bak yang
menyangkut kedt_;dukan, maupun fungsi peranan MA dan lain sebagainya
dala bidang peradilan, tidak pernah beriaku efektif sampai sekarahg

sebagai akibat dari agresi yang dilakuakn oleh Bélanda.




Sungguhpun demikian, kedua produk hukumnasinal itu (UU No. 7
tahun 1947 dan UU No. 9 tahun 1948) telah berhasil mengisi kevakuman
MA sebagai badan kehakiman yang tertinggi, sekaligus meletakan dasar-
dasar dan prisip atau asas-asas dibidang peradilan yang lebih sesuai
dengan esensi UU No..27 UUD 1945.. Yang lebih penting dari itu, kedua -
produk hukum nasional tersebut telah berusaha membangun kinerjia MA -
berikut dengan kedudukan, fungsi dan peranannya,' meskipun 'akhirnya :

belum dapat berjalan sepenuhnya sebagai akibat agresi Belanda itu.

B. Perioda Kontitusi Repsblik Indonesia Serikat (KRIS) 1949

Sejak 27 Deéembar 1949 berdiri negara Republik Indonesia Serikat
(RIS). R‘IS terdiri dari negara-negara bagian, satuan-satuan kenegaraan
dan daerah-daerah bégian. Berdasarkan konstitusi RIS, terdapat dﬁa
macan sistem susuna kekuasaan kahakiman, yaitu susunan kekuasaan
kahakiman federal {peradilan federal) dan susunan kekuasaan kahakiman

daerah-derah bagian (peradilan daerah bagian).

MA sebagai pengadilan federal tertinggi, Khususnya yang
menyangkut fugsi dan peranannya terdapat dua sumber legitimasi, yaitu

Konstitusi RIS 1949 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang

Mahkamah Agung.
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1. Mahkamah Agung Menurut Konstitusi RIS

Berbeda halnya dengan UUD 1945, maka didalam Kons'ti'tusi RIS
diatur cukup rinci tetang fungsi MA seperti nampak tersebar pada
beberapa pasal dalam Bab Il dan Bab IV Konstitusi RIS. Fingsi MA di bagi

dalam dua bagian besar, yaitu :

1) Fungsi MA yang akan diatur lebih lanjut dalam UU Federal baik
mengenai susunan dan kekuasaan MA {(Pasal 113 KRIS) meupun
mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pemecatan ketua, wakil
ketua, dan anggota MA (Pasal 114 KRIS). UU Federal yang dimaksud-

adalah UU No. 1 Tahun 1950 tetang MA.

2) Fungsi MA yang diatur langsung dalam KRIS.Maksudnya ad_alah
beberapa fungsi MA tidak periu menuggu pengaturan lebih {anjut UU
Federal atau pengaturan lainnya. Sébab, secara enumeratif telah

digariskan dalam KRIS. Fungsi tersebut terdiri dari :

a. Fungsi mengadili

Mengadili dalam tingkat kasasi dalam hal-hal yang ditunjukan dalam
UU Federal terhadap keputusan-keputusan yang diberikan dalam
tingkat tertinggi oléh pengadilan-pengadilan yang lebih rendah {Pasal

148 ayat (4) KRIS)
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Disamping itu, MA mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
terhadap para pejabat tinggi negara seperti Presiden, Mentri, ketua
dan anggota Senat, ketua dan anggota DPR, ketua, wakil ketua dan
anggota MA, kefua, wakil ketua Dewan Pengurus Keuangan,
predsiden Bank Sirkulasi serta pegawai-pegawai, anggota Majelis.
Tinggi maupun pejabat-pejabat Iaiﬁ yang di tunjuk oleh .udnan'g-
undangpun sesudah mereka berhenti berkaitan dengan kejahatan
dan pelanggaran jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain yang
ditentukan dengan UU Federal dan yang dilakukannya rdalam masa
pengerjaannya, kecuali jika ditetapkan lain dengan UU Federasi
(Pasal 148 ayat 1 KRIS). |

Fungsi mengadili yang demikian itu bersifat final, artinya tidak
dimungkinkan  adanya upaya hukum. Peradilan semacam ini
terdapat pada negara-negara yang menjalankan asas 6portunitas
(opportuniteits beginsel).dalam hal ini seseorang yang memangku
jabatan tertentu berhak diadili oleh badan-perdilan tertentu sebagai
perdilan tingkat pertama dan. terakhir. Kekuasaan untuk. mengadili.
pada tingkat pertama dan terkhir (tertinggi) ‘tersebut' biasanya
terdapat pada kekuasaan kehakiman yang tertinggi, yaitu MA.
Dengan begitu ketentuan Pasal 148 KRIS merupakan ketentuan
yang melaksanakan asas oportunitas, baik yang menyangkut pihak

yang diadili (pejabat tertentu), Iembaga yang mengadili (MA) pada
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tingkat pertama dan terakhir yang bersifat 'ﬁﬁa! maupun yang
berkenaan dengan forumnya yang disebut dengan Forum

Privelegiantium.

- b.Judicial Review

Daiam hal ini MA yang berwenang untuk menyatakan dengan tegas
bahwa : suatu ketentuan dalam peraturan dalam ketatanegaraan
atau dalam negara bagian tidak menurut konsfitusi, dan dalam
perkara perdata (_ii;sertai dengan peryataan bahwa suatu ketentuan
undang—undang federal atau undang-undang negara bé-rtentangan
denga konstitusi.
Hal yang pertaman didasarkan pada surat ‘permohonan yang
diajukan pada pemerintah Republik Indonesia oleh Jaksa Agung
untuk tingkat federal oleh jaksa-jaksé untuk masing-masing negara
bagian.' Hal yang kedua, keputusan yér_\g diambil bersamaan dengan
keputusan pada tingkat kasasi (Pasal 156 ayat (1) dan(2) jo Pasal
158 KRIS). Kewenangan MA seperti itu disebut dengan Judicial
review yaitu penguijian terhadap peraturan perundang-undanrgan. . -
Jika MA atau pengadilan-pengadilan lain yang mengaditi dalam
perkara perdata, atau dalam perkara dalam hukuman perdata,
beranggapan bahwa suatu peraturan ketatanegaraan atau undang-
undang suatu daerah berlawalan dengan konstitusi, maka dalam

keputusan kehakiman itu juga, ketentuan itu dinyatakan denga tegas
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tak menurut konstitusi.”® Bahkan pernyataan tak menurut komstitusi
tidak harus menuhggu adanya suatu perkara, melainkan dapat juga
berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh atas nama Jaksa
Agung.”® |

Dengan demikian, konstitusi RIS menyerahkan judicial review
baik kepada MA maupun kepada badan-badan peradilan lain, |
sedangkan peraturan bédan perundang-undangan yang dapat diuji
méliputi Undang-undang Daerah Bagian dan peraturan-peraturan
lain, termasuk peraturan-peréturan Federal, keciali Undang-undang
Federal dan -Undaﬁg-undang Darurat (federal).

Judicial review tidak berlaku terhadap Undang-undang Federal
dapat kita ketahui dari Pasal 130 ayat (2) yang menyatakan, bahwa
Undang-undang Federal tidak dapat diganggu-gugat. Dengan
kata lain, Undang-undang Federal tidak dapat dinilai atau diuji secara

‘material, apakah ia bertentangan dengan Konstitusi atau tidak.
Selanjutnya dalam Pasal 139 ayat (2) dunyatakan bahwa terhadap
Undang-undang Darurat pun berlaku ketenfuan Pasal 130 avat (2)
Konstitusi RIS. |

Timbul peryataan, kenapa Undang-undang Federal tidak dapat

- diganggu-gugat. Dalam hal ini Sri Soemantri dalam bukunya Hak

25 Pasal 156 ayat (1) Kontistusi RIS
- 26 pasal 156 ayat (2) Kontistusi RIS
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Menguji Material di Indonesia, mengemukakan dengan merujuk pada
Pasal 1 ayat{(2) yang berbunyi :
“Kekuasaan berkedaulatan rakyat Republik Indonesia Serikat
dilakukan oleh Pemerintah bersama-sama dengan dewan
Perwakilan Rakyat dan Senat.”-
Dengan demikian, Pemerintah bersama-sama denga Senat itu
adalah lembaga-lambaga negara yang melaksanakan kedaulatan

rakyat, sedangkan perwujudan kedaulatan rakyat diatas dituangkan

dalam bentuk Undang-undang Federal. Inilah rasionya mengapa

sistem konstitusi RIS, Undang-undang Federal tidak dapat diuji

secara material. ¥

Timbul pertanyaan, apakah pembentukan undang-undang,
seperti Congres di Amerika atau Parlemen di Australia tidak
melaksanakan kedaulatan rakyat 7. Jika sebagai " pelaksana
kedaulatan rakyat maka semestinya dinegara-negara tersebut tidak
boleh ada penguijiuan terhadap undang-undang.

Untuk itu dapat digunakan asumsi bahwa Undang-undang
Federal menurut Konstitusi,___fR'i‘S tidak dapat diuji secara material,
sebab konstitusi menganut sistem suremasi parlemen.

Pengertian supremasi parlemen pada saat ini setidak-tidaknya
menunjuk pada dua hal, yaitu 'deereignty of Parfiament dan

Supremancy of parliament. Di Inggris kedua hal itu melekat -pada

2 Sri Soemantri, Hak Menguji Material di Indonesia,1986, Alumni, Bandung, him. 18
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parlemen,? tetapi secara teoritis kita dapat membedakan antara
kedua hal tersebut. Hal yang pertama merujuk pada kKekuasaan
parlemen yang omnipotent atau tanpa' batas. Dengan kata lain tidak
dibatasi oleh kaidah—kaidah tertentu seperti konstitusi, sebab

&

parlemen dianggap sebagai representatives of national
sovereignty”. Sedangkan hal kedua yang merujuk pada Supremasi of
Parfiament over the Executive,atau yang biasa diwujudkan dalam
sistem pemerintahan -barlementer.

Secara sepintas, dalam Konstitusi RIS kedua hal tersebut
tanpak dengan jelas. Pertama, dalam konstitusi dapat diubah sama
halnya dengan cara mengubah undang—undang biasa. Kedua, bobot
kekuasaan terletak pada parlemen.

Persoalan senjutnya, mengapa Undang-Undang -Darurét yang
hanya dibuat oleh Pemerintah saja, juga tidak dapat diuji oleh MA.
Dalam hal ini Sri Soemantri merujuk Pasal 96 ayat (2), yang
menyatakan bahwa Undang-Undang Darurat mempunyai kekuasaan

dan derajat undang-undang.®® -

¢.Fungsi Pengawasan .

MA  melakukan pengawasan tertnggi atas perbuatan
‘pengédiian-pengadiian federal yang lain menurut aturan yang

ditetapkan dengan  undang-undang ({Pasal 150 KRIS), serta

2 S E. Finer, Five Copnstitutions; Ccmtras and Companson 1979, Penglun Books, him. 35.
» Sri Soemantri, op. cit.
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melakukan peengawasan tertinggi atas perbuatan-perbuatan
pengadilan tertinggi daerah bagian menurut aturan yang ditetapkan
oleh UU Federal ‘)_Pasal 153 ayat (1} KRIS).

Selian itu secara otomatis, melakukan pengawasan tertinggi
terhadap pengadilan lain yang diadakan atau atas kuasa undang-
undang daerah bagian éepanjang tidak diadakan pengawasan

tertinggi oleh negara bagian itu {Pasal 153 ayat (1) KRIS)
Dengan demikian dalam Konstitusi RIS tidak ditemukan fungsi-
fungsi MA yang lain, selain fungsi mengadili dan fungsi pegawasan

sebagaimana diutarakan diatas.

2. Mahkamah Agung Menurut UU No. 1 Tahun 1950

1) Fungsi Mangadil

Selain kekuasaan mengadili sebagaiman termuat dalam
Konstitusi RIS seperti telah diuraikan dimuka, MA menurut UU No.

1 Tahun 1950 memiliki fungsi :

a. mengadili untuk tingkat pertama dan terakhir semua
perselisihan  kekuasaan mengadili antara semua
pengadilan yang tempat kedudukanya tidak sedaerah
hukum dengan pengadilan tinggi, pengadilan tinggi dengan
pengadilan lain di daerah hukumnya, pengadilan tentara
dengan pengadilan umum, kecuali perselisihan antara MA
sendiri dengan pengadilan tentara yang tertinggi yang
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diputus oleh Presiden; .semua perselisihan yang
ditimbulkan dari perampasan kapal perang berdasarkan
peraturan yang berlaku untuk itu;

b, sebagai pengadilan banding terhadap putusan-putusan
wasit yang ternyata mengenai nilai harga Rp. 25.000,- atau
lebih.

2) Fungsi Pengawasan

Melaksanakaﬁ pengawasan tertinggi atas pengadilan-pengadilan
federal, pengadilan-pengadilan tetinggi begara bagian, dan
selama tidak diadakan pengawasén tetinggi oleh suatu daerah
bagian, juga atas pengadilan-pengadilan lain negara bagian

(Pasal 12 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1950).

Mengawasi tingkah laku dan perbuatan (pekerjaan) pengadilan
dan para hakim pengadilan tersebut. Guna kepentingan jawatan,
MA berhak mémberi peringatan teguran, dan petujuk—petUnjuk
yang dianggap perlu. Caranya baik dengan surat tersendiri
maupun dengan surat edaran. Dengan demikian surat edaran
tersebut berhubungan dengan fungsi pengawasan dan tldak
dalam kaitan dengan fungsi lain (Pasal 12 ayat (2) No. 1 Tahun

- 1950).

Dalam keadaan dérurat, MA dapat menetapkan beberapa daerah

pengawasan yang dimaksud dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2)
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untuk dijalankan oleh pengadilan tinggi masing-masing daerah

hukum yang bersangkutan.

Sementara itu, peranan terpenting dari MA sebagai pengadilan
federal yang tertinggi adalah menyelenggarakan berlakunya

peradilan dengan seksama dan seyogyanya.

Baik fungsi maupun peranan MA dalam melaksanakan

kekuasaan kehakiman tetap beftumpu pada asas kekuasaan
kehakiman yang merdeka seperti yang-ditegaskan dalam Pasal
145 Konstitusi RIS yang menyatakan :

“Segala campur tangan, bagaimanapun juga, oleh alat-alat

perlengkapan yang bukan alat perlengkapan kehakiman,
terlarang, kecuali jika diizinkan oleh undang-undang”.

Namum demikian, melihat kinerja berikut fungsi dan peranan yang
digariskan baik dalam Konstitusi RIS maupun dalam UU No. 1

Tahun 1950, terdapat dua hal esensial yang nampak jelas, yaitu :

Pertama, betapapun pengaturan téntéhg “I;ekua-sa;rll kehakiman
(termasuk MA di dalamnya) diatur demikian rinci dan
relaﬁf lengkap, nemun menginéat bentuk nega'ra
Indonesia (ketika itu) berbentuk federal atau serikat
maka sulit dihindari corak atau warna federalis pada

kinerja kekuasaan kehakiman. Hal itu nampak jelas dari
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fungsi dan peranan yang dimilki oleh MA sebagai

badan pengadilan federal tertinggi;

Kedua, berbarengan dengan itu cita-cita kearah t-erbehtuknya

unifikasi  perdilan dalam arti kesatuan mengadili .

maupun kesatuan organisasi peradilan (singfe system
. of court) jelas berbeda dengan negara Indonesia ketika

berbentuk kesatuan.

Meskipun demikian, relatif singkatnya usia RIS dengan Konstitusi
RIS-nya (kurang lebih 8 bulan) menyebabkan corak federasi yang
mewarnai kenerja kekuasaan kehakiman fidak berlaﬁgsung.lamé
sampai akhirnya negara Republik Indonesia kembali menjadi

negara kesatuan dibawah UUDS 1950.

C. Periode UUDS 1950 |
Bersamaan dengan terjadinya perubahan bentuk negara R dari
. negara federal menjadi negara kesatuan, terjadi pula perubahan corak-
negara yang bersifat federastif menjadi negara yang bersifat
unitaristik._ Demikian pula Konstitusi yang berlaku berubah dari.
konstitusi RIS menjadi UUDS 1950. Meskipun seluruh subtansi
konstitusi RIS beralih menjadi subtansi UUDS 1950, namun jabatan-

jabatan dan ketentuan-ketentuan yang bersifat federalistik tidak lagi
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. ditemukan dalam UUDS 1950 sesuai dengan tuntutan négara
kesatuan RIl. Karena itu pada periode berlakunya UUDS 1950 ini
watak dari tuntutan unitarisme demikian kuat mewarnai praktek
penyelenggaraan negara, termasuk pengaturan tentang MA sebagai

" penyelenggara kekuasaan kehakiman yang sekaligus merupakan
pengadilan 'negara yang tertinggi.

Sejalan dengan tuntutan negara kesatuan, maka peranan MA
yang paling menonjol adalah mewujukan unifikasi hukum sesuai
dengan cita-cita negara kesatuan RI. Penampilan yang paling lengkap
dan tegas tefhadap hal itu nampak jelas dari pidato Soepomo- pada
tahun 1947.% |

Pada periode sebelumnya terdapat enam lingkungan peradilan

| yaitu peradilan umum, peradilan tentara, peradilah swapraja, peradilan
adat, peradilan agama, dan peradilan tata usaha ﬁegara. Khusus
mengenai peradilan adat tidak terikat pada peraturan umum dan
hukum acara serta hukum materil. Hukum berbeda antara daerah
yang satu dengan daerah yang lain. Hal ini -justru memperbesar
ketidak pastiém.33

Disamping itu, setelah Rl kembali menjadi negara kesatuan, Di
indonesia berlaku berbagai macam peraturan yang berhubungan

dengan pengadifan. Sebagian peraturan tersebut berasal dai RIS,

% Soepomo, Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari, 1959, Pustaka Rakyat, Jakarta, hlm. 27.
33 Daniel S. Lev, op cit, him, 281.
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sebagian dari pemerintah negara bagian, dan sebagian lagi berasal
dari pemerintahan Belanda serta pemerintahan pedudukan Jepang.
Walaupun dis_adari banyak kekufangan, tetapi memberlékukan
hukum yang ]ama termasuk hukum peninggalan kolonial menawarkan
2 (dua) keuntungan yang penting, yaitu :*
1) Pola konsep nasional; bagi para pemimpin Indonesia yang
menerima gagasan yang meliputi seluruh daerah bekas jajahan itu,
hukum kolonial (lama) memberi kerangka yang siap pakai dan

tepat guna. .

2) Kenetralan sekuler yéng berdiri ditengah-tengah dorongan agama

dan sosial yang saling bertikai, jugé yang merupakan Iambang
yang menjaga tetap lestarinya elit yang ada dan berkuasa untuk
menguasai lembaga-lembaga nasional.

Dalam keadaan seperii itu, hukum-hukum tersebut diterapkan
dan dipertahankan oleh lembaga pengadilan, termasuk MA. Bahkan
untuk daerah yang berbeda sekalipun. MA yang berfungsi mengadili
pada tingkat kasasi atau pada tingkat banding, berusaha sedemikian
rupa agar penerapan hukum tidak menimbulkan -ketégangan.

Oleh karena itu, peranan MA yang utama adalah membina
keseragaman penerapan hukum dan menjaga agar hukum dan UU

diterapkan secara tepat dan adil di sejuruh wilayah Indorna\:-‘,ia.é2

*' Daniel S.Lev, Tbid, him. 263.
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Corak unitarisme juga nampak dari adanya kecenderungan MA
sabagai pengadilan negara tertinggi kearah sentralisasi norma. Sifat
. ini tentu membantu untuk menjembatani perkembangan hukum adat

yang terkadang kurang mencerminkan nilai-nilai keadilan dan
nasionalisme. Selain itu, adanya kecenderungan yang demikian itu.
mendorong rakyat lndonesia kearah hu.kum yang baru dan modern.®
Corak dan tuntutan unitarisme nampak pula pada fungsi yang
dijalankan MA sebagai pengadilan negara tertinggi, antara lain fungsi
pengawasan MA. Jika MA pada masa RIS hénya mengawasi
pengadilén tertinggi negara bagian, maka dalam pericde UUDS 1950
- pengawasaam MA itu dilakukan terhadap pengadilan seluruh wilayah
negara kesatuan RI. Fungsi pengawasan yang lainldari MA, tidak
dijumpai lagi dalam UUDS 1950, sedahgkan fungsi mengadili yang

ditentukan dalam UUDS 1950, antara lain meliputi :

« Kewenangan mengadili dalam tingkat kasasi.

. Kewénangén mengadili dalam tingkat pertama da‘n' terakhir
{tertinggi) pejabat-pejabat negara yang melakukan kejahatan (Forum
Privelegiantum), sedangkan kewenangan untuk memeriksa sengketa
tentang kewenangan untuk mengadili dari pengadilan-pengadilan

bawahan dan kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap

32 Subekti, Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, 1983, Alumni,
Bandung , him. 105
3 ‘Supomo, op. cit, hlm. 18.
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pengaturan perundangan (judicial review) sama sekali tidak diatur
dalam UUDS 1950.'Khusus mengenai judicial review yang tidak diatur
dalam UUDS 1950, reasoningnya bermuara darai sistem yang dianut
dalam UUDS 1950 dan bukan karena dianutnya bentuk negara

kesatuan.®*

Sistem yang dianut dalam UUDS 1850 yang meniadakan judicial
review itu bermuara dari bunyi ketentuan Pasal 1 ayat (2) UUDS 1950
yang menentukan bahwa kedaulatan bahwa kadaulatan RI yang
berada difangan ‘rakyat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama

dengan DPR.

Berdasarkan ketentuan itu maka pemerintah adalah DPR adaléh
pelaksana kadaulatan rakyat. Sélain sebagai pelaksana kedaulatan
- rakyat, kedua organ ini adalah juga palaksana kakuasaan perundang-
undangan‘ (de wetgever) seperti nampak tersimpul dari -buﬁyi Pasal 89

UUDS 1950 yang menyebutkan :

“Kecuali apa yang ditentukan alam pasal 140, maka kekuasaan
perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan

pbagian -ini, dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan

DPR“.

3% $ri Soemantri, op. cit, him. 24.
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Itu berarti, kedaulatan rakyat yang dilakukan/dijalankan oleh
peme'rintah bersama dengan DPR diwujudkan dalam bentuk Undang-
Undang. 'Sebagai produk dari 2 (dua) organ pelaksana kadaulatan
rakyat, maka undang-undang, sesuai dengan bunyi Pasal 95 ayat (.2)‘
UUDS 1950, tidak dapat diganggu-gugat. Artinya, UU tidak dapat

dinilai ataupun diuji oleh badan peradilan termasuk MA sekalipun.

Sementara itu, dalam situasi adanya funtutan dan corak
unitarisme yang begitu kuat mewarnai kinerja MA dan badan peradilan
" lainnya, menyatakan bahwa dari segi historis, pengadilan sering
merupakan salah satu lembaga yang. paling dini menarik perhatian

orang-orang yang menginginkan terciptanya kesatuan nasional.

Bila diurut, tefdapat serangkaian reaksi terhadap tertib kolonial
yang bersifat memecah belah, yang terwujud dalam bentuk organisasi
hukum kolonial. Dalam organisasi yang demikian kemajemukan
pengadilanl tidak bisa tidak mengadung diskriminasi yang menyakitkan
hati antar golongan Eropa “ yang maju “ dengan golongan pribumi

“yang terbelakang”.

Selain itu, para pemimpin politk dan kaum terpelajar yang
berhaluan nasionalis mencita-citakan kesatuan nasional dan
modernisasi. Untuk mewujudkan itu, unifikasi hukum secara universal

hampir dipahdang sebagai langkah yang niscaya harus ditempuh.
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Sejalan dengan pikiran ini, maka unifikasi pengadilan menjadi
kebutuhan yang paling mendesak. Sebab, begitu disatukan
pengadilan nasional akan diilhami o[.eh dorongan-dorongan yang
menempatkan kesatuan nasional pada tingkat pertama, lebih dari

yang lain-lain.

Nuansa seperti itu nampak jelas dalam UU Darurat 1951. UU ini
merupakan peraturan tentang tindakan darurat dan sementera untuk
-menyelenggarakan. kesatuan susunan kekuasaan dan pengadilan-
pengadilan sipil sebagaimana dijelaskan dalam penjelasannya, UU ini
mengandung asas unifikasi tentang susunan, kekuasaan dan acara

bagi segala macam peradilan negeri dan segala pengadilan tinggi di

- wilayah RI. UU ini pada dasarnya berisi empat hal pokok, yaitu :

.« Penghapusan beberapa pengadilan yang tidak sesuai lagi dengan

suasana negara kesatuan ;

e Penghapusan secara berangsur-angsur pengadilan swapraja
dibeberapa daerah tertentu dan-semua pengadilan adat; -

e Melanjutkan peradilan agama dan peradilan adat;
« Pembentukan pengadilan negeri dan kejaksaan dan tempat-tempat

dimana dihapuaskan Landgerecht atau pengadilan negara dan
pembentukan pengadilan tinggi di beberapa kota.

‘Walaupun UU Darurat 1951 ini tidak mengatur secara eksplisit
fungsi MA, tetapi dengan adanya perubahan pada tatananlsusunan
kekuasaan maupun hukum acara padé peradilan yang lebih rendah,

akan mempengaruhi pula wewenang MA. Sementara itu, mengenai
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kekuasaan dan wewenang MA, seperti yang termuat dalam UU

‘No.1Tahun 1950 tidak banyak berubah.

Periode Kedua Berlakunya UUD 1945

Gagalnya kon_stituanté untuk membuat atau menetapkén
Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti UUDS 1950,
menyusul anjuran Presiden untuk kembali ke UUD 1945 tidak
memperoleh tanggapan yang berartirdari konstituante, merupakan
sebab keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan :
1) Pembubaran Konstituabte, |

2) Pemberiakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UuUDS
1950 ; . :

3) Pembentukan MRPS dan DPAS dalam wakiu yéng sesingkat-
singkatnya. '

Kendatipun UUD 1945 telah dinyatakan bertaku kembali melalui

" Dekrit Presiden, namun ha! itu belum menjadi jaminan bahwa

penyeienggaraan negara (akan) berja[gn sesuai_;d’eingan UuD  1945.
Sebab seperti terbukti dari sejarah perjalanan ketatanegaraan
Indonesia setelah UUD 1945 dinyatakan berlaku, Presiden Soekarno
mencanangkan pelaksanaan konsepsinya yang terkenal yaitu dengan
demokrasi terpimpim {guided democracy) dalam pengertian demokrasi

yang khas Indonesia sesuai dengan Sila keempat dari Pancasila.
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Kata “terpimpin” mengacu kepada “dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Namun dalam

" pelaksanaannya, ternyata dalam demokrasi terpimpin cenderung

bergeser menjadi terpimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi.

Akibatnya adalah terjadi penyimpahga—penyimpagan (deviasi)

terhadap UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan yang terpenting

diantaranya adalah :

Pertama, demokrasi terpimpin yang semua bersumberkan “dipimpin

Kedua, -

Ketiga,

oleh hikmah kebijaksanaah dalam permusyawaratan/

perwakilan” dalam pelaksanaannya cenderung menjadi

pemusatan kekuasaan Presiden/ Pemimpin Besar Revolusi
dengan wewenang yang melebihi dari apa yang ditentukan
dalam UUD 1945, yaitu dengan mengeluarkén produk
hukum ‘yang setingkat dengan Undang-Undang tanpa
persétujuan DPR, dalam bentuk Penetapan Presiden

(Penpres/PnPs);

"MPRS telah- mengambil keputusan' untuk mengéngkat'lr.

Soekarno sebagai Presiden Seumur Hidup. Hal ini
bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 UUD 1945 yang
mehetapkan masa jabatan Presiden 5 (jima) tahun;

dalam tahun 1960. Karena DPR tidak dapat menyetujui

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara
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(RAPBN)} yang diajukan oleh Pémerintah, Presiden waktu
itu membubarkan DPR hasil pemilu 1855 dan membentuk
DPRGR;

Keempat, hak budget DPR tidak berjalan karena setelah tahun 1960,
pemerintah tidak mengajukan RAPBN untuk mendapatkan
persetujuan DPR sebelum berlakunya tahun anggaran yang
bersangkutan;

Kelima, pimpinan lembaga tertinggi dan tinggi negara dijladikan‘

menteri negara, yang berarti sebagai pembantu presiden.®® -

Namum penyimpangan yang paling mencolok dalam konteks
pelaksanaan' fungsi MA. sebagai Intitusi yang menyelenggarakan
kekuasaan kehakiman adalah andanya pengesampingan secara tegas
terhadap asas kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai sendi
penyelenggaraan negara yang digariskan dalam UUD 1945. Hal ini
nampak jelas dari dua perangkat hukum yané -mengatu-r kekuasaan

kehakiman dalam periode ini, yaitu Undang-Undang No. 19/1964

Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman - dan”

Undang-undang No. 13/1965 Tentang pengadilan di -Iingkungén

Peradilan Umum dan MA.

35 Moh. Kusnardi & Bintan R. Saragil, Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Undang-
Undang Dasar 1945, ‘Gramedia , Jakarta, 1983, him. 141. Lihat pula BP-7 Pusat, 1994, Bahan
Penataran P-4 Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, hlm. 64.
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Dalam UU No. 19/1964, misalnya, klausula yang secara
terang-terangan mengesampingkan asas kakuasaan kehakiman yang
merdeka adalah ketentuan Pasal 19 Yang menyebutkan :

“Demi kepentingan revolusi, keHormatan negara dan bangsa

atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, Presiden
dapat turut atau campurtangan dalam soai-soal pengadilan’.

Penjelasan atas ketentuan Pasal 19 itu lebih tegas lagi mehyebutkan

bahwa “Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan

eksekutif dan kekuasaan membentuk Undang-Undang “. Pada

- Penjelasan Umum UU No. 19 Tahun 1964 itu juga ditandaskan

tentang penyimpangan kekuasaan yang merdeka dengan

menyebutkan :

“Suatu lembaga yang baru adalah turut atau campur fangan
Presiden dalam urusan peradilan. Bila kita memgang teguh
Trias Politica, maka pastilah lembaga ini tidak akan dapat
ditolelir. Namun kita tidak lagi mengakui trias politica . kita
berada dalam revolusi dan demi penyelesaian revolusi tahap
demi tahap sampai tercapainya masyarakat yang adil dan
makmur, kita persatukan segala tenaga yang progresif,
termasuk badan-badan dan alat negara yang kita jadikan alat
revolusi. Berhubung dengan itu, trias politica tidak mempunyal
tempat sama sekali dalam hukum nasional Indonesia”.

Selain dari pada yang disebutkan diatas, dalam UU No. 19 Tahun
1964 masih dijumpai adannya bebrapa ketentuan yang secara implisit
memberikan petunjuk dan sekaligus sebagai dasar turut campurnya

pihak non yudisial dalam proses perdi‘ian, diantaranya adalah :
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a. Peradilan adalah peradilan negara.

- Ketentuan yang demikian itu bukan saja tidak memberi tempat bagi

pengadilan swapraja yang bersifat feodalistik teapi juga bagi peradilan

. adat yang kadang-kadang dilakukan oleh badan non judicial atau

bukan alat perlengkapan negara.

Ketentuan itu dimaksudkan untuk lebih menjamin usaha

pengembangan hukum secara terpimpin sebagai alat revolusi

" berdasarkan Manipol/usdek.*®

. Hakim dan Penuntut Umum masing-masing merupakan alat revolusi.

Alam kedudukan yang demikian itu, maka sekalipun hakim

| menjatunkan putusan akhir pada perkara pidana, terlebih dahulu

harus bermusyawarah dengan penuntut umum. Karena itu, dalam
perkara tertentu yang mengganggu revolusi dan masyarakat luas,
penuntut umum berhak mengajukan banding walaupun hakim
memutuskan tertuduh dibebaskan dari segala tuduhan. Perkara-
perkara tertentu yang dimaksud itu adalah antara lain perkara

subversi, korupsi dan fain sebagainya. Dalam hal seperti itu, hakim

tidak bebas sama sekali dalam menjalankan tugasnya‘37

36 1 fhat Penjelasan Umum UU No. 19 Tahun 1964,
¥ Lihat Pasal 3, 14 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (1) No. 19 Tahun 1964,
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Dalam pada itu, UU No. 13 Tahun 1965 yang merupakan
pelakasaan lebih lanjut dari UU Pokok Kekuasaan Kahakiman No. 19
Tahun 1964 langsung ataupun tidak langsung memberikan akses bagi

intervensi  pihak non judisial kedalam lingkungan kekuasaan

kehakiman.

Pertama, nampak jelas dari bunyi ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU

~ No. 13 Tahun 1965 yang menyebutkan :

“Nalam hal-hal dimana Presiden melakukan turun tangan,
sidang dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang
sedang dilakukandan mengumumkan keputusan Presiden
dalam sidang terbuka dengan membubuhkan catatan dalam
berita acara dan melampirkan keputusan Presiden dalam
berkas tanpa menjatuhkan putusan’”.

Turun tangannya Presiden kedalam pemeriksaan perkara di

pengadilan ditegaskan lagi dalam Penjelasén Umum No. 13 Tahun

1965 yang menyatakan :

“Dalam undang-undang ini diatur tentang furun tangan Presiden
dan campur tangan Presiden. turun tangan Presiden berati
pbahwa untuk Kkepentingan negara Yyang lebin besar,
Presiden/Pemimpin Besar Revolusi dapat menghentikan
perkara seseorang Yyang sedang diperiksa dalam sidang
pengadilan.

Bila P-r-esideanemimpin Besar Revolusi menyatakan
kehendaknya untuk turun tangan, maka pengadilan seketika itu
juga menghentikan pemeriksaan...

Campur tangan Presiden dapat mengenai berbagai hal.
Campur tangan ini dapat mengenai  susunan pengadilan,
penunjukan pengadilan lain untuk tambahan-tambahan hakim,
penggunaan hukum acara lain dan sebagainya.”
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Kedua, terdapat ketentuan' dalam Penjelasan Umum UU No. 13
Tahun 1965 yang menyatakan “azas bahwa hakim adalah tidak
- berpihak, merdeka dari pengaruh instansi atau pihak manapun tidak

dapat dipertahankan lebih lama dan felah dikubur.
Ketiga, Mahkamah Agung sebagai alat revolusi.

Menempatkan MA dalam kadudukan yang demikian dapat dilihat dari
pengaturan mengenai peradilan umum dan MA dalam satu Undang-

undang (No. 13 Tahun 1965).
Penjelasan UU No. 13 tahun 1965 menegaskan :

«...diinginkan pengaturan susunan, kekuasaan dan kedudukan
badan-badan pengadilan hanya dalam satu Undang-undang
sehingga terdapat satu kesatuan dari badan pengadilan yang
berjiwa satu dan yang secara serentak baik dari bawah keatas
maupun dari atas kebawah melaksanakan fungsi hukum
sebagai pengayoman dengan mengamalkan Pancasila dan
Manipol Usdek serta pedoman-pedoman pelaksanaannya...”.
Keempat, Hakim MA dapat dipecat dari jabatannya oleh Presiden
(Pasal 44 UU No. 13 Tahun 1965). Alasan pemecatan seorang Hakim
Agung sama dengan alasan pemecatan hakim-hakim pada pengadilan
- yang lebih rendah seperti pengadilan negeri -dan pengadilan tinggi.
Alasan yang terpenting adalah karena terdapat petunjuk yang
menimbulkan persangkaan yang keras bahwa fa melakukan
perbuatan yang bersifat kontra revolusi.(Pasal 11 UU No. 13 Tahun

1965).
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Penyimpangan subtansi kedua Undang—undang itu terhadap -

asas kekuasaan" kehakiman yang merdeka sebagai sendi

penyelenggaraan hnegara yang digariskan dalam UUD 1945,

reasoningnya jelas tidak beralasan, karena:

Pertama, Doktrin trias politica yang disinggung dalam Penjelasan

Kedua,

Umum UU No. 19 Tahun 1964 dan UU No. 13 Tahun 1965

bukanlah esensi bagi kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Esensi kekuasaan kehakiman yang merdeka dilihat dari

ajaran Montesque adalah untuk menjamin kebebasan dan
mencegah tindakan sewenang-wenang dari badan

penyelenggara negara yang lain.

Adanya akses yang diberikan oleh kedua undang-undang
itu kepada Presiden untuk melakukan intervensi secara
terang-terangan kedalam soal-soal peradilan, selain
beriaﬁan dengan esensi kekuasaan kehakiman yang
merdeka juga secara diametral menyimpang dari asés
kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai sendi

penyelenggaraan negara yang digariskan UUD 1945;

asas kekuasaan kehakiman yang. merdeka dalam

perkembangannya menjadi bagian yang tak terpisahkan
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dari ajaran tetang paham konstitusi (constituionalism) dan

negara berdasarkan hukum.

Degan begitu, pengesampingan terhadap kekuasaan kehakiman
yang merdeka seb_agaiman ditunjukan oleh kedua ‘Undang-Undang
tersebut di atas, jelas berarti mengesampingkan asas negara

berkonstitusi dan negara berdasarkan atas hukum.*®

Penyimpangan terhadap asas kekuasaan kehakiman yang

| merdeka itu melengkapi penyimpangan konstitusi yang telah dilakukan

Presiden yang mengangkat ketua MA sebagai penasehat hukum
Presiden dengan pangkat menteri melalui Peraturan Presiden No. 4
Tahun 1962. Dengan memberikan jabatan menteri kepada Ketua MA,
berarti menenﬁpatkén MA (dan kekuasaan kehakiman pada ‘umumnya)

sebagai unsur kekuasaan aksekultif.

Dengan menunjuk konstatasi yahg demikian itu, maka secara

konseptual tidak ada lagi kekuasaan kahakiman karena telah menjadi

' bagian dari kekuasaan eksekutif. Namun secara faktual, keberadaan

kekuasaan kehakiman (khususnya MA) tidak lebih dari sekedar alat
legitimasi penguasa dalam rangka kepentingan -politiknya. Sebab,
seperti yang dikatakan oleh Daniel S. Lev selama periode ini dan

mungkin juga masa sebelum dan sesudahnya, konsepsi dan struktur

3 Bagir Manan, toc. Cii, hin. 8-9.
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kekuasaan politik merupakan faktor yang sangat dominan dan
menentukan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia termasuk

MA didalamnya.

Sampai kemudian, dipenghujung tahun 1970 penyimpangan
terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka diperbaiki atau direvisi
dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang
ketentuan-Ketentuan  Pokok  Kekuasaan Kehakiman  yang

menegaskan :

“Kekuasaan kehakiman adaiah kekuasaan negara yang
merdeka  untuk menyelenggarakan peradilan, guna
menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi
terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia”.*

“Segala campur tangan dalam urusan pengadilan dilarang,

k%:uali datam hal yang disebut dalam Undang-Undang Dasar

" Dalam Penjelasan atas Pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 disebutkan :

“Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung
pengertian didalamnya kekuasaan kahakiman yang bebas
dari campur tangan pihak kekuasaan negara yang lainnya,
dan ‘kepebasan dari paksaan, direktiva atau rekomendasi
yang datang dari pihak akstra yudisial, kecuali dalam hal-hal
yang diizinkan oleh Undang-undang’.

Sedangkan Penjelasan Pasal 4 ayat (3) menyebutkan :

. supaya pengadilan dapat menunaikan tugasnya dengan
sebaik-baiknya, yakni memberi keputusan yang semata-mata

" 39 pasat 1 UU No. 14/1970
%0 pasal 4 ayat (3) UU No. 14/ 1970.
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berdasarkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran maka tidak
dapat dibenarkan adanya tekanan-tekanan atau pengaruh-
pengaruh dari luar yang akan menyebabkan para hakim tidak

bebas lagi dalam mengambil keputusan yang seadil-adilnya”
Dengan begitu, keluarnya UU No. 14 Tahun 1970 selain
mengoreksi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oieh

undang-undang sebelumnya juga mengembalikan asas kekuasaan

kehakiman yang merdeka sebagai sendi penyelenggaraan negara

~ sebagaiman yang dikehendaki oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan asas dan prinsip-prinsip kekusaan kehakiman yang
digariskan dalam Undang-Undang No 14 Tahun 1970, maka
penyelenggaraan kekuasaan. kehakiman dilakukan oleh empat
lingkungan .pe.radilan, yaitu peradilan umum, agama, militer dan tata
usaha negafa, dengan MA sebagai puncak peradilan. Khusus
mengenai MA, baik kedudukan, susu-nan, fungsi dan peranannya

diatur secara tersendiri dalam Undang-undang No 14 Tahun 1985

tentang MA




If. MAHKAMAH AGUNG DALAM SISTEM KETATANEGARAAN RIL.

Manifestasi berfungsi dan berprannya Mahkmah Agung (MA)} tidak
terlepas dari kedudukan dan sejauh mana MA melaksanakan tugas dan
wewenangnya sebagaimana diisyaratkan dalam UUD 1945 serta yang
dijabarkan dalam peraturan pelaksanaannya.

Dalam kedudukan sebagai pemegang Kekuasaan Kehékiman
perdasarkan 1945, dan kemudian dipertegas dalam UU No. 14 Tahun
1970 jo UU No. 14 Tahun 1985, bahwa MA merupakan Pengadilan
Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, juga MA merupakan
Lembaga Tingai Negara disamping lembaga tinggi negara fainnya
sebagaimana dikonstatasi TAP MPR-RI No. Il/MPR/1878.

Dengan demikian, MA berdasarkan UUD 1945 memiliki kedudukan
sebagai Pengadilan Negara Tertinggi dan sebagainya Lembaga Tinggi
Negara, yang dalam melaksanakan kedudukannya tersebut ditengkapi
dengan tugas dan wewenang.

Mengingat perbedaan kualifikasi tersebut, maka tugas dan
wewenangnya memiliki karakteristk yang berbeda pula. Dari- hasil
penelurusan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi
MA pada saat ini yaitu UU No. 14 Tahun 1985 serta UU No. 14 Tahun

1970 dan TAP MPR-RI No 1li/MPR/1978, tugas dan wewenang MA
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tersebut dapat dika!siﬁkasikén sebagai tugas dan wewenang justisial atau
peradilan, dan tugas dan wewenang nonjustisial atau non-peradilan.
Efektivikasi pelaksanaan tugas dan wewenang itulah yang menjadi
kendala dan pada gilirannya membawa dampak negatif terhadap
kedudukan MA, sehingga MA dianggap kurang berfungsi dan berperan

sebagaimana mestinya

A. Mahkamah Agung Sebagai Lembaga Tinggi Negara -

Pelaksanaan tugas dan wewénang MA dalam hal ini adalah dalam
rangka hubungan tata-kerja antara MA sebagai Lembaga Tinggi Negara
dan Lembaga Tinggi Negara lainnya. Hubungan ini dikatakan sebagai
hubungan non-ustisial atau non-peradilan, dan oleh karenannya pula
tugas dan wewenang “MA dalam hal ini adalah bersifat non-justisial, yang

meliputi antara lain :

1. Memberikan Nasehat Hukum (Legal Opinion)

- Wewenang Mahkamahi -‘Agung memberi saran dan nasehat dibidang - -

hukum, meliputi :
a. Memberi nasehat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara
dalam rangka pemberian atau penola‘kan grasi;
b. Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum baik

diminta maupun tidak kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara
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lainnya (Presiden, BPK, DPR, dan DPA).*® Wewenang ini menurut

Pasal 25 Undang-undang No. 14 tahun 1970 merupakan wewenag

selurun badan peradilan. Tentunya, termasuk Mahkamah Agung,

akan tetapi, menurut Undang-undang itu wewenang tersebut
terbatas jika “diminta” oleh Lembaga Negara baik di tingkat pusat
maupun daerah.® Pelaksanaan wewenang ini oleh badan peradilan

Jain berdasarkan atas petunjuk Mahkamah Agung.®

Seperti diketahui, UUD 1945 teiah menetapkan sebuah badan
penasehat, yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dewan ini
mempunyai tugas dan wewenang memberi saran, nasehat dan
pertimbangan terbatas kepada Presiden {dan pemerintahan). Dalam UUD
1945 ruang lingkup tugas dan wewenang tersebut tidak dijelaskan batas-
batasnya, sehingga dépat mencakup juga saran dan nasehat dalam
bidang hukﬁm. Fungsi kepenasehatan itu bisa kita jumpai di negara-
negara lain, seperti Inggris dengan Privy Council, Belanda dengan Raad
van Staat, dan Prancis dengan Conseil d'Etat.

Diketiga negara tersebut, pengadilan tidak berweang memberikan
saran kepada Pemerintah. Frivy Council di Inggris secara historis
merupakan dewan penasehat raja. Pertimbangan dan saran dibidang
yudisial dilakukan oleh komite yudisial (Judicial committee) dari Privy

Council.

3 pacal 37 UU No. 14 Tahun 1985 jo. Pasal 11 ayat (2) Tap MPR No. I[I/MPR 1978
39 Istilah Lembaga Negara dalam Undang-undang
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Dengan demikian, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dewasa
ini terdapat dua badan kepenasehatan, yaitu DPA dan MA. Namun fungsi
kepenasehatan MA hanya terbatas dibidang hukum. Misalnya,

memberikan nasehat hukum kepada Presiden dalam rangka pemberian

dan penolakan grasi.

Pertimbangan-pertimbangan  hukum terhadap Lembaga Tinggi
Negara yang lain tidak perlu menunggu “permintaan” dari Lembaga Tinggi
Negara bersangkutan. Selain itu, MA dapat pertimbangan hukum kepada
Presiden dan DPR dalam pembentukan Undang-undang.

Pertimbangén Hukum sebagaimaha diuraikan diatas; dilakukan oleh
MA dalam rangka strategi menuju harmoﬁisasi hukum, suatu langkah
yang lebih dini daripada tugas dan wewenang Judicial review yang baru

dapat dilakukan oleh MA dalam pemeriksaan kasasi.

2. Pengawasan

Sudah sejak lama (dimulai dari UU- No. 7 Tahun 1947 ) hingga
sekarang (dalamTUU No: 14 Tahuni970 dan UU No. 14 Tahun1985) para -
pembentuk undang-undang telah menempatkan MA pada kedudukan
sebagai peradilan Negara Tertinggi. Sebagai Konsekuensi dari kedudukan

tersebut MA mempunyai kewenangan unfuk melakukan pengawasan

49 pasal 38 UU No. 14 Tahun 1985
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terhadap perbuatan pengadilan dibawahnya {pengadilan tingkat pertama

dan pengadiian tingkat banding).

Adapun yang —termasuk kedalam fungsi pengawasan dari MA,

meliputi :

a.

Melakukan pengawasan tertinggi atas penyelenggaraan peradilan
dalam menjalankan kekuasaan kehakiman.

Melakukan pengawasan terhadap tingkah laku dan perbuatan para
hakim dalam menjalankan tugasnya.

Meminta keterangan mengenai tekhnis peradilan dalam semua
lingkungan peradilan.

Memberi petunjuk teguran atau peringatan terhadap semua lingkungan
peradilan.

Melakukan pengawasan (bersama Pemerintah) terhadap penasehat
hukum dan notaris.

Meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada semua
lingkungan peradilan dalam pelaksanaan Pasal 256 UU No. 14 Tahun
1970, yaitu semua peradilan dapat memberi keterangan, pertimbangan
dan nasehat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya
apabila diminta. Penjelasannya menyebutkan, dengan lembaga negara
dimaksudkan semua Lembaga Kenegaraan baik di pusat maupun
daerah.

Pengawasan _terhadap penyelenggaraan ‘atau jalapnya peradilan

sebagai mana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU No. 14 Tahun1985 yang

lebih ditujukan pada pengadilan sébagai badan (institusi). Pengawasan

tersebut dapat berupa : -

a. Teguran, Peringatan, dan petunjuk;

b. Permintaan keterangan tentang hai-hai yang bersangkutan dengan

tekhnis peradilan,
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c. Putusan kasasi atau baﬁding dalam perkara arbitrase;
d. Putusan dalam kaitan dengan sengketa kewenangan mengadili,
e. Putusan peninjauan kembali (PK).

Pengawasan yang dilakukan oleh MA tersebut dibedakan antara
pengawasan terhadap penyelenggaraan (proses) peradilan dan
pengawasan terhadap tingkah {aku dan perbutan para hakim.
Pengawasan pertama dilakukan terhadap tingkah laku dan perbuatan para
hakim. Pengawasan pertama dilakukan terhadap lembaga peradilan
sedangkan pengawasan kedua dilakukan ternadap hakim sebagai salah
satu unsur peradilan. Misalnya, apakah dalam rangka -penyelenggaraan
peradailan syarat-syarat yang telah ditentukan {Misalnya keharusan
mengadili sekurang-kurangnya 3 orang hakim), apakah telah ditempuh
prosedur yang seyogyanya, dan apakah telah dipergunakan hukum acara
yang telah ditentukan 7. Pengawasan terhadap pelanggaran seperti
tersebut diatas dapat' dilakukan oleh MA berupa pemberian petunjuk,

teguran atau peringatan. Mungkin juga dilakukan melalui kewenangan

 dalam pemeriksaan tingkat kasasi, yaitu ‘berupa pembatalan putusan-

pengadilan yang mengadili perkara yang bersangkutan.

MA berwenang pula mengawasi tindakan-tidakan atau perbuatan-
perbuatan para hakim. Pengawasan ini lebih tertuju kepada pribadi hakim,
yaitu terhadap para hakim yang berprilaku buruk (mabok, berjudi dsb). Hal

ini berkaitan dengan pernilaian kondite hakim.
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Peranan MA dalam kaitan dengan tindakan atau perbuatan hakim
dirasakan kurang berdaya guna dan berhasil guna. Kendalanya bahwa
kedudukan hakim secara -organisatoris, administratif dan finansial berada
dibawah Departemen terkait (Pasal 11 ayat (2) UU no. 14 Tahun1970 jo
Pasal 5 ayat {2) UU No. 2 Tahun 1986). Dalam hal ini, bagi peradilan
umum dan peradilan tata usaha Negara dibawah kewenangan
Departemen Kehakiman, bagi peradilan agama dibawah Departemen
Agama, dan peradilan militer dibawah Departemen Pertahan dan
Keamanan. Dengan demikian, hal-hal yang menyangkut kenaikan
pangkat, mutasi, gaji,- bagi para hakim ditentukan oleh mentri dari
departemen yang bersangkutan sehingga MA tidak dapat menindak lanjuti
hasil-hasil pengawasannya.

Selain kendala seperti yang dikemukakan diatas, kendala lainnya
ialah keterbatasan tenaga Hakim Agung. Dilema yang dihadapi dewas ini
ialah bertekuknya perkara kasasi yang .harus diperiksa dan diputus,
sehingga setiap tahun selalu ada ”tunggakén perkara’, sementara itu asas
“bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
harus tetap dipegang teguh. Dengan bertumpuknya perkara maka
mustahil diperoleh penyelesaian perkara secara cepat. Dengan susunan
organisaSi yang ada dewasa ini dan dengan jumiah Hakim Agung yang
relatif sedikit, fungsi pengawasan MA terhadap tingkah laku para hakim

agak mustahil dapat dilakukan dengan baik. Kiranya tepat pemikiran yang
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menyatakan bah\;va pengawasan terhadap para hakim didelegasikan
ke'pada Pengadilan Tinggi dari masing-masing daerah .hukum yang
bersangkutan. Hal ini pun belum dapat menjamin bahwa pengawasan
yang dilakukan akan berjalan dengan berhasil dan berdaya guna.
Masalahnya akan bermuara pada kewenangan untuk memberhentikan,
memutasikan, menaikan pangkat atau menskor hakim-hakim yang
bersangkutan. S.elama fungsi pengawasan terhadap para hakim fidak
terkait dengan fungsi-fungsi yang disebut terakhir, rasanya pengawasan
yang dilakukan tidék akan optimal.

Dulu, pengawasan terhadap penasihat hukum d_idelegasikan kepada
pengadilan tinggi. ‘Menurut Wirjono Prodjodikoro, pengawasan terhadap
penasihat  hukum sebaiknya kita berikan kepada ketua pengadilan
setempat kérena mereka akan tahu persis terhadap perbuatan-perbuatan
penasihat hukum. Jadi akan berdaya dan berhasil guna. Selayaknya,
pengawasan terhadap notarispun demikian.,

Bagaimana petunjuk, teguran, atau peringatan MA dalam Undang-
undanga No. 14 Tahun 1985 tidak tidak ditegaskan. Dalam praktek
sebelumnya, lazimnya dilakukan dengan surat-surat Edaran. Dalam
rangka pengawasan terhadap pribadi hakim maka teguran atau peringatan
dapat dilakukan secara langsung {sendiri-sendiri) melalui surat. Dapat

pula dilakukan teguran atau peringatan dan petunjuk melalui surat edaran.
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Biasanya, teguran atau melalui surat edaran ditujukan kepada seluruh
hakim, melalui ketua pengaditan (tingkat banding maupun tingkat kasasi).

Fungsi pengawasan MA dalam bidang peradilan (yustisial) dilakukan
pada pemeriksaan kasasi dan atau peninjauan kembali pada pemeriksaan
tingkat kasasi tersebut MA dapat membatalkan putusan dan atau
penetapan pengadilan dibawahnya dengan demikian, pengawasan itu
selain dibidang “peradilan” juga melipufi bidang “administratif’. Fungsi
pengawasan MA tidak hanya terhadap badan-badan peradilan, tetapi
meliputi pengawasan atas Penasehat Hukum dan Notaris. Tugas itu

dilaksanakan MA bersama Pemerintah.

B. Mahkamah Agung Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi
| Kekuasaan kehakiman diselenggrakan oleh MA dan badan-badan
kekuasaan kehakiman lainnya yang tingkatannya lebih rendah, yaitu
badan peradilan umum, badan -peradilan agama, badan peradilan militer,
dan badan peradilan tata usaha negara. Badan peradilan umum
rherupakan badan peradilan bagi rakyat pada umumnya. Sementara
badan-badan peradilan lainnya merupakan 'badan péradilan khusus yang
memeriksa dan mengadili perkara-perkara dibidang hukum tertentu
mengenai golongan rakyat tertentu.
MA merupakan badan kekuasaan kehakiman tertinggi (pengadilan

negara tertinggi). Proses pengadilan yang dilaksanakan baik oleh
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peradilan umum maupun oleh peradilan khusus berakhir dan berpuncak
tunggal pada MA. Susunan badan peradilan ini menunjukan perbedaan
dengan beberapa negara lain. Di Belanda terdapat dua puncak badan
kekuasaan kehakiman. Untuk perkara-perkara yang diperiksa dan diadili
oleh badan peradilan tata usaha negara berpuncak pada “Read van
Steat” , sedangkan untuk perkara lain berpuncak pada “Hoge Raad”.

Demikian pula di Prancis, perkara-perkara administrasi berpuncak pada

~ “Conseil d’Etat’, As'edangkan untuk perkara lain berpuncak pada “Cour de

Cassation”. ‘Sengketa'wewenang mengadili antara kedua peradilan
peradilan tersebut diselesaikan oleh Mentri Kehakiman.®* Di Jerman
terdapat berbagai puncak badan kekuasaan kehakiman untuk perkara-
perkara umum, konstitusi, perpajakan, jaminan tenaga kerja atau
administrasi.*? Antara satu dan lain sistem peradilan itu umumnya berbeda
baik struktur. maupun prosedurnya. Sehingga dapat menimbulkan ketidak-
serasian antara satu dan lainnya.®

Ketidak-serasian itu bisa juga terjédi dalam tubuh pengadilan
tertinggi dari salah satu sistem peraditan tersebut. MA negara-negara
Eropa Barat lazimnya terdiri dari kamar-kamar, misalnya kamar pida‘na

dan kamar perdata, yang mempunyai yuridiski masing. Sedangkan MA

4 Bagir Manan, Peradilan Administrasi di Prancis, Makalah, 1990, him.4-6
2 Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-
- Universitas Islam Bandung, 1995, hlm.33. :

- % Mauro Cappelleiti, op. Cit, him. 60
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Indonesia hanya mempunyai satu kamar, sebagaimana halnya Supreme
Court Amerika Serikat.*

Menurut peneliti, dengan sistem singfe fop dan sitem satu kamar,
ditambah ‘dengan fungsi pengawasan tertinggi yang melekat pada MA,
dapat mendorong dikembangkannya Stare Decisis. Selain itu dalam
praktek tampak 'ﬁecenderungan Yuirisprudensi MA diikuti oleh pengadilan-
pengadilan lai_n, khususnya yang menyangkut perkara-perkara yang tidak

memiliki sandaran hukum tertulis, misalnya perkara-perkara Hukum Adat.

1. Memeriksa dan Memutuskan pada Tingkat Kasasi

MA merupakan badan kekuasaan kehakiman tertinggi yang fungsi
utamanya ialah memutuskan hukum pada tingkat/kasasi, baik sengketa
hukum antara warga negara dalam wilayah hukum perdata maupun antara
warga negara dengan negara wilayah hukum publik. Sengketa hukum
tersebut, bak yang telah diproses oleh peradilan umum maupun oleh
pe_radilah khusus. Sebagai pengadilan negara tertinggi, keputusannya
bersifat final, artinya tidak ada lagi pengadilan lain yang dapat meninjau
dan mempertimbangkannya kembali. |

Merﬁeriksa dan memutuskan pada tingkat kasasi dilakukan atas
putusan atau penetapah pengadilan tingkat banding atau tingkat akhir dari

semua lingkungan badan kekuasaan kehakiman ( peradilan umum,

“ Dalam Sidang BPU'PKI, adanya kamar-kamar dalam Mahkamah Agung pemal\ diusulkan oleh
Muhammad Yamin, tetapi ditolak olel Suporno. Lihat Muhammad Yawin, Persiapan Undang-
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peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara).

‘Dalam pemeriksaan tingkat kasasi, MA akan menentukan :

a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau
diterapkan tidak sebagaimana mestinya; atau

b. apakah benar cara megadili tidak dilaksanakan menurut undang-
_undang; atau

c. apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.*®

Sesuai dengan materi pemeriksaan diatas, MA dalam pemeriksaan
tingkat kasasi akan membatalkan putusan atau penetapan pengadilan
tingkat banding atau tingkat akhir, apabila :

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;

" b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

c. Lalai memenuhi. syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan ...

perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan
batalkan putusan yang bersangkutan.

Seperti telah dikufnukakan, peradilan Kasasi pada mulanya tumbuh

di Prancis. Istilah "cas_saﬁon" berasal dari hata -“casser” yang ‘berarti

membatalkan atau mematahikan. Jadi kasasi cuau cassaticn: berarti

membatalkan atau mematahkan kekuatan belakunya suatu putusan

.pengadilan.”’s Lembaga kasasi dikenal sejak abad ke XVI sebagai

benteng kekuasaan Raja. Dengan menggunakan “Conseil du Roi” Raja-

Undang Dasar 1945, Jambatan, Jakarta, 1959 him. 336—.)42

4 KUHP, Pasal 253 .
4 Black Law Dictionary, fifth edmou St Paul Minn West Pubhslung Co, 1979, hlm. 197 .
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raja di Perancis mempertahankan ordonances du Roi.* Conseil du roi
merupakan badan  penasehat Raja dalam masalah-masalah
pemerintahan, administrasi dan keuangan, Menjelang Revolusi, yaitu pada
tahun1983 Conseil du Roi dihapuskan. Setelah itu lembaga kasasi
diserahkan Pada Cour de Cassation, untuk peradilan umum dan Conseif
d’Etat, untuk peradilan administrasi.®

Sejalan dengan tujuannya untuk mempértahankan undang-undang
dan hukum tertulis lainnya maka tugas utama peradilan késasi adalah
menilai kebenaran putusan pengadilan dalam menerapkan peraturan-
peraturan hukum tertulis. Jika dipandang tidak sesuai maka peradilan
kasasi dapat membatalkan putusan pengadilan teréebut. Oleh karena
peradilan kasasi-model Perancis dapat menjamin pelaksanaan dominasi
hukum tertulis maka banyak diambil alih oiéh nagara-negara eropa Barat
lainnya, yang menganut sistem kodifikasi.
- Pe_ngadilan tingkat kasasi tidak melakukan pemeriksaa'n atas pokok
atau materi perkara, melainkan hanya memeriksa apakah badan peradilan
tinbgkét lebih rendah secara tepat atau keliru atau salah menerapkan
ketentuan hukum dalam suatu perkara yang diputus. Di Amerika Serikat,
pemeriksaan banding selain dilakukuan oleh “Court of Appeal” juga
dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai “The Supreme Copuft”.

Mahkamah Agung Amerika Serikat adalah badan peradilan tertinggi yang

47 Soedirdjo, Kasasi Dalam Peradilan Pidana, Ahdiyah, Jakarta, 1981, hlm.9
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melakukan pemeriksaan atas (pokok) perkara bukan sekedar memeriksa
pe‘nerapan-hukum atas suatu perkara.®

Di satu sisi, peranan MA dalam memeriksa dan memutus perkara
pada tingkat kasasi banyak melahirkan putusan-putusan yang- kemudian
menjadi yurisprudensi. Secara kuantitas (maupun kuélitas) keberadaan
yurisprudensi menunjukan peranan MA cukup efektif. Sementara disisi
lain, perkara kasasi begitu banyak jumlahnya, bahkan akhir-akhir ini terjadi
“penumpukan tunggakan perkara kasasi” df MA. Akibatnya perbandingan
jumiah perkara kasasi yang diajukan tidak “seimbang’ dengan jumlah
Hékim Agung yang akan menanganinya. Dalam kontek ini seakan-akan
menunjukkan MA kurang berperan.

Jadi dalam pemeriksaan kasasi, MA hanya memeriksa atau menilai
kesalahan penerapan hukum. Kesalahan acara dan kesalahan wewenang.
- MA tidak memerlksa fakta, melainkan hanya persoalan hukum. Dengan
kata lain, tidak mengadm kembali sendiri seperh halnya peradilan bandlng
Meskipun peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang ini tidak
ada yang memberikan batasan mengenai kasasi, tetapi dapat disimpulkan
bahwa kasasi adalah pembatan terhadap putusan atau penetapan atau
perbuatan pengadilan atau para hakim dibawah MA yang bertentangan
dengan hukum. Dalam permohonan kasasi ha'fus dijelaskan keberatan-

keberatan yang diajukah oleh si pemohon kasasi terhadap suatu putusan

%1 jhat Sjabran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Admmrstrsr di Indonesia,
Alumni, Bandung, 1985, him. 117-121 . ;
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yang dimohonkan kasasi dan harus ménunjuk kepada kesalahan-
kesalahan dalam penerapan hukum. Pasal-pasal dari suatu peraturan
pérundang—undangan yang telah dilanggar oleh pengadilan yang
menjatuhkan putusan tersebut juga harus disebut.

~ Akan tetapi, dalam praktek “dan yurisprunsi sebelumnya,MA dapat
mengadili. sendiri (rechtdoenr ten principale) perkara-perkara permohonan
kasasi. Suatu hal yang yang oleh beberapa pakar dianggép tidak tepat
diakui dilakukan oleh suatu badan peradilan kasasi.®® namun demikian,
sitem yang berlaku pada masa RIS dan tetép dijalankan dalam praktek itu
kemudian diakui dan ditegaskan dalam undang-undang No. 14 Tahun
1985 Tentang Mahkamah Agung’’ MA dapat bertindak sebaga
pengadilan tingkat pertama dan terakhir hanya terhadap masalah-masalah
yang menyangkut sengketa wewenang mengadili, sengketa yahg timbul
karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang R,
serta peninjauan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap.

9 Bagir Manan, op. Cit, him. 26
50 Qemar Serio Adji, op. cit P
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Fungsi pemeriksa dan memutuskan perkara kasasi ini merupakan
implementasi dari kekuasaan kehakiman pada umumnya, vyaitu
mempertahankan hukum dengan tujuan memelihara ketertiban dan
menegakkan keadilan yang menjadi dambaan bagi warga negara. MA
bertugas untuk membina agara terdapat keseragaman dalam penetapan
hukum dan “menjaga” agar hukum (khususnya perundang-undang)
diterapkan secara tegas, tepat dan benar.

Dalam hal ini, MA berperan memberikan perlindungan hukum dan
kea125dolan bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Hal ini sesuai
dengan amanat UUD 1945, Pasal 7 ayat (1) dan selaras pula dengan

prinsip “equality before the law’.

2. Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

Fungsi MA berikutnya ialah memriksa dan memutus PK atas putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. PK merupakan
upaya hukum luar biasa (seperti halnya kasasi demi kepentingan hukum).
Sesuatu PK dilakukan atas dasar :

o Terdapat keadaan baru; atau
e Hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang

dinyatakan telah terbukti, ternyata bertentangan satu sama lainnya;
atau
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¢ Putusan memperlihatkan dengan jelas kekhilafan hakim.

Putusan mengenai PK sedikit karena permohonan PK masih relatif
sedikit, tetapi fungsi MA dalam memeriksa dan memutus permohonan PK

mempunyai makna yang sangat penting terutama bagi ‘justisiabelen”.

3. Memutuskan Pada Tingkat Pertama dan Terakhir

Memutuskan dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa

yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal

pernga Rl berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan wewenang ini merupakan yustisial murni (orginal power) MA.

Tidak ada badan kekuasaan kehakiman lain yang dapat melakukan tugas
dan wewenang tersebut.”

Dalam konstitusi RIS, MA berwenang mengadili pada tingkat

pertama dan terakhir pejabat-pejabat negara tertentu, seperti Presiden,

Mentri, ketua dan anggota Senat, ketua dan anggota DPR ketua, wakil

' ketua, dan anggota MA, ketua, wakil ketua Dewan Pengawas Keuangan,

dan pejabat-pejabat lain yang ditunjuk -oleh undang-undang, sekalipun

sesudah mereka pensiun berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran

jabatan serta kejahatan dan pelanggaran lain yang ditentukan dengan UU

Federal dan yang dilakukannya dalam masa pengerjaannya, kecuali jika

ditetapkan lain dengan UU Fedaral (Pasal 148 ayat 1 KRIS) dan lain-lain
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sehubungan dengan kejahatan yang dilakukannya dalam masa jabatan,
baik ketika ia masih menjabat atau setelah pensiun. Akan tetapi,
wewenang lambaga yang dalam teori dikenal sebagai Forum
Privelegiatum atau Amerika Serikat dengan impeachment, dalam UU
No. 14 Tahun 1985 wewenang itu hilang.

Peradilan semacam ini terdapat pada negara-negara yang
menjalankan asas opriunitas (opportuniteits beginsel). Dalam hai ini
seseorang yang memangku jabatan tertentu barhak diadili oleh badan
peradilan tertentu sebagai peradilan tingkat pertama dan terakhir.
Kekuasaan untuk. mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (tertinggi)
tersebut biasanya terdapat pada kekuasaan kehakiman yang tertinggi.

Dihapusnya wewenang MA untuk itu, mungkin disebabkan
pembentuk. undang-undang tidak menghendaki adanya perbedaan
perlakukan hukum antara pejabat neg?ara dan warga negara biasa
Dalam praktek akhir-akhir ini, jika terdapat pejabat yang diduga melakukan
tindak pidana {ekonomi), terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu

diberhentikan dari jabatannya sebelum diadili.

4. Sengketa Kewenangan Mengadili

%> Bagin Manan, op. ¢it, hlm. 51.
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Sengketa ini rimbul karena dua atua lebih pengadilan sama-sama
menyatakan berwenangdan tidak berwenang mengadili suatu perkara.
Sengketa ini dapat terjadi antara :

» Dua atau lebih pengadilan dari lingkungan peradilan yang berbeda;
atau

» Dua atau lebih pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama
dari peradilan tingkat banding yang berbeda; atau

e Dua atau lebih pengadilan tingkat banding dari lingkungan

peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang
berbeda.

5. Penemuan dan Pembentukan Hukum

Pada awalnya, wewenang Hakim menemukan dan menafsirkan
hukum itu memang dimungkinkan dafam sistem common law atau case
faw. Dalam sistem common law, hukum tidak hanya dibentuk oleh badan
legislatif, tetapi juga oleh Hakim. Menurut A.V. Dicey, fungsi Hakim pada
sistem common law pada hakekatnya bersifat legislatif. Di Amerika
Serikat, Justice Holmes mengatakan, udges do and must legislate”**
Bahkan pada masaLord Coke, comman law dianggap lebih tinggi
derajatnya dari undang-undang (statute law). Syarat utama untuk sistem
itu ialah adanya precedent, yaitu kewajiban Hakim untuk mengikuti

putusan Hakim yang terdahulu dalam perkara yang serupa. Jika di Inggris

pada awalnya penafsiran itu lebih ditujuakan pada hukum tak tertulis,

4 C.F. Strong, Modern Political Constitution,
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. Amerika Serikat menerapkan baik terhadap hukum tertulis maupun tidak

tertulis, termasuk konstitusi.

Sebaiknya dalam sistem kodifikasi, Hakim harus mengadili perkara-
perkara berdasarkan peraturan hukum tertulis yéng termuat dalam
kodifikasi. Hakim adalah terompet undang-undang (fa vaix de la [oi).
‘Hakim baru dapat membuat rekayasa apabila terdapat perkara yang
diajukan belum dapat membuat rekayasa apabila terhadap perkara yang
diajukan belum terdapat pengaturannya. Akan tetapi, putusan hakim itu

tidak mengikat hakim-hakim lain.

Oleh karena kedua sistem itu masing-masing mempunyai
kekurangan, maka dewasa ini kedua sistem itu cenderung bertaut
(converging trend).*® artinya dalam sistem kodifikasi, hakim telah diberi
. peluang dalam menafsirkan dan menemukan hukum (rechtsvinding)
dalam memutus perkara, agar putusan itu benar-benar mencerminkan
keadilan. Lebih jauh dari itu, apabila diperiukan hakim dapat membentuk
hukum (rechtsvorming) Sebaliknya, dalam sistem comman law undang-
undang diberikan {empat yang cukup penting. Sistem hukum Indonesia

dewasa ini menunjukan pula gejala pertautan tersebut.

Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970, sebgai berikut :

3% Mauro Cappellitti, op. cit, him. 66
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“Segala putuan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan
dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pasal-pasai
tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber
hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

Jadi tugas Hakim “menerapkan hukum” tidak hanya terbatas pada hukum

tertulis, melainkan meliputi hukum ftidak tertulis. Di samping itu hakim

berkewajiban untuk melakukan penafsiran dalam rangka menemukan

hukum (rechtsvinding), dan dalam rangka keadaan tertentu dapat

mengiptkan atau membentuk hukum (rechtsvorming).*

Menurut van Apeldoorn dalam membentuk hukum tersebut, hakim
harus menyesuaikan (waaderen) dan menambah (annvullen) ketentuan
perundang-uhdangan yang ada. 57 Prinsip bahwa hakim tidak semata-
mata menetapkan hukum sudah désadari sejak lama. Di Indonesia, sejak

jaman Hindia Belanda sampai sekarang dipakai asas bahwa hakim tidak

“boleh menolak untuk mengadili dengan alasan tidak ada ketentuan

hukumnya. Dalam Pasal 22 AB (Algemeene bepalingan van wetgeving)
hingga UU No. 14 Tahun 1970 asas tersebut tetap dipakai. Dalam
ketentuan Pasal 14 UU No. 14 Tahun 1970 ditetapkan bahwa pengadilan
tidak boleh menolak-untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara
yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas,
melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Selain itu, dalam Pasal

27 UU No. 14 Tahun 1970, juga ditetapkan bahwa hakim sebagai penegak

%6 1bid, lihat Pasal 27.
5T B, Utrecht, Pengantar Iimu Hukum Indonesia, cetakan kesembilan, J akarta, 1996, him. 181.
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hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai

hukum yang hidup dalam masysarakat.

Persoalnya adalah, apakah tugas hakim dalam membentuk hukum
sama dengan tugas (badan) pembentuk perundang-undangan ?. Selain
itu, apakah hakim dapat membentuk hukum di fuar tugas mengadili ?
peneliti sependapat bahwa proses pembentukan hukum tersebut, harus
dilakukan berbarengan atau dalam konteks pekerjaan mengadili. Dalam
konteks ini menurut Hand Kelsen, Hakim melaksanakan fungsi legislatif
meskipun sebagai “a negative legislator’.®® Namun perlu digaris bawahi
fungsi tersebut dilaksanakan apabila putusannya dalam suatu kasus
konkrit menjadi suatu preseden, dalam arti diterapkan kasus-kasus

sejenis.

Dalam perkembangan selanjutnya, banyak ketentuan hukum (baik
formal maupun materil) yang dikeluarkan oleh MA tanpa dilakukan metalui

proses mengadili. Sebab pembentukan hukum tersebut dilakukan oleh MA

dalam bentuk pembuatan Surat Edaran (SEMA) dan atau Peraturan MA

(PERMA).

Dasar pembenar kewewnangan MA membentuk peraturan memang

didelegasikan oleh pembentuk UU. Pasal 31 UU No. 1 Tahun 1950 Pasal

5% tfans Kelsen, General Theory af Law State, op. cit him. 268.
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79 UU No. 14 Tahun 1985 adalah landasan kewengan tersebut.*® Namun
demikian kewenangan tersebut hanya terbatas pada pembentukan hukum

formal atau hukum acara saja dan selam belum diatur dalam UU .

Dalam pelalaksanaan tugas peradilan, MA dapat melakukan
penafsiran melakukan analogi, melakukan penghalusan hukum
(rechtsvernijning), argumentum a contrario, dan juga membentuk hukum.
Kasus PK Sengkon dan Karta merupakan bukti MA menemukan hukum
karena memang sebelumnya aturan hukum mengenai PK dalam hal ini
herzeining'-'sudah ada, waktu itu sudah tidak menjadi hukum positif lagi.
Uraian diatas menunjukan peran MA mengisi kevakuman peraturan
perundang-undangan yang ditujukan untuk memberikan perlindungan bagi
orang-orang memeng tidak bersalah dan juga memberikan perlindungan
kepéda orang/badan hukum asing yang berkepentingannya dilanggar di

indonesia.

6. Hak Menguji Materi

MA memiliki hak menguji terbatas. pada - peraturan. perundang-- -

undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Pasal 31 Undang-
undang Mahkamah Agung jo. Pasal 26 UU No. 14 Tahun1970,

menyatakan :

E Pasal 131 menyatakan jika dlam jalan pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam UU, maka

MA dapat menentukan sendiri secara bagaimana itu harus diselesaikan.
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(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguiji secara material
hanya terhadap peraturan perundang-undangan dibawah Undang-
undang.

(2) Mahkamah Agung berwenang menyatakan tidak sah semua
peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah
daripada Undang-undang atas alasan bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(3) Putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-
undangan tersebut dapat diambil dalam pemeriksaan tingkat
kasasi.

(4) Pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak
sah tersebut dilakukan segera oleh instansi yang bersngakutan.

Dari pasal diatas, dapat disimpulkan bahwa wewenang menguji peraturan
perundang-undangan berarti wewenang menyatakan tidak sah dan tidak
berlaku untuk umum. Dalam kepustakaan asing biasa digunakan istilah

null and noid, artinya tidak sah dan batal.

Menurut Hans Kelsen, istilah null and void adalah tidak tepat. Sebab
menurut Kelsen setiap undang-undang yang dibentuk melalui tata cara
atau prosedur yang telah ditentukan dalam konstitusi.*® Bagi Kelsen satu-

satunya alasan sahnya undang-undang ialah dibentuk menurut tata cara

ditetapkan konstitusi atau tata cara yang ditetapkan suatu badan yang

berwenang menguji apakah pembentukan undang-undang telah mengikuti
atau tidak prosedur yang telah ditetapkan.®! Jika badan itu terpisah dari
pembentuk undang-undang (legislator) maka kedudukannya harus berada

di atas legislator, suatu yang bersifat “politically undesirable’, tetapi jika

% Hans Kelsen, op. cit, 155-158
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konstitusi tidak mentetapkan badan lain maka yang menilai undang-
undang itu bertentangan atau tidak dengan konstitusi adalah pembentuk
undang-undang itu sendiri. Jadi setiap yang dinyatakan pembentuk
undang-undang itu sendiri. Jadi setiap yang dinyatakan pembentuk
undang-undang sebagai undang-undang maka harus diterima sebagai
undang-undang yang selaras dengan konstutusi. ®* Maksud Kalsen ialah
bahwa setiap undang-undang, sekalipun dibentuk dengan prosedur lain
atau memuat materi lain dari yang telah ditentukan konstitusi, harus
dianggap sah, atau sah sepanjang tidak dibatalkan oleh badan yang
berwenang. Undang-unaang yang demikian bukan berarti batal (void ab

initio), melainkan dapat dibatalkan {voidable).

Selanjutnya Kalsen mengemukakan bahwa pengawasan ketentuan
konstitusi mengénai legilatif dapat dijamin efektifitasnya hanya bila |
dilakukan oleh badan diluar legislatif, yang bertugas menguii apakah -suatu
undang-undang dan peraturan perundang-undang lain bertentangan atau
tidak dengan konstitusi. Badan tersebut harus dapat membatalkan atau
menghapus seluruh atau sebagaian peraturan perundang-undang yang
dianggapnya bertentangan dengan konstitusi dan putusannya harus
dipatuhi oleh lembaga-lembaga negara lain. Kalsen cenderung wewenang
itu diberikan pada peradilan tertinggi (Mahkamah Agung) atau peradilan

konstitusi (Mahkamah Konstitusi). Jika peradilan biasa (umum) berwenang

"S! Jbid. Dalam kepustakaan kita, wewenang seperti itu disebut “hak menguji formal”.
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menguiji, maka wewenang itu hanya terbatas pada menofak menerapkan
undang-undang yang dianggap bertentangn dengan konstitusi, untuk
kasus tertentu. Artinya, keputusan itu tidak mengikat lembaga negara lain.
Dengan demikian menurut Kalsen terdapat dua bentuk pengujian, yaitu

membatalkan dan menolak menerapkan.

Jika ketentuan Pasal 26 Undang-undang No. 14 Tahun 1870

dihubungkan dengan pendapat Kalsen, maka hak menguji termasuk

dalam bentuk vyang pertama, vyaitu membataikan. Akan tetapi

mekanismenya cenderung pada bentuk yang kedua, sebab

pencabutannya harus dilakukan oleh instansi yang mengeluarkan.

Secara umum terdapat dua sistem hak menguji yang dilakukan oleh
lembaga peradilan (judicial review), yaitu oleh seluruh badan-badan
peradilan umum, dan yang diselenggarakan oleh hanya satu ‘badan
peradilan khusus. Model yang pertama seperti halnya Amerika Serikat,
pada hakekatnya hak menguji itu merupakan wewenang hakim. Hal itu
didasarkan pada pemikiran bahwa fungsi hakim adalah menafsirkan
serta menentikan ketentuan hukum dalam penerapannya terhadap
kasus tertentu. Apabila terhadap kasus itu dapat diterapkan dua peraturan
perundang-undangan, dan keduanya saling bertentangan maka Hakim
harus memilih salah satu. Apabila dua peraturan perundang-undangan

yang sederajat saling bertentangan maka untuk mentukan peraturan mana

2 Tbid
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yang dipergunakan, Hakim menggunakan asas “lex pasterior derogat legi
priori’ atau “lex specialis derogat legi generalis’. Akan tetapi, asas-asas
tersebut diatas tidak berlaku apabila pertentangan itu terjadi antara
peraturan perundang-undangan yang berbeda derajatnya. Dalam hal ini
digunkan asas “lex superior derogat legi ingferior’. Sehingga jika terdapat
pertentangan antara konstitusi dan undang-undang maka ketentuan-

ketentukan Konstitusilah yang harus dipergunakan.®

Hukum postip hanya memberikan kewenangan pengujian kepada
MA terhadap peraturan perundang-undangan yang berderajat dibahawah

undang-undangan yang nyata-nyata bertentangan dengan UUD ?.

Sebenarnya pada waktu Undang-undangan No. 14 Tahun 1970
masih dalam pembahsan di DPR(GR), terdapat berbagai pihak yang
menginginkan agar Mahkamah Agung diberi hak menguji terhadap
Undang-undang. Ketua Mahkamah Agung dalam suratnya kepada
Pimpinan DPRGR, tanggal 13 Mi 1969 menyampaikan pertimbangan-
pertimbangan, antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar kita tidak menutup kemungkinan terjadinya
Undang-undangan yang isinya bertentangan dengan Undang-
Undangan Dasar. Dalam Undang-Undangan Dasar kita tidak terdapat
ketentuan, bahwa “Undang-undangan tidak dapat diganggu-gugat’.
Sebaliknya, Undang-Undangan Dasar kita juga tidak menutup

kemungkinan diadakannya pengujian terhadap produk-produk legislatif
semacam itu. Hal tersebut adalah wajar, mengingat :

63 Maouro Cappelletti, op. cit, hlm. 52




139

a. Hal itu adalah dengan sendirinya konsekuensi dari tiap-tiap sistem
konstitusi tertulis.

b. Undang-Undangan Dasar kita harus dilaksanakan secara murni.
¢. Undang-Undangan Dasar kita harus dijaga agar tetap berfungsi.

Sebagai Undang-undangan Dasar, jangan sampai lembaga
legislatif sehari-hari asal wewenang dan kekuasaannya besumber
pada Undang-undangan Dasar akan berada diatas Undang-
undangan Dasar.

d. Tanpa kemungkinan penguijian tersebut akan berarti orang yang
dasar dari tiap-tiap perbuatannya hanya limpahan wewenang orang
lain, tidak hanya dibolehkan, tetapi juga dibolehkan berbuat apa-
apa yang sebenarnya dilarang.

. Pada umumnya perbuatan menguji, apakah suatu perbuatan
kenegaraan dalam melakukan fungsinya itu melampaui batas-batsa
wewenang dan kekuasaannya yang telah ditentukan hukum objektif,
pada hakekatnya adalah suatu tugas peradilan yang khusus. Oleh
karenanya sesuai dengan arti kekuasaan kehakiman sebagaimana
yang dirumuskan dalam pasal 1 RUU ini, maka tugas “menguji
undang-undangan” tersebut seharusnya diberikan kepada lembaga
pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang tertingggi dalam negara yaitu
Mahkamah Agung RI, lewat suatu perkara dalam tingkat kasasi apabila
ada sengketa tentang ada tidaknya pertentangan antara suatu undang-
undangan dengan Undang-undangan Dasar.

. Kiranya tidak beralasanlah kekuatiran bahwa dengan wewenang
demikian akan menjurus kesewenang-wenangan karena rasa
superioriter dalam bidang hukum, karena :

a. wewanang tersebut hanya digunakan melalui suatu proses dan
' tidak semau-maunya karenig jabatan; ~

b. dalam hukum acara dapat diadakan ketentuan-ketentuan jaminan,
hingga penggunaan wewenang tersebut hanya terjadi dalam hal
undang-undangan bersangkutan benar-benar tanpa diragukan lagi
adalah inkonstitusional.®

& Oemar Seno Adji, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Sejak Kembali ke UUD 1945, Makalah
dalam Seminar Ketatanegaraan 30 Tahun Kembali Ke UUD 1945, UNPAD, Bandung, 1989,
hlm. 99-100.




140

Bunyi Surat Ketua Mahkamah Agung tersebut diatas, memperoleh
dukungan dari lkatan Hakim Indonesia (IKAHI) dan beberapa kalangan
lain, fermasuk sebagian anggota DPR (GR). Namun seperti ternyata
kemudian, Undang-undangan No. 14 tahun1970 hanya memberi MA hak
menguji terbatas terhadap peraturan perundang-undangan yang berada
dibawah undang-undangan. Sebab-sebab tidak diberikannya hak menguji
Undang-undangan kepada Mahkamah Agung menurut Pasal 26 Undang-

undangan tersebut, adalah sebagai berikut :

“Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia hak menguji undang-
undangan dan peraturan pelaksanaan Undang-undangan Dasar
sebagai fungsi pokok tidak terdapat pada Mahkamah Agung. Oleh
karena Undang-undangan Dasar 1945 tidak mengaturnya, maka
tidak dengan sendirinya hak menguji undang-undangan terhadap
Undang-undangan Dasar oleh Mahkamah Agung dapat diletakkan
dalam Undang-undangan ini. Hak menguji tersebut apabila hendak
diberikan kepada. Mahkamah Agung Seharusnya merupakan
ketentuan Konstitusionil. Demikian pula MPR(S) yang dapat
mengaturnya hingga sekarang tidak menetapkan hak menguiji oleh
Mahkamah Agung. Tidak disebut hak menguiji ini dalam Undang-
undangan Dasar 1945 dan -dalam ketetapan MPR(S) yang dapat
mengaturnya sebagai suatu perwujudan dari hubungan hukum
antara perlengkapan Negara yang ada dalam Negara, berarti bahwa
Undang-undangan ini {Undang-undangan tentang ketentuan-
ketentuan  Pokok Kekuasaan Kehakiman) tidak dapat

.memberikankepada Mahkamah Agung kewenangan hak menguji, -

apalagi secara materii Undang-undangan terhadap Undang-
undangan terhadap Undang-undangan Dasar. Hanya Undang-
Undangan Dasar 1945 ataupun Ketetapan MPRS dapat memberikan
ketentuan”.

Dari penjelasan tersebut maka alasan penolakan hak menguji undang-
undangan bisa dilihat secara lebih sederhana. Persoalannya hanyalah

menyangktu dasarhukum. Pembentukan Undang-undangan (Presiden -dan
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DPR) merasa tidak berwenang mengatur hak menguji undang-undangan.

Sebab hak menguji seharusnya merupakan ketentuan Konstitusioanal.

Menurut peneliti, tidak adanya pengaturan hak menguji dalam UUD
1945 bukan merupakan suatu hal yang prinsipil. Sebab seperti kata Ketua
| Mahkamah Agung dalam suratnya, “hal tiu adalah dengan sendirinya
konsekuensi dan fiap-tiap sistem Kkonstitusi tertulis”.®® Selain itu, dasr
hukum atau dasar konstitusional fidak selamanya terletak pada ketentuan-
ketentuan yang tersurat atau yang dinyatakan secara expresis verbis,
tetabi ‘dapat juga dari ketentuan-ketentuan 6yang tersirat, yaitu yang
berupa prinsip-prinsip atau asas-asas. Menurut peneliti dalam sistem UUD

1945, undang-undangan seharusnya dapat diuji secara material.

Pengujian terhadap undang-undangan itu selayaknya diberikan

kepada MA sebabkan :

1) Keanggotaan lembaga tersebut harus dititik beratkan pada
keahlian dan pengalaman dibidang hukum, dan bukan pada faktor
politik;

2) Tidak menambah jumiah lembaga negara yang ada, karena akan
menambah fasilitas dan pengeluaran;

3) Lembaga tersebut harus independen.*

Di lihat dari faktor kebutuhan, terdapat berbagai peraturan

perundang-undangan setingkat Undang-undangan yang dibuat pada masa

6 Qistm Konstitusi yang dimaksud adalah bahwa konstitusi merupakan supreme faw. Sebab jika
konstitusi tertulis itu hkian suprame law maka hak menguji material tidak berguna.
S Sormantri, Hak Menguji Material di Indonesia, op. cit, hlm. 59-60.
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kolonial (seperti Wet, Koninklijk Besluif, dan Ordonantie) yang masih tetap
berlaku hingga saat ini berdasarkan Pasal Il Aturan Peralihan UUD 1945,
merupakan sebab lain perlunya hak menguji Undang-undangan. Aturan
peralihan menyatakan bahawa segala badan-badan negara dan
peraturan-peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum
diadakan yang baru menurut UUD 1945, Masih langsung berlaku, dalam
arti-tidak bertentangan dengan UUD 1945. Oleh karena berbeda landasan
filsafatnya, maka bukan tidak mungkin peraturan perundang-undangan
tersebut ada yang betentangan dengan UUD 1945, sedangkan kita
ketahui bahwa belum seluruh peraturan perundang-undangan
peninggalan Belanda tersebut diganti, dibatalkan, atau diubah melalui

proses legislatif.

Lalu siapakah yang berwenang menyatakan peraturan-peraturan itu
bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Qemar Seno Adjie, dengan
adanya Aturan Peraliha itu maka dengan sendirinya tanggung jawab

hakim bertambah berat karena harus menguji apakah peraturan

perundang-undangan yang ada sebelum 17 Agustus 1945 bertentangan - -

atau tidak dengan UUD 1945. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah
Agung periu diberi wewenang menyingkirkan ketentuan-ketentuan yang

bertentangan.®’

6 QOemar Seno Adjie
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Oleh karena itu dalam rangka pembentukan Hukum Nasional
berdasarkan UUD 1945, hak menguji Undang-undang merupakan

alternatif untuk mempercepat “seleksi” hukum nasional.

7. FungsiLainnya

Akhirnya, disamping tugas dan wewenang di atas, berdasarkan
ketentuan Pasal 39 UU No. 14 Tahun 1985, kepada MA juga dapat

diserahi tugas dan wewenang iain, sebagaimana dinyatakan bahwa :

“Disamping tugas dan wewenang tersebuit dalam Bab ini MA dapat

diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Berdasarkan ketentuan pasal ini tampak MA memiliki keleluasaan. yang
lebih dalam melaksankan tugas dan wewenangnya, asalkan tugas dan
wewenang MA tersebut diatur berdasarkan UU. Dengan perkataan lain,
ruang lingkup seta besar kecilnya tugas dan wewenang itu misalnya
melakukan perwasitan (Arbitrase)®” atau Forum Privelegiatum  yang
kebetulan tidak terdapat isyarat baik dalam UUD 1845 maupun dalam UU

No. 14 Tahun 1985.

C. Upaya Meningkatkan Peranan Mahkamah Agung

88 [ ihat UU No. 14 Tahun 1985, Pasal 39 dan Penjelasannya
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.Dalam upaya mengingkatkan fungsi dan peranan MA dalam sistem
ketatanegraan Indonesia, ditemui beberapa persoalan yang dianggap
sebagai faktor penghambat pelaksanaan fungsi dan peranan MA.

Persoalan tersebut diantaranya :

1. Kurangnya kepercayaan kepada Ilembaga peradilan. Hal ini
disebabkan beberapa hal, antara lain karena lembaga-lembaga
peradilan - peradilan tingkat pertama dan tingkat banding dalam
pelayanan keadilan dirasakan masih kurang, sehingga masyarakat
pencari keadilan cenderung mengajukan kasasi terhadap putusan
peradilan tersebut. Persoalan ini disebabkan selain karena kualitas
hakim masih rendah, juga karena kebebasan hakim belum cukup
terjamin. Baik karena sistem karirnya masih tergantung pada pihak
pemerintah maupun karena keterbatasan wewenang dalam upaya
rﬁenemukan keadilan. Peranan hakim akan tercapai, pabila
sepenuhnya terdapat jaminan kebebasan hakim dilingkungan peradilan
tersebut. Utuk itu, status hakim sebagai pegawai negeri biasa, sistem

pengkajian, karis dan sebagianya periu disempurnakan.

2. Kecenderungan semua perkara “dikasasi® dilain sisi menimbulkan
penumpukan perkara di MA. Untuk menghindari masalah ini .dapat

ditempuh beberapa langkah pemecahan, antara lain dengan
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menambah jumlah Hakim Agung dan membatasi perkara yang dapat

dikasasi. Pembatasan perkara tersebut dapat berupa :

a)

b)

d)

Kriteria bobot perkara. Maksudnya hanya perkara-perkara yang
menyangkut hak asasi manusia yang dapat dikasasi, sementara
yang tidak menyangkut persoalan ini harus diselesaikan pada
tingkat peradilan banding (pengadilan tingggi). Namun demikian,

kriteria ini memerlukan penelitian yang lebih mendalam.

Kriteria nitai perkara. Kriteria ini lazim digunakan dinegara-negara
federal, seperti Australia dan Kanada untuk membedakan
kompetensi peradilan federal dan peradilan negara bagian.
Misalnya, hanya perjkara sengketa perdata yang bernilai diatas
serafus juta rupiah yang dapat dikasasi, sementara perkara yang
nilainnya dibawah itu harus dapat diselesaikan pada tingkat

peradilan banding.

Kriteria ancaman hukuman, misalnya hanya perkara yang
mengandung ancaman pidan diatas 5 tahun saja yang dapat

dikasasi.

Kriteria lamanya proses. Jika proses pemeriksaan pada perdilan
tingkat pertama dan peradilan banding sudah melampui waktu dua

atau tiga tahun, maka perkara itu hendaknya harus diselesaikan
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pada tingkat banding. Hal ini untuk mendukung upaya terwujudnya

peradilan yang cepat, murah dan sederhana.

3. Dalam hal judicial review atau Hak menguji material, Mahamah Agung
hanya berwenang menilai peraturan perundang-undangan yang lebih
rendah dari pada undang-undang. Hal ini berarti MA dalam
pengambilan putusan tidak dapat bersandar pada UUD yang
merupakan sumber hukum tertinggi dalam negara, melainkan semata-
mata bersandar pada undang-undang. Terlepas apakah undang-

undang itu bertentangan atau tidak dengan UUD.

Fungsi Mahkamah Agung dibidang hak uji (judicial review), disatu
sisi, mempﬁnyai aspek dan peran secara politis. Hal ini dapat dilihat di
Amerika ketika dikeluarkan keputusan mengenai Public School
desegration Act (Brown vs Board of education, 1954) bahwa segregation
(pemisahan golongan kulit putih dengan golongan negro) merupakan
diskriminasi dan tidak dibenarkan. Dan ini dianggap sebagai tonggak
sejarah bagi kaum negro untuk memperjuangkan hak-hak sipilnya. Oleh
karena itu suatu keputusan hakim yang berkaitan dengan masalah-
masalah konstitusionil dianggap mempunyai pengaruh terhadap proses
politk. Suatu saat pun di Indonesia akan terjadi hal yang sama

seandainya Mahkamah Agung lebih ditingkatkan wewenang dan fungsinya
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dalam hak uji, yaitu dengan memberi wewenang pada lembaga tersebut

unfuk menguji undang-undang.

Berbicara tentang fungsi dan peranan Mahkamah Agung mengenai
hak uji materil. Dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Terlebih
dahulu perlu dikemukakan beberapa faktor yang mendasari keterkaitan

Mahkamah Agung dengan hak uji materil tersebut.

Faktor yang pertama adalah mengenai keterkaitan antara satu
Iembaga'dengan lembaga negara lainnya. Terdapat suatu anggapan
klasik bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaifu :
(a) rule-making function atau kekuasaan membuat undang-undang, istilah
ini juga dikenal sebagai kekuasaan legislatif, (b) rule-aplication function
atau kekuasaan melaksankan undang-undang, juga dikenal sebagai
kekuasaan eksekutif, (c) rule-adjudication function atau kekuasaan
mengadili atas pelanggaran undang-undang, juga dikenal sebagai
kekuasaan yudikatif. Istilah rule-making fungtion dianggap lebih tepat dan
sesuai dengan kenyataan dewasa ini dari pada istilah fungsi dan legislatif.
Karena fungsi !egis!atif seolaﬁ-otah pembentukan suatu peraturan
perundang-undangan yang meningkat masyarakat secara umum hanya
ditentukan atau diciptakan oleh badan legislatif saja. Doktrin ini didasarkan
pada asumsi normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan atau fungsi-fungsi

tersebut tidak diserahkan pada orang atau lembaga yang sama. Hal ini
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dimaksudkan untuk mencegah penyalah gunaan kekuasaan oleh pihak-

pihak yang berkuasa. Dengan demikian hak asasi warga negara lebih

terjamin.

Berdasarkan UUD 1945, ditinjau dari alokasi kekuasaan pada
lembaga-lembaga negara yang ada, sistem ketata negaraan di Indonesia
menggunakan sistem pembagian kekuasaan bukan pemisahan
kekuasaan. Hal ini terlihat bahwa rule-making function (kekuasaan
leguislatif) dipegang oleh Presiden dan DPR. Rule-application function
dipegang oleh Presiden beserta mentri-mentrinya. Sedangkan Rule-
adjudication function dipegang oleh Mahkamah Agung serta lembag
peradilan lainnya. Juga dapat dilihat bahwa antara satu lembaga satu
dengan lemabaga fainnya memiliki hubungan atau keterkaitan. Seperti
kerjasama anatara Presiden dengan Dewan Perwaklan Rakyat dalam
membuat undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat mengawasi
jalannya pemerintahan. Jadi tidak seperti doktrin frias politica atau
pemisahan kekuasaan dimana antara satu lembaga dengan lembaga

lainnya terpisah satu sama lain.

Adanya hubungan satu lembaga dengan lembaga negara lainnya di
Indonesia dapat dianalogikan dengan sistem checks and balances di
Ameriaka Serikat dimana setiap cabang kekuasaan dapat mengawasi dan

mengimbangi cabang kekuasaan lainnya. Sekalipun indonesia Indonesia
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tidak mengenal sistem check and balances namun adanya mekanisme
semacam ini diperlukan untuk menjamin bahwa masing-masing

kekuasaan tidak akan melampaui batas kekuasaannya.

Adanya keterkaitan atau hubungan antar lembaga negara, dimana salah
satu - sisinya, dimaksugkan agar masing-masing kekuasaan tidak akan
melampaui kekuasaannya. Memberi peluang pada MA untuk
mengingatkan fungsi hak ujinya yang semula hanya terbatas pada
peraturan di bawah undang-undang, namun Kkini terbuka peluang untuk

menguji peraturan berupa undang-undang.

Faktor yang kedua didasarkan pada asumsi bahwa Indonesia adalah
negara hukum yang demokratis. Didalam UUD 1945 tidak dinyatakan
secara jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum dan negara
demokratis. Namun didalam penjelasan UUD1945 khususnya yang
mengenai sistem pemerintahan negara pada angka | yang
mengemukakan “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum
(rechstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat)”.
Sedangkan penyebutan Indonesia adalah negara demokratis, hal ini dapat
dilinat dari pasal-pasal yang terdapat di dalam UUD 1945. Seperti Pasal 1
ayat (2) yang menytakan : * Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan
dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusywaratan Rakyat’. Hal ini

membuktikan bahwa Indonesia menganut faham kedaulatan rakyat,
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dimana kedaulatan rakyat inilah yang merupakan pilar dari demokrasi itu
sendiri. Berbeda dengan konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar
Sementara dimana dinyatakan secara jelas bahwa : “Republik Indonesia

... ialah suatu negara hukum yang demokratis ... “.

Konsep negara hukum dan negara demokrasi yang bersendikan pada
kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat, dewasa ini, merupakan dua hal
yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Kedaulatan rakyat
yang dalam mekanismenya di [ndonesia dilakukan melalui sistem
demokrasi perwakilan sehingga memperoleh wujud yang konkrit berupa
adanya lembaga perwakilan. Dan, pada akhirnya, lembaga perwakilan
tersebut mengeluarkan suatu produk hukum baik berbentuk undang-
undang dasar maupun undang-undang yang mengikat secara umum.
Sudah umu diterima bahwa negara hukum mempunyai ciri-ciri sebagai

berikut :

1. perlindungan dan pengakuan atas hak asasi manusia;

2. peradilan yang bebas dari pengaruh sesuatu kekuasaan atau
kekuatan lain dan tidak memihak;

3. Supremasi hukum.

Ciri-ciri yang kedua dari ciri-ciri negara hukum tersebut menempatkan
Mahkamah Agung sebagai suatu lembaga peradilan dalam  posisiyang
netral dalam arti dia tidak memihak pada satu golongan atau kelompok

tertentu. Berlainan dengan lembaga lainnya, seperti Dewan Perwakilan
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Rakyat yang, disatu sisi, merupakan lembaga polotik. Hal ini tercermin
dalam sususnan keanggotaannya dimana anggota DPR terdiri dari wakil-

wakil partai politik {termasuk GOLKAR).

Menyinggung masalah kebebasan dari badan pengadilan atau
yudiakatif berarti adanya kebebasan campur tangan badan eksekutif,
legislatif, atau pun campur tangan dari pihak lainnya, didalam menjalankan
tugas yudikatifiya. Karena hanya dengan asas kebebasan tersebut
badan peradilan dapat diharapkan bahwa keputusan yang diambil oleh
badan peradilan tersebut dalam suatu perkara tidak akan memilhak dan
berat sebelah, semata-mata berpedoman pada kaida-kaidah hukum dan
keadilan serta hati nurani haki itu sendiri dengan tidak usah takut

kedudukannya terancam.

Negara hukum memiliki ciri adanya supremasi. hukum dalam arti
hukum ditempatkan pada posisi tertingggi dan semua warga negara harus
menaati hukum. Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan di
Indonesia, UUD 1945 merupakan hukum yang tertinggi. Dengan demikian
konsekuensinya semua peraturan perundang-undangan yang terdapat
dibawah UUD 1945 tidak boleh bertentangan dengan UUD fersebut.
Didasarkan uraian diatas, maka dapat dipertanyakan lagi apakah
Mahkamah Aguhg layak diberi wewenang untuk menguji undang-

undang?.
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Diatas telah dikemukakan bahwa undang-undang produk dari
kerjasama antara Presiden dengan dengan Dewén Perwakilan Rakyat.
Disisi lain, fakta menunjukan baik Presiden maupun DPR adalah suatu
lembaga politik. Dengan demikian bukan tidak mungkin, suatu ketika,
Keputusan yang dikeluarkan dalam bentuk undang-undang akan memihak
suatu golongan politik tertentu, terutam golongan yang secara nyata
sedang berkuasa (the rulling ellit). Jadi tidak lagi undang-undang tersebut
mencerminkan aspirasi rakyat dan kenyataan ini pernah dialami oleh
bangsa Indonesia ketika dikeluarkannya undang-undang No.198 Tahun

1964.

Disinilah peran Mahkamah Agung untuk mengatasi kejadian-

kejasdian yang mungkin akan timbul, yaitu berupa undang-undang yang

bertentangan dengan undang-undang dasar. Atau lebih [uas lagi-

bertentangan dengan hukum dasar, yaitu baik hukum dasar tertulis
maupun hukum dasar tidak tertulis. Dan dengan diberikannya wewenang
bagi Mahkamah Agung unfuk menguji undang-uhdang merupakan
mekanisme yang dibutunhkan dalam rangka menjalankan UUD 1945

secara murni dan konsekuen.




BAB IV

PENUTUP
Kesimpulan

1. Mahkamah Agung Rl menjalankan fungsi rangkap, yaitu sebagai
Peradilan Negara Tertinggi menjalankan fungsi peradilan dan
sebagai Lembaga Tinggi Negara menjalankan fungsi non-
peradilan. Fungsi non peradilan meliputi  memberikan
poertimbangan hukum {legal opinion) kepada Lembaga Tinggi
Lainnya, dalam hal ini, peranan MA masih dirasakan kurang. Yang
disebabkan faktor internal MA sendiri, serta faktor eksternal
mengingat dalam sistem ketatanegaraan kita telah terdapat
lembaga penasehatan, yaitu Dewan Pertimbangan Agung.
Termasuk kedalam fungsi non-peradilan adalah pengawasan yang
dilakukan oleh MA baik dalam proses peradilan maupun
administratif, terhadap lembaga peradilan lain, hakim, penasehat
hukum dan notaris, serta fungsi membuat peraturan. Fungsi
pengawasan terhadap hakim, penasehat hukum dan notaris dinilai
kurang efektif, karena dalam menjalankan fungsi tersebut MA
memeriukan dukungan dari departemen terkait {pemerintah).
Fungsi membuat peraturan yang dilakukan untuk mengisi
kekosongan peraturan dalam rangka kelancaran proses peradilan
telah  cukup dilaksanakan. Namun demikian, terdapat

kecenderungan yang dibuat tidak hanya bersifat hukum formal,
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melainkan telah menyentuh norma hukum material. Peneliti
berpendapat sekiranya MA menerapkan norma hukum material,
semestinya dilakukan sebagai hasil proses peradilan. Fungsi
peradilan yang dijalankan MA, khususnya sebagai mahkamah
kasasi, belum berjalan efektif, sehingga terjadi penumpukan

perkara dan tidak sedikit perkara-perkara tersebut yang belum

putus meski telah mengendap bertahun-tahun.

. Perananan MA dalam membetuk hukum nasional. Khususnya

dalam proses penemuan dan pembentukan hukum melalui
yurisprudensi dinilai masih sangat kurang. Hal itu disebabkan
antara lain, karena adanya anggapan “tiadanya sistem precedent”
dalam sistem peradilan Indonesia, gehingga kerap keputusan-
keputusan MA tidak konsisten satu sama lain. Inkonsistensi itu
mempengaruhi pula kepatuhan badan peradilan yang lebih rendah
terhadap “stare decisis” yang dimungkinkan dafam sistem peradilan
Indonesia. Peranan MA dalam mewujudkan terselenggaranya
negara hukum RI, khususnya dalam =penegakan hukum dan
keadilan dinilai kurang. Hal itu disebabkan beberbagai faktor baik
yang bersifat yuridis maupun nonyuridis, antara lain :

o keterbatasan MA dalam menilai peraturan perundang-

undangan dan tindakan-tindakan pemerintah;
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» keterbatasan MA dalam menilai “politik hukum” yang terdapat
dalam suatu peraturan perundang-undangan;

» tingginya beban kerja MA yang disebabkan perdilan tingkat
lebih rendah dinilai masyarakat “tidak memuaskan” dalam
pemberian keadilan, sehingga putusannya cenderung dikasasi;

e cara pengisian jabatan hakim agung dinilai masih banyak

mengandung nuansa politik.

3. Yudicial review yang dilakukan MA terhadap peraturan perundang-

undangan yang lebih rendah dari pada undang-undang dinilai tidak
akan efektif sekalipun dijalankan secéré optimal. Mengingat
pencabutan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak
sah oleh MA, harus dilakukan oleh instansi yang mengeluarkannya.
Oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan lebih lanjut
terhadap ketentuan mengenai hak menguji atau judicial review
tersebut. Sementara kewenangan menguji undang-undang belum
secara tegas diberikan kepada MA, maka dalam hal adanya
pertentangan antara undang-undang dan UUD, MA dapat
“mengesampinkan‘ atau “menolak menerapkan” undang-undang
tersebut. Pemberian wewenang menguji undang-undang kapada
MA tidak bertentangan dengan sistem ketatatnegaraan Indonesia,

bahkan akan memperkokoh kedudukan UUD sebagai fundamental
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faw. Selain itu, pengujian undang-undang ékan meningkatkan
peranan dan partisipasi MA dalam menyeleksi dan mengoreksi
hukum dalam rangka pembetukan hukum nasional yang bersumber
dari Pancasila dan UUD’45. Upaya meningkatkan fungsi dan
peranan MA dalam sistem kenegaraan Indonesia tidak dapat
dilepaskan dari eksistensi dan peran lembaga-lembaga peradiian
lain. Peran lembaga-lembaga peradilan tersebut, sangat {ergantung

pada eksistensi kebebasan hakim secara keseluruhan.

Saran

1. Fungsi non-peradilan, khususnya fungsi penasehatan terhadap
Lembaga Tinggi Negara lainnya, hanya terbatas dibidang hukum.
Misalnya, memberikan nasehat hukum kepada Presiden dalam
rangka pemberian dan penolakan grasi. Pertimbangan-
pertimbangan hukum terhadap Lembaga Tinggi Negara yang tidak
perlu menunggu “permintaan” dari Lembaga Tinggi Negara
bersangkutan. Selain itu, MA dapat mempertimbangkan hukum
pada Presiden dan DPR dalam pembentukan Undang-undang.
Pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dilakukan oleh
MA dalam rangka sefrategi menuju harmonis hukum, suatu langkah
yang lebih dini dari pada tugas wewenang dan judicial review yang

baru dapat dilakukan oleh MA dalam melakukan kasasi.
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2. Mahkamah Agung sebaiknya diberi wewenang untuk menguij

undang-undang. Jika Mahkamah Agung hanya berwenang menilai
pereturan perundang-undangan yang lebih rendah dari pada
undang-undang, berarti MA dalam mengambil keputusan tidak
dapat bersandar pada UUD yang merupakan sumber hukum
tertinggi dalam negara, melainkan semata-mata pada undang-
undang. Dengan adanya kewenangan itu, Mahkamah Agung dapat
berperan disatu pihak sebagai “pelindung” atau “penjaga” Undang-
Undang Dasar 1945, dilain pihak dapat mempercepat
pengembangan dan pembangunan hukun nasional melalui

yurisprudensi.

. Sebaiknya Mahkamah Agung diberi wewenang untuk mengadili

pejabat-pejabat negara tertentu (forum privelegiantum), sebaimana

telah diatur dalam Konstitusi RIS.
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